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I  

 KATA PENGANTAR  

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan 

Laporan Keuangan Audited Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Sekretariat Jenderal (692105) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah 

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Audited yang berkewajiban 

menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun 

Laporan Keuangan Audited berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan 

Audited. 

Penyusunan Laporan Keuangan Audited mengacu pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

kaidah – kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan 

Keuangan Audited ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga 

akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan 

akuntabel. 

Laporan Keuangan Audited ini diharapkan dapat memberikan informasi 

yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan 

keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. 

Disamping itu, Laporan Keuangan Audited ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam 

usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance). 

Pontianak, 31 Desember 
2025 Kepala Kantor 
Wilayah 

 
 
  
 

 
Jonny Pesta Simmamora 
NIP. 197312251993031001  
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
 

Penggabungan Laporan Keuangan Semester II Per 31 Desember 2025 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat 

Jenderal (692015) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari : 

(a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuanga Audited Per 30 Juni 

2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, 

sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing – masing Satuan Kerja 

merupakan tanggung jawab UAKPA. 

 
Laporan Keuangan Semester II Per 31 Desember 2025 pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang 

memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi serta kinerja keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) secara layak dan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 
 
 

 
Pontianak, 31 Desember 2025 
Kepala Kantor Wilayah 
 
 
 
 
 

 
Jonny Pesta Simamora 
NIP. 197312251993031001 

mailto:kalbar.kemenkum.go.id,
mailto:kanwilkalbar@kemenkumham.go.id


- 1 -  

 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED  

Laporan Keuangan Semester II Per 31 Desember 2025 pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan Audited ini meliputi: (1)Laporan 

Realisasi Anggaran, (2)Neraca, (3)Laporan Operasional, 

(4)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5)Catatan atas Laporan Keuangan 

Audited. 

 
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan 

Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 

Realisasi Pendapatan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk 

periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) adalah sebesar Rp154.310.880,-. 

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 

Desember 2025 adalah sebesar Rp16.162.237.810,- atau mencapai 55.43% 

dari alokasi anggaran sebesar Rp29.156.005.000,- 

 
2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat 

dan disajikan sebesar Rp143.648.856.703,- yang terdiri dari : Aset Lancar 

sebesar Rp119.537.983,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp143.422.793.720,- ; 

dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp106.525.000,-. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp104.800.000,- dan 

Rp143.544.056.703,-. 
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3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 

sampai dengan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp75.011.697,- 

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar 

Rp18.207.808.096,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional 

senilai (Rp18.132.796.399,-). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan 

Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing- masing sebesar Rp319,- dan 

(Rp18.132.796.080,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar 

(Rp18.132.796.080,-). 

 
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas 

awal pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- ditambah Defisit-

LO sebesar (Rp18.132.796.080,-) kemudian ditambah dengan koreksi yang 

menambah entitas berupa koreksi nilai aset non revaluasi senilai 

Rp9.144.972,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp161.667.707.811,- 

ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp143.544.056.703,- 

sehingga Ekuitas Akhir entitas pada tanggal per 31 Desember 2025 adalah 

senilai Rp143.544.056.703,-. 

 
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED 

Catatan atas Laporan Keuangan Audited (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi 

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar atas Laporan Keuangan Audited. Dalam penyajian Laporan Realisasi 

Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 

Desember2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan 

Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 

2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

SEKRETARIAT JENDERAL (692015) 

Laporan Realisasi Anggaran 

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

 
(Dalam Rupiah) 

 

URAIAN Catatan 
31 Desember 2025 

% thd Angg 
31 Desember 
2024 

ANGGARAN REALISASI REALISASI 

PENDAPATAN      

Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 154.310.880 0.00 0 

JUMLAH PENDAPATAN  - 154.310.880 0.00 0 

 
BELANJA 

 
B.2 

    

Belanja Pegawai B.3 10.927.599.000 10.869.901.507 99.47 0 

Belanja Barang B.4 6.507.163.000 5.165.890.303 78.19 0 

Belanja Modal B.5 11.621.243.000 126.446.000 1.09 0 

JUMLAH BELANJA  29.156.005.000 16.162.237.810 55.43 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan Audited 
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II. NERACA  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

SEKRERTARIAT JENDERAL (692015) 

Neraca 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
(Dalam Rupiah) 

URAIAN CATATAN 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

ASET  

 
C.1 
C.2 
C.3 
C.4 
C.5 
C.6 
C.7 
C.8 
C.9 
C.10 

 
 

 
C.11 
C.12 
C.13 

 
 

 
C.14 
C.15 
C.16 
C.17 
C.18 
C.19 
C.20 

 
 

 
C.21 
C.22 
C.23 

 
 
 
 

 
C.24 
C.25 
C.26 
C.27 

 
 
 

 
C.28 

  

ASET LANCAR   

Kas di Bendahara Pengeluaran - - 
Kas di Bendahara Penerimaan - - 
Kas Lainnya dan Setara Kas - - 
Piutang Bukan Pajak - - 
Bagian Lancar TP/TGR - - 
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar - - 
Belanja Dibayar di Muka - - 
Pendapatan yang Masih harus Diterima - - 
Persediaan 119.537.983 - 
Jumlah Aset Lancar 119.537.983 - 

 
PIUTANG JANGKA PANJANG 

  

Tagihan TP/TGR - - 
Tagihan Penjualan Angsuran - - 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang - - 
Jumlah Piutang Jangka Panjang - - 

 
ASET TETAP 

  

Tanah 123,280,480,000 - 
Peralatan dan Mesin 13.566.531.203 - 
Gedung dan Bangunan 21.901.580.541 - 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - 
Aset Tetap Lainnya 60,496,000 - 
Konstruksi dalam pengerjaan - - 
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (15.386.294.024) - 
Jumlah Aset Tetap 143.422.793.720 - 

ASET LAINNYA 
  

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 104.800.000 - 
Aset Lain-Lain 1.405.359.955 - 
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (1.403.634.955) - 
Jumlah Aset Lainnya 106.525.000 - 

JUMLAH ASET 143.648.856.703 - 

KEWAJIBAN - 
 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK -  

Uang Muka dari KPPN - - 
Utang kepada Pihak Ketiga 104.800.000 - 
Utang yang belum ditagihkan - - 
Beban yang Masih Harus Dibayar - - 
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 104.800.000 - 

JUMLAH KEWAJIBAN 104.800.000 - 

EKUITAS 
  

Ekuitas 143.544.056.703 - 
JUMLAH EKUITAS 143.544.056.703 - 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 143.544.056.703 - 

 
Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan Audited 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM KALIMANTAN BARAT 

SEKRERTARIAT JENDERAL (692015) 

Laporan Operasional 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
(Dalam Rupiah) 

URAIAN CATATAN 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

KEGIATAN OPERASIONAL  
 

D.1 
 
 

 
D.2 
D.3 
D.4 
D.5 
D.6 
D.7 
D.8 
D.9 

D.10 
 
 
 

D.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.12 

  

PENDAPATAN   

Penerimaan Negara Bukan Pajak 75.011.697 0 
JUMLAH PENDAPATAN 75.011.697 0 

 
BEBAN 

  

Beban Pegawai 10.869.901.507 0 
Beban Persediaan 371.070.450 0 
Beban Barang dan Jasa 3.490.415.679 0 
Beban Pemeliharaan 1.101.431.194 0 
Beban Perjalanan Dinas 317.905.180 0 
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat - - 
Beban Bantuan Sosial - - 
Beban Penyusutan dan Amortisasi 1.057.084.086 0 
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - - 

JUMLAH BEBAN 18.207.808.096 0 
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (18.132.796.399) 0 

 
KEGIATAN NON OPERASIONAL 

  

Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar - - 
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - - 
Beban Pelepasan Aset Non Lancar - - 

      Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 319 - 
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 319 - 
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - - 

         SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 319 - 
DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (18.132.796.080) 0 

 
POS LUAR BIASA 

  

Pendapatan PNBP - - 
Beban Perjalanan Dinas - - 
Beban Persediaan - - 

SURPLUS/DEFISIT LO (18.132.796.080) 0 

 
Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan Audited 
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM & HAM KALIMANTAN BARAT 

SEKRERTARIAT JENDERAL (692015) 

Laporan Perubahan Ekuitas 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
 

(Dalam Rupiah) 
URAIAN CATATAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024 

EKUITAS AWAL E.1 0 0 
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (18.132.796.080) 0 
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 
EKUITAS 

E.3 9.144.972 
- - 

PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.1 - - 
SELISIH REVALUASI ASET E.3.2 - - 
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI E.3.3 - - 
KOREKSI LAIN-LAIN E.3.4 - - 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 161.667.707.811 0 
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS E.5 143.544.056.703 0 
EKUITAS AKHIR E.6 143.544.056.703 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan Audited merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan Audited 
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN AUDITED  

A. PENJELASAN UMUM 
 

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat 

Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Sekretariat Jenderal (692015) didirikan sebagai salah satu 

upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya 

pada wilayah Kalimantan Barat. 

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) berkomitmen dengan visi “Masyarakat 

memperoleh kepastian hukum” dan Misi “Melindungi Hak 

Asasi Manusia”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) 

melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai 

berikut: 

• Menciptakan Supremasi Hukum; 

• Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 

• Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara 

Nasional; 

• Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

• Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan 

berkaitan implementasi Undang-Undang , peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi 

terkait dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat 

• Membina secara efektif Lembaga yang berbasis Hukum 

dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam 

melayani Masyarakat. 
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• Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional 

dan terpercaya. 

• Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan 

keputusan yang andal kepada para pemangku 

kepentingan. 

• Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang 

berkaitan dengan Hukum, Penyuluhan Hukum dengan 

sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta 

Pemerintah Daerah yang ada dalam wilayah Kalimantan 

Barat. 

• Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada 

Masyarakat yang membutuhkan. 

 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

Audited 

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Audited 

Laporan Keuangan Semester II per 31 Desember 2025 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Sekretariat Jenderal (692015) ini merupakan Laporan 

Keuangan Audited yang mencakup seluruh aspek keuangan 

yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015). Penyusunan 

Laporan Keuangan Semester II pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi 

(SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan 

dan pengikhtisaran sampai  dengan  pelaporan  posisi  

keuangan  dan  operasi 
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keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 
 

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat 

Jenderal (692015) per 31 Desember 2025 ini merupakan 

laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Sekretariat Jenderal (692015) yang meliputi wilayah serta 

satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang 

diberikan. 

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) adalah 1 satuan kerja. 

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W 
 

 

 
No 

 
Kode 

Wil 

 

 
Satker 

 
Jumlah/Jenis 
Kewenangan 

 
Jumlah 
Satker 

 
KP 

 
KD 

 
DK 

 
TP 

1 1300 Kantor Wilayah 
Kementerian 
Hukum 
Sekretariat 
Jenderal 
(692015) 

- 1 - - 1 

Jumlah - 1 - - 1 

 
 

Basis 
Akuntansi 

A.3. Basis Akuntansi 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Sekretariat Jenderal (692015) menerapkan basis akrual 

dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas 

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi 
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Dasar 
Pengukuran 

dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayarkan. 

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang 

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada 

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

A.4. Dasar Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan 

Keuangan Audited. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat 

Jenderal (692015) dalam penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai 

perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber 

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 

diberikan untuk memperoleh aset tersebut. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya 

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Audited 

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang 

menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan 

dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5. Kebijakan Akuntansi 
 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 

II per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan  Barat  Sekretariat Jenderal  
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Pendapatan- 

LRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendapatan- 

LO 

(692015) telah mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip- 

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan 

praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan 

Keuangan Audited. Kebijakan akuntansi yang diterapkan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah merupakan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015). 

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang 

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Audited 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Sekretariat Jenderal (692015) adalah sebagai berikut: 

(1) Pendapatan- LRA 

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

(2) Pendapatan- LO 

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

• Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas 

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu 

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara 

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi 
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Belanja 

dan Pelaporan Keuangan Audited adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan 
selesai dilaksanakan 

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional 
antara nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya 

surat keputusan denda atau dokumen lain yang 

dipersamakan 

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

(3) Belanja 

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari 

KUN. 

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan belanja terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN). 

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan Audited. 

Beban (4) Beban 

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan 
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ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi 

aset atau timbulnya kewajiban. 

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya 

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa. 

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan Audited. 

Aset (5) Aset 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang 

Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 

Aset Lancar a. Aset Lancar 

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang 

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau 

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal pelaporan. 

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai 

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di 

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada 

tanggal neraca. 

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang 

timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat 

keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang 

diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan 

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. 

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang 

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya 

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan 

penyisihannya adalah sebagai berikut: 
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Kualitas 
Piutang 

Uraian Penyisihan 

 Belum dilakukan 0. 
Lancar pelunasan s.d. tanggal 

jatuh tempo 
 

5% 
 

Kurang 
Lancar 

Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan 
Pertama  tidak  dilakukan 
pelunasan 

 
10% 

 
Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan 
Kedua  tidak  dilakukan 
pelunasan 

 
 

50% 

 
 

 
Macet 

1. Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan  Ketiga  tidak 
dilakukan pelunasan 

 
 

 
100% 2. Piutang telah 

diserahkan kepada 
Panitia Urusan Piutang 
Negara/DJKN 

 
• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti 

Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar 

TPA/TGR. 

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan 

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian; 

 harga standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 

 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya. 

Aset Tetap b. Aset Tetap 

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk 

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 tahun. 

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan 
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Penyusutan 

Aset Tetap 

atau harga wajar. 

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan 

minimum kapitalisasi sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin 

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang 

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 

(dua puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan 

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa 

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. 

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain 

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak 

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

• Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada 

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan 

BMN/BMD. 

c. Penyusutan Aset Tetap 

• Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat 

dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap 

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan  Menteri  Keuangan  No.90/PMK.06/2014 
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tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak 

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada 

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

• Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap 

dilakukan setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu. 

• Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan 

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai 

yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata 

setiap semester selama Masa Manfaat. 

• Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan 

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum 

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 
 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 
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Aset Tetap Lainnya (Alat Musik 

Modern) 

 
4 tahun 

 
 

Piutang 

Jangka 

Panjang 

d. Piutang Jangka Panjang 
 

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka 

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai 

yang dapat direalisasikan. 

Aset Lainnya    e.  Aset Lainnya 

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, 

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam 

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan 

penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua 

belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga 

(kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat 

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi 

akumulasi amortisasi. 

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan 

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak 

dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat 

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa 

Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai 

berikut: 
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Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 
 

 
Kelompok Aset Tak Berwujud 

Masa Manfaat 
(tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 
Desain Industri, Rahasia Dagang, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

 
 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 
Tanaman Semusim. 

 
 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 
Perlindungan Varietas Tanaman 
Tahunan 

 
 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 
Ekonomi Produser Fonogram. 

 
 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

• Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan 

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan. 

Kewajiban f. Kewajiban 

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 

keluar sumber daya ekonomi pemerintah. 

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 
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jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau 

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada 

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, 

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang 

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh 

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan 

setelah tanggal pelaporan. 

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar 

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung. 

 
Ekuitas g.   Ekuitas 

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan 

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih 

lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN 

Selama periode 01 Januari sampai dengan 31 

Desember 2025, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) terdapat 

revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Realisasi 

Pendapatan 

Rp 

154.310.08

0,- 

B.1 PENDAPATAN 
 

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal (692015) adalah 

sebesar Rp 154.310.880,- atau mencapai 0%
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dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. 
 

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat 
sebagai berikut: 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 
 

 
Uraian 

31 Desember 2025 

Estimasi 
Pendapatan 

 
Pendapatan % Real 

Angg. 

Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana 
sesuai Tusi 

- 42.770.334 - 

Pendapatan Denda Penyelasaian Pekerjaan 
Pemerintah 

- 32.241.363 - 

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Lalu  319  
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL  79.299.183  
Jumlah - 154.310.880 - 

 

Realisasi Belanja 

Negara Rp 

16.162.237.810,

- 

B.2. BELANJA 
 

Realisasi Belanja pada periode 31 Desember 2025 adalah 

sebesar Rp16.162.237.810,- atau 55.43% dari anggaran 

belanja sebesar Rp29.156.005.000,- dengan rincian anggaran 

dan realisasi belanja per 31 Desember tersaji sebagai berikut: 

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 
 

 
Uraian 

30 Juni 2025 

Anggaran Realisasi % Real 
Angg. 

Belanja Pegawai 10.635.320.000 10.602.879.942 99.47 
Belanja Barang 6.607.163.000 5.192.672.380 78.19 
Belanja Modal 11.621.243.000 126.446.000 1.09 
Belanja Bantuan Sosial 0 0  

Total Belanja Kotor 29.156.005.000 16.201.255.322 -4 
Pengembalian Belanja 29.017.810  

Total Belanja 29.156.005.000 16.162.237.810 55.43 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam 

grafik berikut ini: 
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Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 telah mencapai 

realisasi sebesar 55.43% dari anggaran yang tersedia pada 

tahun anggaran 2025. Berikut adalah perbandingan realisasi 

belanja dari tahun 2025 dan 2024 yang, dimana di tahun 2024 

tidak terdapat realisasi belanja apapun dikarenakan 

Kementerian Hukum Sektetariat Jenderal (692015) 

merupakan satker baru dari Divisi Administrasi (408830). Dan 

terkait penyerapan yang masih sebesar 55.43%, dikarenakan 

pada tahun 2025 diadakan efisiensi anggaran pada belanja 52 

dan 53. 

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 
2024 

 

 
URAIAN 

 
31 Desember 
2025 

 
31 Desember 
2024 

NAIK / 
(TURUN) % 

Belanja Pegawai 10.927.599.000 0 0 
Belanja Barang 5.192.672.380 0 0 
Belanja Modal 126.446.000 0 - 
Pengembalian Belanja 39.017.512 - - 

Jumlah 8,772,156,960 0 0 
 

Belanja Pegawai 

Rp 

10.869.901.507,- 

B.3 Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp20.869.902.507,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah 

belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun 

barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang 

berkaitan dengan pembentukan modal. 

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi 

belanja per 31 Desember sebesar 99.47%. 
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Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2025 
 

 
URAIAN 

 
Anggaran 

 
Realisasi 

 
NAIK/ 

(TURUN) % 

Belanja Gaji Pokok PNS 7.398.198.000 7.398.197.420 100 

Belanja Pembulatan Gaji PNS 106.000 105.258 98.89 

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 481.250.000 480.445.034 99.83 

Belanja Tunj. Anak PNS 148.850.000 148.808.415 99.97 

Belanja Tunj. Struktural PNS 242.350.000 242.350.000 96.06 

Belanja Tunj. Fungsional PNS 590.353.000 590.313.000 99.99 
Belanja Tunj. PPh PNS 82.780.000 82.768.595 99.99 
Belanja Tunj. Beras PNS 383.175.000 383.174.220 100 
Belanja Uang Makan PNS 1.097.203.000 1.065.663.000 97.12 
Belanja Tunj. Umum PNS 211.055.000 211.055.000 98.77 
Belanja Uang Lembur 292.279.000 279.257.000 95.54 
Jumlah Belanja Kotor 10.927.599.000 10.882.136.941 99.47 
Pengembalian Belanja Pegawai - 12.235.435 - 
Jumlah Belanja 7,363,294,706 10.869.901.507 99.47 

 
Belanja Barang 

Rp.5.165.890.3

03,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belanja Modal 

Rp 126.446.000 

 

 

 

 

B.4 Belanja Barang 
 
Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing – masing sebesar 

Rp5.165.890.303,- dan Rp0,- sehingga realisasi Belanja 

Barang per 31 Desember 2025 ialah 78.19% dari anggaran 

yang tersedia pada tahun 2025 

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 
 
 
 

URAIAN 

 
 

Anggaran 

 
 

Realisasi 

 
NAIK/ 

(TURUN) % 

Belanja Barang Operasional 2.001.150.000 1.998.911.018 99.89 
Belanja Barang Non Operasional 735.082.000 299.455.292 40.74 
Belanja Jasa 1.273.196.000 1.194.739.469 93.84 
Belanja Pemeliharaan 1.177.867.000 1.177.721.644 98.89 
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.229.669.000 331.713.457 25.85 
Belanja Barang Persediaan 190.199.000 190.131.500 99.96 
Jumlah Belanja Kotor 6.607.163.000 5.192.672.380 36.86 
Pengembalian Belanja  26.782.077  

Jumlah Belanja 6,607.163.000 5.165.890.303 78.19 
 

B.5 Belanja Modal 

 
Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah  masing-masing  sebesar  

R126.446.0000,-  dan 
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Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada 

Per 31 Desember 2025 ialah 1.09% karena Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat sedang dalam masa efisiensi 

anggaran untuk Tahun 2025 . 

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025  
 

 
URAIAN 

 
Anggaran 

 
Realisasi 

NAIK/ 
(TURUN) 

% 
Belanja Modal Tanah 0 0 0 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.327.207.000 126.446.000 0 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8,294,036,000 0 0 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0 
Belanja Modal Lainnya 0 0 0 
Jumlah Belanja Kotor 11.621.243.000 0 0 
Pengembalian - - 0 

Jumlah Belanja 11.621.243.000 126.446.000 1.09 

 
B.5.1 Belanja Modal Tanah 

 
Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Belanja Modal TA 2025 belum terealisasi, Hal ini disebabkan 

masa transisi Kementerian Hukum dan efisiensi anggaran 

Tahun 2025. 

Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 
 

URAIAN JENIS BELANJA 30 Juni 2024 30 Juni 2023 
Naik 

(Turun)% 

Belanja Modal Tanah 0 0 0.00 

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah 

 
0 

 
0 

0.00 

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 

 
0 

 
0 

0.00 

Belanja Modal Pengurukan dan 
Pematangan Tanah 

 
0 

 
0 

0.00 

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah 

 
0 

 
0 

0.00 

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0.00 

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0.00 

Jumlah Belanja 0 0 0.00 

 
B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

 
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp126.446.000,- dan Rp0,-. Realisasi belanja
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modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 terealisasi 

sebesar 126.446.000,- dari anggaran sebesar 3.327.207.000 

atau 3.8%, Hal ini disebabkan masa efisiensi anggaran Tahun 

2025. 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 

2025  

 
URAIAN 

 
Anggaran 

 
Realisasi NAIK / 

(TURUN) % 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.327.207.000 126.446.000 0 
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 0 0 
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan 
dan Mesin 

0 0 0 

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0 0 0 
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0 
Pengembalian 0 0 0 

Jumlah Belanja 3.327.207.000 126.446.000 0 

 
B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan 

Rp.0,-. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 

Desember 2025 belum terealisasi, disebabkan adanya efisiensi 

anggaran Tahun 2025. 

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 
2025 

 

URAIAN JENIS BELANJA Anggaran Realisasi 
NAIK / 

(TURUN) 
% 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0.00 
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 8,294,036,000 0 0.00 
Jumlah Belanja Kotor 8,294,036,000 0 0.00 
Pengembalian Belanja Modal 0 0  

Jumlah Belanja 8,294,036,000 0 0.00 

 
 

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Per 31 Desember 2025 

ialah 0%, karena tidak ada anggaran untuk pos ini. 

 
 



- 25 -  

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desemberi 

2025 

 
URAIAN JENIS BELANJA 

 
Anggaran 

 
Realisasi 

Naik/ 
(Turun) % 

Belanja Modal Jaringan 0 0 0.00 

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
dan Honor Pengelola Teknis Jaringan 

 
0 

 
0 

 
0.00 

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0.00 

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0.00 

Jumlah Belanja 0 0 0.00 

 
B.5.5 Belanja Modal Lainnya 

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Realisasi Per 31 Desember 2025 tidak mengalami 

kenaikan/penurunan belanja dikarenakan tidak ada anggaran 

di belanja ini. 
 

Belanja Bantuan 

Sosial Rp0 

B.6 Belanja Bantuan Sosial 

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 

Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 

tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenakan 

tidak ada anggaran di belanja ini. Belanja bantuan sosial 

merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang 

atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya 

risiko sosial dan bersifat selektif. Bantuan ini diberikan kepada 

kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah 

sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan 

karena banyaknya daerah miskin. 

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025
 

URAIAN 
 

Anggaran 
 

Realisasi 
NAIK / 

(TURUN) 
% 

Penerima Bantuan melalui Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM Kalbar 

0 0 0.00 

 
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0.00 

 
Pengembalian 0 0 0.00 

Jumlah Belanja 0 0 0.00 
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C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

 

Kas di 

Bendahara 

Pengeluaran 

Rp- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kas di 

Bendahara 

Penerimaan 

Rp0,- 

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025  

sebesar Rp0,-, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan 

di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal 

dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau 

belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Pada akhir 

tahun sudahh tersetorkan seluruh sisa UP/TUP sehingga nihil. 

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: 

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 
 

Keterangan 31 Desember 
2025 

31 Des 2024 

Uang Tunai - - 
Kuitansi UP - - 

Jumlah - - 

 
 

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing – masing Rp0,- 

dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang 

tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah 

tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya 

berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa 

Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 

Keterangan 31 Desember 
2025 

31 Desember  
2024 

Uang Tunai - - 
Rekening Bank - - 

Jumlah - - 
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Kas Lainnya dan 

Setara Kas Rp0,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Piutang PNBP 

R-,- 

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan 

setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap 

dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang 

sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan 

Setara Kas adalah sebagai berikut: 

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 
2024 

 
Keterangan 31 Desember 

2025 
31 Desember 

2024 
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran - - 
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan - - 
Kas Lainnya dari Hibah - - 
Jumlah - - 

 

 
C.4 Piutang PNBP 

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0,- dan 

Rp0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan 

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah 

diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian 

Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut: 

Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan 31Desember 2024 
 

Uraian 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

Piutang PNBP - - 

Piutang Lainnya - - 

Jumlah - - 
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Bagian Lancar 

TP/TGR Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagian Lancar 

TPA Rp0 

 

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR 

yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh 

tempo dalam 12 bulan atau kurang. 

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing 

adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan 

Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. 

 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – 

Piutang Lancar 

Rp0 

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Nilai 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - 

piutang lancar adalah merupakan estimasi atas

 ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh 

kualitas piutang masing- masing debitur. Rincian Penyisihan 

Piutang Tak Tertagih– Piutang Lancar pada tanggal pelaporan 

adalah sebagai berikut: 
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Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar 

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Kualitas 

Piutang 

Nilai Piutang 

Jk Pendek 

% 

Penyisihan 

Nilai 

Penyisihan 

Piutang Bukan Pajak 
Lancar 

 
- 

 
0.00% 

 
- 

Kurang Lancar - 0% - 
Diragukan - 0% - 
Macet - 0% - 

Jumlah -  - 
Bagian Lancar TP/TGR    

Lancar - 0.00% - 
Kurang Lancar - 0% - 
Diragukan  0% - 
Macet  0% - 

Jumlah -  - 
Bagian Lancar TPA    

Lancar - 0.00% - 
Kurang Lancar - 0% - 
Diragukan  0% - 
Macet  0% - 

Jumlah -  - 

Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-  - 

 
 

Belanja Dibayar 

di Muka Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pendapatan 

yang Masih 

Harus Diterima 

Rp0 

C.8 Beban Dibayar di Muka 

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih 

harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai 

akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secarapenuh namun 

barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban 

Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 
Desember 2024 

Jenis 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

Pembayaran Internet - - 
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin - - 
Pembayaran Sewa Gedung Kantor - - 

Jumlah - - 

 
 

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 masing – masing adalah sebesar Rp0,- 

dan Rp0,- yang merupakan hak pemerintah atas pelayanan 

yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. 

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan 

jenis pendapatan sebagai berikut: 
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Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

Jenis 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

Pendapatan Jasa Pelatihan - - 
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan - - 

Jumlah - - 
 

Persediaan Rp 

119.537.983 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tagihan TP/TGR 

Rp0 

C.10 Persediaan 

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing – masing adalah sebesar Rp119.537.983,- dan Rp0,-. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Rincian Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

sebagai berikut: 

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
 

Persediaan 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

Barang Konsumsi 119.537.983 - 
Barang untuk Pemeliharaan - - 
Suku Cadang - - 
Barang Persediaan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat 

 
- 

 
- 

Persediaan Lainnya - - 

Jumlah 119.537.983 - 

 
 

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) 

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan 

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat 

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang 

mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti 

Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara 

karena kelalaianya.  Rincian  Tagihan  Tuntutan  

Perbendaharaan/ 
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Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR ) Per 31 Desember2025 dan 

31 Desember 2024adalah sebagai berikut: 

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
(TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024 

 

No Debitur per Satker 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

1 
Satker Kanwil Kemenkum 

Pontianak (692015) 

 
- 

 
- 

Jumlah - - 

 
Tagihan 

Penjualan 

Angsuran Rp0 

 
 
 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – 

Piutang Jangka 

Panjang Rp0 

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran 
 

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember  2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 

dan Rp0. 

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka 
Panjang 

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing- 

masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang 

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan 

Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas 

masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak 

Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut: 

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

 
Kualitas 

Piutang 

Nilai Piutang 

Jk Panjang 

% 

Penyisihan 

Nilai 

Penyisihan 

Tagihan TP/TGR 
Lancar 

 
- 

 
0.00% 

 
- 

Kurang Lancar - 0% - 
Diragukan - 0% - 
Macet - 0% - 

Jumlah -  - 
Tagihan PA    

Lancar - 0.00% - 
Kurang Lancar - 0% - 
Diragukan - 0% - 
Macet - 0% - 

Jumlah -  - 

Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

 
- 

  
- 
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Tanah 

Rp123.280.480,- 

C.14 Tanah 
 

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Sekretariat Jenderal 

(692015) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing – masing sebesar Rp123.280.480.000,- dan Rp0,-. 

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut: 
 

Saldo Awal Perolehan 1 Januari 2025 Rp 123,280,480 

Mutasi tambah:  

Pembelian Rp - 

Hibah Rp - 

Reklasifikasi Rp - 

Mutasi kurang: Rp - 

Revaluasi aset Rp - 

Penghapusan Rp - 

Saldo per 31 Desember 2025 Rp 123,280,480 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 Rp - 

Nilai Buku per 30 Juni 2025 Rp 123,280,480 

Rincian aset berupa Tanah disajikan pada Lampiran Laporan 

Keuangan Semester II ini. 

Peralatan dan 

Mesin Rp 

13.566.531.203 

C.15 Peralatan dan Mesin 

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp13.556.531.203,- dan Rp0,-. Mutasi nilai peralatan 

dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

Saldo Awal per 1 Januari 2025 Rp 14,741,590,006 

Mutasi tambah:  

Pembelian   Rp        126.446.000 

Hibah Rp - 

Transfer Masuk   Rp      103.855.152   

Reklasifikasi Masuk Rp - 

Koreksi tambah Rp - 

Mutasi kurang:  

Penghentian aset dari penggunaan Rp          (1.405.359.955) 

Penghapusan Rp - 

Transfer Keluar Rp - 

Saldo per 31 Desember 2025 Rp   13.556.531.203 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 
2025 

Rp - 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 Rp  13.556.531.203 
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Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan Audited ini. 

Gedung dan 

Bangunan 

Rp21.901.580.541 

C.16 Gedung dan Bangunan 

Saldo gedung dan bangunan Per 31 desember 2025 dan 31 

desember 2024 adalah Rp21.901.580.541,- dan Rp0,-. Mutasi 

transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

 
Koreksi pencatatan Rp.         - 

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Rp.         (111.540.227) 

Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Rp.        32.241.363 

Pembangunan - 

Saldo per 31 Desember 2025 21,901.580.541 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 - 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 21,901.580.541 

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan Semester II ini. 

Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 

Rp0 

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. 

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

 
Mutasi tambah:  

Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi - 

Mutasi kurang:  

Koreksi Pencatatan - 

Saldo per 31 Desember 2025 - 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 - 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 - 

 
Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan Semester II ini. 

Saldo Awal per 1 Januari 2025 - 

Saldo Awal per 1 Januari 2025 21,980,879,405 
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Aset Tetap 

Lainnya 

Rp60.496.000 

C.18 Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

Rp60.496.000,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa buku 

monografi yang merupakan transfer masuk dari BPHN pada 

periode Semester I Tahun Anggaran 2024. Mutasi transaksi 

terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah 

sebagai berikut: 

 
Mutasi tambah:  

Transfer Masuk  

Mutasi kurang:  

Koreksi pencatatan - 

Saldo per 31 Desember 2025 60,496,000 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 - 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 60,496,000 

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan 

Keuangan Semester II ini. 

Konstruksi 

dalam 

Pengerjaan 

Rp0 

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Saldo konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan 

Rp0. 

 

Saldo per 1 Januari 2025 60,496,000 
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Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap Rp 

(15.386.294.024) 

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per tanggal 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – 

masing (Rp15.386.294.024,-) dan (Rp.0,-).  Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai 

suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 ada pada 

peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan senilai Rp. 

15.286.294.024,- sedangkan Rincian akumulasi penyusutan 

aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan Audited 

ini. 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
 

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku 

1 Tanah Rp 123,280,480,000 Rp - Rp 123,280,480,000 
2 Peralatan dan Mesin Rp 11,487,027,923 Rp (1.185.530.390) Rp 12,123,674,797 
3 Gedung dan Bangunan Rp 3,254,961,942 Rp (870.705.620) Rp 3,690,753,215 
4 Aset Tetap Lainnya Rp 60,496,000 Rp - Rp 60,496,000 
5 KDP Rp - Rp - Rp - 

Total Rp 143.422.793.720 Rp (15.386.294.024) Rp 143.422.793.720 
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Aset Tak 

Berwujud Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aset Lain-Lain 

Rp1.405.359.955,

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akumulasi 

Penyusutan dan 

Amortisasi Aset 

C.21 Aset Tak Berwujud 

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 301 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud 

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi 

secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak 

Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: 

Rincian Aset Tak berwujud 
 

No Uraian Nilai 

1   

2   

 Jumlah - 

Mutasi: 
 

Saldo Awal per 1 Januari 2025 - 

Mutasi tambah:  

Transfer Masuk - 

Saldo per 31 Desember 2025 - 

Transfer Keluar - 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 - 

 
C.22 Aset Lain-Lain 

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah Rp1.405.359.955,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain 

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam 

kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional 

lingkup Kanwil Kemenkum Kalbar Sekretariat Jenderal 

(692015) serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun 

mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: 
 

Saldo Awal 1 Januari 2025 0 

Mutasi tambah:  

Reklasifikasi dari aset tetap - 

Mutasi kurang:  

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan - 

Penghapusan BMN  

Saldo per 31 Desember 2025 - 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 - 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 - 

 
C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing 
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Lainnya  

Rp(1.403.634.955) sebesar Rp (1.403.634.955) dan Rp0. Rincian akumulasi 

amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai 

berikut: 

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya 
 

 
Aset Tetap 

 
Nilai Perolehan 

Akumulasi 
Penyusutan/ 

Amortisasi 

 
Nilai Buku 

Aset Tak Berwujud 0 0 0 
Aset Lain-lain 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 

 
 

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas 

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan 

amortisasi. 
 

Uang Muka dari 

KPPN Rp  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utang kepada 

Pihak Ketiga 

Rp104.800.000 

C.24 Uang Muka dari KPPN 

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0. Uang 

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau 

Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang 

muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh 

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. 

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga dari KPPN Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 

Rp104.800.000,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga 

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan 

kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga 

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun 

rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kanwil Kementerian 

Hukum Kalbar Sekretariat Jenderal (692015) per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 
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No. Uraian Jumlah 

1 Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor 0 
2 Potongan Pajak yang belum disetor 0 
3 Utang kepada Pihak Lainnya 104.800.000 
4 Beban pegawai yang masih harus dibayar 0 

Jumlah 104.800.000 
Utang tersebut merupakan RPATA Jasa PPNPN Pada tahun 

2025. 

Pendapatan 

Diterima di Muka 

Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beban yang 

Masih harus 

Dibayar Rp0 

C.26 Pendapatan Diterima di Muka 

Nilai Pendapatan Diterima di Muka dari KPPN dari KPPN Per 31 

Deseber 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. 

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang 

sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum 

diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian 

Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan 

sebagai berikut: 

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka 
 

Uraian Jumlah Penjelasan 
Badan Swasta   

Instansi Pemerintah 
Lainnya 

  

Badan Lainnya   

Total -  

 
C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar 

 
Beban yang Masih Harus Dibayar dari KPPN Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0,- dan 

merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang 

pada tanggal pelaporan Keuangan Semester II belum diterima 

tagihannya, dengan rincian sebagai berikut. 

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
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Keterangan 31 Desember 
2025 

31 Desember  
2024 

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar - - 
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar - - 
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar - - 

Jumlah - - 
 

Ekuitas Rp 

143.544.056.703 

C.28 Ekuitas 

Ekuitas dari KPPN Per 31 Desember 2025 sebesar 

Rp143.554.056.703,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan 

bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

 
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

 

Pendapatan 

PNBP 

Rp75.011.697 

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp75.011.697,- dan Rp0,-. Pendapatan tersebut terdiri dari: 

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN 31 Desember 
2025 

31 Desember 
2024 

NAIK/ 
(TURUN) % 

 Pendapatan PNBP 
Pendapatan penggunaan 
saranan dan prasarana 
sesuai tusi berupa 
Pendapatan Sewa Tanah, 
Gedung dan Bangunan 

 
Rp 175.011.697 

 
Rp 0 

 

Pendapatan Denda  
Rp 32.241.363 

 
Rp 0 

- 

Pendapatan Lain-lain berupa 
penerimaan kembali belanja 

pegawai tahun anggaran 
yang lalu 

 
Rp 79.299.183 

 
Rp 0 

- 

Jumlah  
Rp 154.310.880 

 
Rp 0 

- 

 
Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan – LO yang diperoleh dari 

pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan 

Pendapatan Lain-Lain – LO merupakan pengembalian beban pegawai, 

beban jasa dan perjalanan dinas.  
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Beban Pegawai 

Rp6.514.097.109 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beban 

Persediaan 

Rp190.131.500

D.2 Beban Pegawai 

Jumlah Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp10.869.901.507,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban 

atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang 

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang 

telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal. 

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 205 
 

 
URAIAN JENIS BEBAN 

 
Anggaran 

 
31 
Desember 
2025 

Pengembalian 
Belanja 

 Netto % 

Beban Gaji Pokok PNS 7.398.198.000 739.197.420 0 7.398.197.420 100 

Beban Pembulatan Gaji PNS 106.000 105.258 435 104.823 98.89 

Beban Tunj. Suami/Istri PNS 481.250.000 480.445.034 0 480.445.034 99.83 

Beban Tunj. Anak PNS 148.808.415 148.808.415 0 148.808.415 99.97 

Beban Tunj. Struktural PNS 242.350.000 242.350.000 9,540,000 232.810.000 96.06 

Beban Tunj. Fungsional PNS 590.353.000 590.313.000 0 590.313.000 99.99 

Beban Tunj. PPh PNS 82.780.000 82.768.595 0 82.768.595 99.99 

Beban Tunj. Beras PNS 383.175.000 383.174.220 0 383.174.220 100 

Beban Uang Makan PNS 1.097.203.000 1.065.663.000 105.000 1.065.558.000 97.12 

Beban Tunjangan Umum PNS 211.055.000 211.055.000 2,590,000 208.465.000 98.77 

Beban Uang Lembur 292.279.000 279.257.000 0 279.257.000 95.54 

Jumlah 8,159,484,642 6,864,203,074 12.235.435 10.869.901.507 99.47 

 
D.3 Beban Persediaan 

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp190.131.500,- dan Rp0,- Beban Persediaan merupakan 

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang 

habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang 

dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban 

Persediaan Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: 
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Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 
 

 
URAIAN JENIS BEBAN 

 
Anggaran 

 
31 Desember 
2025 

NAIK/ 
(TURUN) % 

Beban Persediaan Konsumsi 190.199.000 190.131.500 99.96 
Beban Persediaan Untuk Tujuan 
Strategis/Berjaga-jaga 0 0 - 
Beban Persediaan Lainnya 0 0 - 

Jumlah Beban Persediaan 190.199.000 190.131.500 99.96 

 

Beban Barang dan 

Jasa Rp 

5.165.890.303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beban 

Pemeliharaan 

Rp1.164.747.844

D.4 Beban Barang dan Jasa 

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 30 Juni 

2024 adalah masing – masing sebesar Rp5.165.890.303,- dan 

Rp0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan 

jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa 

beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal 

yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai 

berikut: 

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 
 

URAIAN JENIS BEBAN Anggaran 31 Desember 
2025 

 % 

Belanja Keperluan Perkantoran 1.876.266.000 1.875.645.418 99.97 
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat  3.144.000 3.144.000 100 
Belanja Honor Output Kegiatan 118.040.000 118.040.000 100 
Belanja  Barang Operasional Lainnya 1.081.600 2.081.600 56.26 
Belanja Bahan 252.841.570 252.841.570 44.98 
Belanja Honor Output Kegiatan 11.800.000 11.800.000 22.43 
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 34.813.722 34.813.722 28.92 
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi 190.131.500 190.131.500 99.96 
Belanja Langganan Listrik 348.350.297 348.350.297 100 
Belanja Langganan Telepon 13.646.000 112.541.072 99.03 
Belanja Langganan Air 16.318.000 16.032.100 98.25 
Belanja Sewa 639.448.000 634.466.000 99.22 
Belanja Jasa Profesi 54.000.000 5.400.000 10 
Belanja Jasa Lainnya 101.433.000 77.950.000 76.85 
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 503.893.000 503.890.224 97.42 
Belanja Barang Persediaan Pemelihraan Gedung dan 
Bangunan 

50.000.000 49.941.450 99,88 

Belanja Barang Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 583.974.000 583.891.970 99.99 
Belanja Barang Peresediaan Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin 

40.000.000 39.998.000 100 

Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.170.889.000 313.113.457 25.26 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.780.000 18.600.000 31.64 
Pengembalian Belanja  26.782.077  

Jumlah 6.607.163.000 26.782.077 78.19 

 
 

D. 5 Beban Pemeliharaan 
 
Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing – masing sebesar Rp1.164.747.844,- dan  
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Rp0,-. Adalah Beban Pemeliharaan merupakan beban yang 

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset 

lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban 

pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2025 

 berikut: 
 

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 
 

URAIAN JENIS BEBAN Anggaran 31 Desember 
2025 

NAIK/ 
(TURUN) % 

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 503.893.000 503.890.224 97.42 
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung 
dan Bangunan 

50.000.000 49.941.450 99.88 

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 583.974.000 583.891.970 99.99 
Beban Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

40.000.000 39.998.000 100 

Pengembalian Belanja  12.973.800  

Jumlah 1.177.867.000 1.164.747.844 98.89 
 

Beban Perjalanan 

Dinas 

Rp317.905.180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Beban Barang 

untuk 

Diserahkan 

kepada 

Masyarakat 

Rp0 

D. 6 Beban Perjalanan Dinas 
 

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing – masing sebesar 

Rp317.905.180,- dan Rp0,-. Beban tersebut adalah merupakan 

beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka 

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban 

Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2024  adalah sebagai 

berikut: 

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 
 

URAIAN JENIS BEBAN Anggaran 31 Desember  
2025 

NAIK/ 
(TURUN) % 

Beban Perjalanan Dinas Biasa 1.170.889.000 313.113.457 25.56 

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 58.780.000 18.600.000 31.64 

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 0 

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 0 0 

Pengembalian   13.808.277  

Jumlah 331.713.457 317.905.180 25.85 

 
 
 D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 
 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk 

barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk  
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mencapai tujuan entitas Dalam hal ini, Kantor Wilayah  adalah 

Kementerian Hukum Kalbar untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah 

mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk 

Diserahkan kepada Masyarakat untuk Per 30 Juni 2025 dan 30 

Juni 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember  
2025 

31 Desember 
2024 

NAIK/ 
(TURUN) 

% 

Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda 

0 0 #DIV/0! 

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda 

0 0 #DIV/0! 

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pemda 

0 0 #DIV/0! 

Jumlah 0 0 #DIV/0! 

 

Beban Bantuan 

Sosial Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beban 

Penyusutan dan 

Amortisasi 

Rp2.057.084.08

6 

D. 7 Beban Bantuan Sosial 
 

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban 

bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk 

uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya 

tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial 

untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

sebagai berikut: 

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 
Desember 2024 

 

 
URAIAN JENIS BEBAN 

 
31 Desember 

2025 

 
31 Desember  

2024 

NAIK 
(TURUN) 

% 
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 0 #DIV/0! 
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0 0 #DIV/0! 

Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 0 #DIV/0! 

Jumlah 0 0 #DIV/0! 

 
D. 8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 

 
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp2.057.084.0867,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan 

adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis  
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atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable 

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan 

Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan 

manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban 

Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

 
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN 

AMORTISASI 
31 Desember 
2025 

31 Desember  
2024 

NAIK/ 
(TURUN) 

% 
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.185.530.390 0 0 
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 869.828.696 0 0 
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan   - 
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak 
Digunakan dalam Operasional Pemerintah 

1.725.000  - 

Jumlah Penyusutan 2.057.048.086 0 0 
    

Beban Amortisasi Software  - - 
Beban Amortisasi ATB Lainnya    

Beban Penyusutan Aset Lain-lain   - 
Jumlah Amortisasi -  - 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 2.057.048.086 0 0 

 

Beban 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surplus dari 

Kegiatan Non 

Operasional 

Rp319 

D. 9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

 
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban 

untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam 

suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

 
URAIAN JENIS BEBAN 

 
31 Desember 
2025 

 
31 Desember 

2024 

NAIK/ 
(TURUN) 

% 

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 0 0 #DIV/0! 

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0 0 #DIV/0! 

Jumlah 0 0 #DIV/0! 

 
 

D.10 Kegiatan Non Operasional 

 
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari 

pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan 

merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.Surplus/Defisit dari  
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Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

 
Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 
Desember 2024 

 
 

URAIAN 
 

31 Desember 
2025 

 
31 Desember 

2024 

NAIK/ 
(TURUN) 

% 

Penjualan Alat Angkut   #DIV/0! 

Penjualan Alat Kantor   - 

Defisit Selisih Kurs   #DIV/0! 

Pendapatan dari Kegiatan Non operasional Lainnya 319   

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan    

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 319 0 #DIV/0! 

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul 
karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode 
Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika 
penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out 
(FIFO). 

 
Defisit Pos Luar 

Biasa Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekuitas Awal Rp 

143.544.056.703 

D.11 Defisit Pos Luar Biasa 
 

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya 

tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar 

kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Per 31 Desember  

2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Pos Luar Biasa TA Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 

 
URAIAN 

 
31 Desemebr 
2025 

 
31 Desember 
2024 

NAIK/ 
(TURUN) 

% 

Pendapatan PNBP   #DIV/0! 

Beban Perjalanan Dinas   #DIV/0! 

Beban Persediaan   #DIV/0! 

Jumlah 0 0 #DIV/0! 

 
 
 

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN 

EKUITAS 

E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp143.544.056.703,- dan Rp0,-. 
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Defisit LO Rp 

(18.132.796.080) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dampak 

Kumulatif 

Perubahan 

Kebijakan 

Akuntansi/ 

Kesalahan 

Mendasar 

Rp0 

E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar 

(Rp18.132.796.080-) dan Rp0,-. Defisit LO merupakan 

penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, 

kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. 

 

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar 

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 

pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

senilai Rp 0,- dan Rp 0,-. 

 

Penyesuaian 

Nilai Aset Rp0 

 
 
 
 
 
 

 
Koreksi Nilai 

Persediaan Rp0 

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset 

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil 

penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga 

perolehan terakhir. 

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan 
 

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai 

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian 

persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi 

tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 

Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Per 31 Desember 

2025 dan 31  2024 adalah sebagai berikut: 
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Rincian Koreksi Nilai Persediaan 
 

 

 

 

 

 

Selisih 

Revaluasi Aset 

Tetap Rp0 

 

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap 
 

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul 

pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih 

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0. 

Koreksi Nilai 

Aset Tetap Non 

Revaluasi Rp 

9.144.972 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Koreksi Lain-lain 

Rp0 

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 

 
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp0dan Rp0. Koreksi ini bisa saj berasal dari transaksi koreksi 

nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi 

nilai. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi ini bisa berasal dari nilai 

koreksi atas temuan ITJEN (koreksi nilai aset) di Tahun 2024. 

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2025 
 

Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi 

Peralatan dan Mesin  

Gedung dan Bangunan 9.144.972 

Jumlah 9.144.972 

 
E.3.6 Koreksi Lain-lain 

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait 

Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, 

koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. 

Koreksi lain-lain terdiri dari: 

Jenis Persediaan Koreksi 

1. Barang Konsumsi  

2. Suku Cadang  

3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan  

4. Barang Persediaan Lainnya  

Jumlah - 
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Rincian Koreksi Lain-Lain 
 

Jenis Beban Jumlah Koreksi 

Koreksi Beban  

Koreksi Pendapatan  

Koreksi Piutang  

Koreksi Kewajiban  

Koreksi Hibah  

Jumlah - 
 

 

 
Transaksi Antar 

Entitas Rp 

161.667.707.81

1 

E.4 Transaksi Antar Entitas 

 
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp 161.667.707.817,- dan Rp0,-. Transaksi 

antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih 

entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN 

maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri 

dari: 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 
 

Transaksi Antar Entitas Nilai 

Diterima dari Entitas Lain (154.310.880) 
Ditagihkan ke Entitas Lain 16.162.237.810 
Transfer Masuk 145.659.780.881 
Transfer Keluar - 
Pengesahan Hibah Langsung - 
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung - 

Jumlah 161.667.707.811 

 
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke 

Entitas Lain (DKEL) 

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain 

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan 

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada 

periode hingga 31 Desember 2025, nilai DDEL sebesar 

Rp(154.310.880),- sedangkan nilai DKEL sebesar 

Rp16.162.237.810,-. 

 

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar 
 

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal 
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KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk 

periode hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp145.659.780.881,- 

dan Transfer Keluar sebesar Rp0,-. 

 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian 

Pengesahan Hibah Langsung 

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas 

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang 

maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah 

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,- dari total 

Rp0,- yang diterima sepanjang 31 Desember 2025. 

Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan 

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung 

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0. 

 

 
 
Ekuitas Akhir Rp 

143.544.056.703 

E.5 Ekuitas Akhir 

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan  31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp143.544.056.703,- dan Rp0,-. 

 

F. PENJELASAN L A I N N Y A  

1. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan 

Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih 

Periode Tahun 2024-2029, Kementerian Hukum dan 

HAM mengalami pemisahan menjadi 3 (tiga) 

Kementerian yaitu Kementerian Hukum, 

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan 

Kementerian Hak Asasi Manusia; 



 

2. Terdapat Jurnal Manual Pengakuan Utang Kepada 

Pihak Ketiga Sebesar Rp. 104.800.000,- sebagai nilai 

kontrak RPATA pada sewa jasa PPNPN pada pihak 

ketiga;  

3. Terdapat jurnal manual berupa pengakuan hutang akrual 

atas tagihan air PDAM bulan Desember 2025 sebesar Rp 

1.114.100; 
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SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

TINGKAT SATUAN KERJA

Tgl Cetak

26/01/26 2:34 PM

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tgl Data

1

: ( 692015 )

:

: ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

lap_lo_satker_poc

Halaman

(DALAM RUPIAH)

:

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

:

WILAYAH/PROVINSI : ( 1300 ) KALIMANTAN BARAT

26/01/26 5:54 PM

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 2025

ESELON I

URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)2025 2024

      KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0

      PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0

      PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0

      Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0

      Pendapatan Pajak  Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang
Mewah

0 0 0

      Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0

      Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0

      Pendapatan Cukai 0 0 0

      Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0

      Pendapatan Bea Masuk 0 0 0

      Pendapatan Bea Keluar 0 0 0

    Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0

      PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0

      Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0

      Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 0 0 0

      Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 75,011,697 0 75,011,697

      Pendapatan Badan Layanan Umum 0 0 0

    Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 75,011,697 0 75,011,697

      PENDAPATAN HIBAH 0 0 0

      Pendapatan Hibah 0 0 0

    Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0

  Jumlah Pendapatan 75,011,697 0 75,011,697

      BEBAN OPERASIONAL 0 0 0

      Beban Pegawai 10,869,901,507 0 10,869,901,507

      Beban Persediaan 371,070,450 0 371,070,450

      Beban Barang dan Jasa 3,490,415,679 0 3,490,415,679

      Beban Pemeliharaan 1,101,431,194 0 1,101,431,194

      Beban Perjalanan Dinas 317,905,180 0 317,905,180

      Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 0 0



SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

TINGKAT SATUAN KERJA

Tgl Cetak

26/01/26 2:34 PM

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tgl Data

2

: ( 692015 )

:

: ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

lap_lo_satker_poc

Halaman

(DALAM RUPIAH)

:

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

:

WILAYAH/PROVINSI : ( 1300 ) KALIMANTAN BARAT

26/01/26 5:54 PM

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 2025

ESELON I

URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)2025 2024

      Beban Pembayaran Bunga Utang 0 0 0

      Beban Subsidi 0 0 0

      Beban Hibah 0 0 0

      Beban Bantuan Sosial 0 0 0

      Beban Penyusutan dan Amortisasi 2,057,084,086 0 2,057,084,086

      Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0

      Beban Transfer ke Daerah 0 0 0

      Beban Lain-Lain 0 0 0

  JUMLAH BEBAN 18,207,808,096 0 18,207,808,096

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (18,132,796,399) 0 (18,132,796,399) ()

      KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0

    Surplus/Defisit Pelepasan Aset 0 0 0

      Pendapatan Pelepasan Aset 0 0 0

      Beban Pelepasan Aset 0 0 0

    Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

      Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

      Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

    Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 319 0 319

      Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 319 0 319

      Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

319 0 319

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (18,132,796,080) 0 (18,132,796,080) ()

      POS LUAR BIASA 0 0 0

      Beban Luar Biasa 0 0 0

POS LUAR BIASA 0 0 0

SURPLUS/DEFISIT - LO (18,132,796,080) 0 (18,132,796,080) ()



Penanggung Jawab UAKPA

NIP. 197312251993031001

JONNY PESTA SIMAMORA

PONTIANAK , 26 Januari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
FINAL

Keterangan :



UNIT ORGANISASI

:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

26/01/26 12:50 PM

: ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARAT

:

lap_lpe_satker_poc

1

WILAYAH/PROVINSI

: ( 692015 )

Tgl Cetak

Halaman

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

:

26/01/26 5:54 PM

Tgl Data

(DALAM RUPIAH)

SATUAN KERJA

URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)2025 2024

SURPLUS/DEFISIT-LO (18,132,796,080) 0 (18,132,796,080) 0

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 9,144,972 0 9,144,972 0

   KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI 9,144,972 0 9,144,972 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 161,667,707,811 0 161,667,707,811 0

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 143,544,056,703 0 143,544,056,703 0

           EKUITAS AKHIR 143,544,056,703 0 143,544,056,703 0

Keterangan :

FINAL

PONTIANAK , 26 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001

JONNY PESTA SIMAMORA



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

: KEMENTERIAN HUKUM  135KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT  692015 26/01/26 5:54 PM

Tgl Data :

Halaman 1

lap_lra_face_satker_new_poc

:

:

26/01/26 2:34 PM

Tgl Cetak

URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) ANGGARAN %

1 2 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN %

7 8 9 10

2025 2024

A. Pendapatan Negara Dan Hibah 0 0 00 0 0 00

  I. Pendapatan Perpajakan 0 0 00 0 0 00

0 0    1. Pajak Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0

0 0    2. Pajak Perdagangan Internasional 0 0 0 0 0 0

  II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 154,310,880 154,310,880 00 0 0 00

0 0    1. Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 0 0

0 0    2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0 0 0

0 0    3. Pendapatan BLU 0 0 0 0 0 0

0 0    4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 154,310,880 154,310,880 0 0 0 0

  III. Pendapatan Hibah 0 0 00 0 0 00

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) 154,310,880 154,310,880 00 0 0 00

B. Belanja Negara 0 0 00 0 0 00

29,156,005,000 55.43  I. Belanja Pemerintah Pusat 16,162,237,810 (12,993,767,190) 0 0 0 0

10,927,599,000 99.47    1. Belanja Pegawai 10,869,901,507 (57,697,493) 0 0 0 0

6,607,163,000 78.19    2. Belanja Barang 5,165,890,303 (1,441,272,697) 0 0 0 0

11,621,243,000 1.09    3. Belanja Modal 126,446,000 (11,494,797,000) 0 0 0 0

0 0    4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 0 0 0

0 0    5. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0

0 0    6. Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0

0 0    7. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0 0

0 0    8. Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0

  II. Transfer ke Daerah 0 0 00 0 0 00

0 0    1. Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

: KEMENTERIAN HUKUM  135KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT  692015 26/01/26 5:54 PM

Tgl Data :

Halaman 2

lap_lra_face_satker_new_poc

:

:

26/01/26 2:34 PM

Tgl Cetak

URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) ANGGARAN %

1 2 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN %

7 8 9 10

2025 2024

0 0    2. Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0

0 0    3. Dana Transfer Khusus 0 0 0 0 0 0

0 0      a. Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0 0 0 0 0

0 0      b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0 0 0 0 0 0

0 0      c. Hibah Kepada Daerah 0 0 0 0 0 0

0 0    4. Dana Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0

0 0    5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 0 0 0 0 0 0

0 0    6. Dana Desa 0 0 0 0 0 0

0 0    7. Insentif Fiskal 0 0 0 0 0 0

Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) 16,162,237,810 (12,993,767,190) 55.4329,156,005,000 0 0 00

C. PEMBIAYAAN 0 0 00 0 0 00

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001

PONTIANAK , 26 Januari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

Keterangan :

FINAL



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

JENIS SATUAN KERJA

KEMENTERIAN HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

KALIMANTAN BARAT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

:  135

:  01

:  1300

:  692015

:  KD

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.2

lap_lra_bel_akun_satker_poc

26/01/26 5:56 PM

1

Tgl Data : 26/1/26 3:36 PM

KODE URAIAN ANGGARAN
SEMULA

ANGGARAN
SETELAH REVISI

BELANJA PENGEMBALIAN
BELANJA BELANJA NETTO

%
REALISASI
ANGGARAN

SISA ANGGARAN
REALISASI BELANJA

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
51 BELANJA PEGAWAI
5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 7,992,829,000 7,398,198,000 7,398,197,420 0 7,398,197,420 100 580
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 154,000 106,000 105,258 435 104,823 98.89 1,177
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 535,000,000 481,250,000 480,445,034 0 480,445,034 99.83 804,966
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 127,000,000 148,850,000 148,808,415 0 148,808,415 99.97 41,585
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 364,000,000 242,350,000 242,350,000 9,540,000 232,810,000 96.06 9,540,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 470,366,000 590,353,000 590,313,000 0 590,313,000 99.99 40,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 94,000,000 82,780,000 82,768,595 0 82,768,595 99.99 11,405
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 426,816,000 383,175,000 383,174,220 0 383,174,220 100 780
511129 Belanja Uang Makan PNS 1,653,840,000 1,097,203,000 1,065,663,000 105,000 1,065,558,000 97.12 31,645,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 273,000,000 211,055,000 211,055,000 2,590,000 208,465,000 98.77 2,590,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111 11,937,005,000 10,635,320,000 10,602,879,942 12,235,435 10,590,644,507 99.58 44,675,493

5122 Belanja Lembur
512211 Belanja Uang Lembur 164,157,000 292,279,000 279,257,000 0 279,257,000 95.54 13,022,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122 164,157,000 292,279,000 279,257,000 0 279,257,000 95.54 13,022,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51 12,101,162,000 10,927,599,000 10,882,136,942 12,235,435 10,869,901,507 99.47 57,697,493

52 BELANJA BARANG
5211 Belanja Barang Operasional
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,573,405,000 1,876,266,000 1,875,645,418 0 1,875,645,418 99.97 620,582
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 6,000,000 3,144,000 3,144,000 0 3,144,000 100 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 128,040,000 118,040,000 118,040,000 0 118,040,000 100 0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 12,400,000 3,700,000 2,081,600 0 2,081,600 56.26 1,618,400

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211 1,719,845,000 2,001,150,000 1,998,911,018 0 1,998,911,018 99.89 2,238,982

5212 Belanja Barang Non Operasional
521211 Belanja Bahan 565,732,000 562,093,000 252,841,570 0 252,841,570 44.98 309,251,430
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 53,960,000 52,600,000 11,800,000 0 11,800,000 22.43 40,800,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 110,389,000 120,389,000 34,813,722 0 34,813,722 28.92 85,575,278

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 730,081,000 735,082,000 299,455,292 0 299,455,292 40.74 435,626,708

5218 Belanja Barang Persediaan
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 153,269,000 190,199,000 190,131,500 0 190,131,500 99.96 67,500

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218 153,269,000 190,199,000 190,131,500 0 190,131,500 99.96 67,500

5221 Belanja Jasa
522111 Belanja Langganan Listrik 402,000,000 348,351,000 348,350,297 0 348,350,297 100 703



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

JENIS SATUAN KERJA

KEMENTERIAN HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

KALIMANTAN BARAT

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

:  135

:  01

:  1300

:  692015

:  KD

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.B.S.2

lap_lra_bel_akun_satker_poc

26/01/26 5:56 PM

2

Tgl Data : 26/1/26 3:36 PM

KODE URAIAN ANGGARAN
SEMULA

ANGGARAN
SETELAH REVISI

BELANJA PENGEMBALIAN
BELANJA BELANJA NETTO

%
REALISASI
ANGGARAN

SISA ANGGARAN
REALISASI BELANJA

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8=5/4 9=4-7
522112 Belanja Langganan Telepon 108,000,000 113,646,000 112,541,072 0 112,541,072 99.03 1,104,928
522113 Belanja Langganan Air 24,000,000 16,318,000 16,032,100 0 16,032,100 98.25 285,900
522141 Belanja Sewa 840,284,000 639,448,000 634,466,000 0 634,466,000 99.22 4,982,000
522151 Belanja Jasa Profesi 50,400,000 54,000,000 5,400,000 0 5,400,000 10 48,600,000
522191 Belanja Jasa Lainnya 131,967,000 101,433,000 77,950,000 0 77,950,000 76.85 23,483,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221 1,556,651,000 1,273,196,000 1,194,739,469 0 1,194,739,469 93.84 78,456,531

5231 Belanja Pemeliharaan
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 18,880,000 503,893,000 503,890,224 12,973,800 490,916,424 97.42 12,976,576
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan 0 50,000,000 49,941,450 0 49,941,450 99.88 58,550
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 691,710,000 583,974,000 583,891,970 0 583,891,970 99.99 82,030
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 40,000,000 39,998,000 0 39,998,000 100 2,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231 710,590,000 1,177,867,000 1,177,721,644 12,973,800 1,164,747,844 98.89 13,119,156

5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,210,230,000 1,170,889,000 313,113,457 13,808,277 299,305,180 25.56 871,583,820
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 46,200,000 58,780,000 18,600,000 0 18,600,000 31.64 40,180,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241 1,256,430,000 1,229,669,000 331,713,457 13,808,277 317,905,180 25.85 911,763,820

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52 6,126,866,000 6,607,163,000 5,192,672,380 26,782,077 5,165,890,303 78.19 1,441,272,697

53 BELANJA MODAL
5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3,200,727,000 3,327,207,000 126,446,000 0 126,446,000 3.8 3,200,761,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321 3,200,727,000 3,327,207,000 126,446,000 0 126,446,000 3.8 3,200,761,000

5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 8,294,036,000 8,294,036,000 0 0 0 0 8,294,036,000

JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331 8,294,036,000 8,294,036,000 0 0 0 0 8,294,036,000

JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53 11,494,763,000 11,621,243,000 126,446,000 0 126,446,000 1.09 11,494,797,000

JUMLAH BELANJA 29,722,791,000 29,156,005,000 16,201,255,322 39,017,512 16,162,237,810 55.43 12,993,767,190



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ESELON I

KEMENTERIAN HUKUM

SEKRETARIAT JENDERAL

:  135

:  01

Kode Lap

Tanggal

Halaman

Prg ID

:

:

:

:

LRA.P.E1.1

lap_lra_pen_akun_satker

26/01/26 5:57 PM
1

(dalam rupiah)

MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN

WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA :  692015 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT

KALIMANTAN BARAT:  1300

KODE URAIAN ESTIMASI PENDAPATAN
PENDAPATAN PENGEMBALIAN

PENDAPATAN PENDAPATAN NETTO

% REALISASI
PENDAPATAN

REALISASI PENDAPATAN

1 2 3 4 5 6=4-5 7=6/3
42 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

4251 Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan

425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi 0 42,770,334 0 42,770,334 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251 42,770,334 0 42,770,3340

4258 Pendapatan Denda

425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 32,241,363 0 32,241,363 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258 32,241,363 0 32,241,3630

4259 Pendapatan Lain-Lain

425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 319 0 319 0

425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu 0 79,298,864 0 79,298,864 0

JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259 79,299,183 0 79,299,1830

JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42 154,310,880 0 154,310,8800

JUMLAH PENDAPATAN 154,310,880 0 154,310,8800



NERACA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

TINGKAT SATUAN KERJA

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

: ( 692015 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 1

: 26/01/26 2:34 PM

: 26/01/26 5:54 PMTgl Cetak

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA PERKIRAAN

1

Kenaikan (Penurunan)

5

JUMLAH

%Jumlah

2 3 4

2025 2024

ASET

ASET LANCAR

Persediaan 119,537,983 0 119,537,983 0.00

119,537,983JUMLAH ASET LANCAR 0 119,537,983

ASET TETAP

Tanah 123,280,480,000 0 123,280,480,000 0.00

Peralatan dan Mesin 13,566,531,203 0 13,566,531,203 0.00

Gedung dan Bangunan 21,901,580,541 0 21,901,580,541 0.00

Aset Tetap Lainnya 60,496,000 0 60,496,000 0.00

AKUMULASI PENYUSUTAN (15,386,294,024) 0 (15,386,294,024) 0.00

143,422,793,720JUMLAH ASET TETAP 0 143,422,793,720

ASET LAINNYA

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 104,800,000 0 104,800,000 0.00

Aset Lain-lain 1,405,359,955 0 1,405,359,955 0.00

AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET
LAINNYA

(1,403,634,955) 0 (1,403,634,955) 0.00

106,525,000JUMLAH ASET LAINNYA 0 106,525,000

143,648,856,703JUMLAH  ASET 0 143,648,856,703

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang kepada Pihak Ketiga 104,800,000 0 104,800,000 0.00

104,800,000JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 104,800,000

104,800,000JUMLAH  KEWAJIBAN 0 104,800,000

EKUITAS

EKUITAS

Ekuitas 143,544,056,703 0 143,544,056,703 0.00

143,544,056,703JUMLAH EKUITAS 0 143,544,056,703

143,544,056,703JUMLAH  EKUITAS 0 143,544,056,703

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 143,648,856,703 0 143,648,856,703

NIP. 197312251993031001

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PONTIANAK , 26 Januari 2026

FINAL

Keterangan :



NERACA  PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

: ( 692015 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 1

: 26/01/26 2:34 PM

: 26/01/26 5:55 PMTgl Cetak

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA  AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODE
AKUN

KODE
TRN

21
0.0 117,124,783Barang Konsumsi  117111 0

0.0 2,413,200Bahan untuk Pemeliharaan117113 0

0.0 123,280,480,000Tanah131111 0

0.0 13,566,531,203Peralatan dan Mesin132111 0

0.0 21,901,580,541Gedung dan Bangunan133111 0

0.0 60,496,000Aset Tetap Lainnya135121 0

0.0 0Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin137111 11,270,648,358

0.0 0Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan137211 4,115,645,666

0.0 104,800,000Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga163139 0

0.0 1,405,359,955Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan166112 0

0.0 0Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam
Operasi Pemerintahan

169122 1,403,634,955

0.0 0Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya212191 104,800,000

0.0 0Ditagihkan ke Entitas Lain313111 16,162,237,810

0.0 154,310,880Diterima dari Entitas Lain313121 0

0.0 0Transfer Masuk313221 145,659,780,881

0.0 0Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi391116 9,144,972

3.0 0Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi425151 42,770,334

3.0 0Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah425811 32,241,363

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu425911 319

3.0 7,398,197,420Beban Gaji Pokok PNS511111 0

3.0 104,823Beban Pembulatan Gaji PNS511119 0

3.0 480,445,034Beban Tunj. Suami/Istri PNS511121 0

3.0 148,808,415Beban Tunj. Anak PNS511122 0

3.0 232,810,000Beban Tunj. Struktural PNS511123 0

3.0 590,313,000Beban Tunj. Fungsional PNS511124 0

3.0 82,768,595Beban Tunj. PPh PNS511125 0

3.0 383,174,220Beban Tunj. Beras PNS511126 0

3.0 1,065,558,000Beban Uang Makan PNS511129 0

3.0 208,465,000Beban Tunjangan Umum PNS511151 0

3.0 279,257,000Beban Uang Lembur512211 0

3.0 1,875,645,418Beban Keperluan Perkantoran521111 0

3.0 3,144,000Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114 0

3.0 118,040,000Beban Honor Operasional Satuan Kerja521115 0

3.0 2,081,600Beban Barang Operasional Lainnya521119 0

3.0 252,841,570Beban Bahan521211 0

3.0 11,800,000Beban Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 34,813,722Beban Barang Non Operasional Lainnya521219 0



NERACA  PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

: ( 692015 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 2

: 26/01/26 2:34 PM

: 26/01/26 5:55 PMTgl Cetak

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA  AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODE
AKUN

KODE
TRN

21
3.0 348,350,297Beban Langganan Listrik522111 0

3.0 112,541,072Beban Langganan Telepon522112 0

3.0 13,342,000Beban Langganan Air522113 0

3.0 634,466,000Beban Sewa522141 0

3.0 5,400,000Beban Jasa Profesi522151 0

3.0 77,950,000Beban Jasa Lainnya522191 0

3.0 490,916,424Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0

3.0 583,891,970Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0

3.0 299,305,180Beban Perjalanan Dinas Biasa524111 0

3.0 18,600,000Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.0 1,185,530,390Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin591111 0

3.0 869,828,696Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan591211 0

3.0 1,725,000Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintah

592222 0

3.0 371,070,450Beban Persediaan konsumsi593111 0

3.0 26,622,800Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan593113 0

178,800,904,658 178,800,904,658JUMLAH

NIP. 197312251993031001

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PONTIANAK , 26 Januari 2026Keterangan :

FINAL



NERACA  PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

: ( 692015 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 1

: 26/01/26 12:50 PM

: 26/01/26 5:56 PMTgl Cetak

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA  AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODE
AKUN

KODE
TRN

21
0.0 0DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN313111 16,162,237,810

0.0 154,310,880DITERIMA DARI ENTITAS LAIN313121 0

3.0 0Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi425151 42,770,334

3.0 0Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah425811 32,241,363

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu425911 319

3.0 0Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu425913 79,298,864

3.0 7,398,197,420Belanja Gaji Pokok PNS511111 0

3.0 105,258Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 0

3.0 480,445,034Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121 0

3.0 148,808,415Belanja Tunj. Anak PNS511122 0

3.0 242,350,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123 0

3.0 590,313,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124 0

3.0 82,768,595Belanja Tunj. PPh PNS511125 0

3.0 383,174,220Belanja Tunj. Beras PNS511126 0

3.0 1,065,663,000Belanja Uang Makan PNS511129 0

3.0 211,055,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151 0

3.0 279,257,000Belanja Uang Lembur512211 0

3.0 1,875,645,418Belanja Keperluan Perkantoran521111 0

3.0 3,144,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114 0

3.0 118,040,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115 0

3.0 2,081,600Belanja Barang Operasional Lainnya521119 0

3.0 252,841,570Belanja Bahan521211 0

3.0 11,800,000Belanja Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 34,813,722Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 0

3.0 190,131,500Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811 0

3.0 348,350,297Belanja Langganan Listrik522111 0

3.0 112,541,072Belanja Langganan Telepon522112 0

3.0 16,032,100Belanja Langganan Air522113 0

3.0 634,466,000Belanja Sewa522141 0

3.0 5,400,000Belanja Jasa Profesi522151 0

3.0 77,950,000Belanja Jasa Lainnya522191 0

3.0 503,890,224Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 0

3.0 49,941,450Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523112 0

3.0 583,891,970Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121 0

3.0 39,998,000Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523123 0

3.0 313,113,457Belanja Perjalanan Dinas Biasa524111 0

3.0 18,600,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0



NERACA  PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 01 ) SEKRETARIAT JENDERAL

: ( 692015 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 2

: 26/01/26 12:50 PM

: 26/01/26 5:56 PMTgl Cetak

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA  AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODE
AKUN

KODE
TRN

21
3.0 126,446,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111 0

3.1 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119 435

3.1 0Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS511123 9,540,000

3.1 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129 105,000

3.1 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS511151 2,590,000

3.1 0Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111 12,973,800

3.1 0Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa524111 13,808,277

16,355,566,202 16,355,566,202JUMLAH

197312251993031001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

PONTIANAK , 26 Januari 2026Keterangan :

FINAL



Satuan Kerja

Halaman 1

27-01-2026 :692015 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT :

Kementerian Negara/Lembaga 135 - KEMENTERIAN HUKUM

Tanggal Cetak

135.01 - SEKRETARIAT JENDERAL
 :

LAPORAN REALISASI KINERJA

 :

Eselon 1  :

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan 2025-12 :

13.51 - KOTA PONTIANAK/KALIMANTAN BARAT :Wilayah/Provinsi

Kode Uraian
Pagu Realisasi Persentase

BELANJA

Keterangan

KELUARAN

Target Realisasi Volume
ROSatuan Progress Capaian

GAP Referensi

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  29,156,005,000.00 16,174,368,245.00 55.48%

PEMBINAAN HUKUM03  29,156,005,000.00 16,174,368,245.00 55.48%

WA Program Dukungan Manajemen  29,156,005,000.00 16,174,368,245.00 55.48%

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif
Kantor Wilayah Kementerian Hukum7099  29,156,005,000.00 16,174,368,245.00 55.48%

15,737,393,535.00EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal  16,261,334,000.00 96.78%

001 Pengelolaan BMN Kantor Wilayah  97,280,000.00 40,997,639.00 42.14% Laporan2.0000 2.0000 100% 57.86% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

002 Layanan Kerja Sama  37,225,000.00 3,399,850.00 9.13% Laporan1.0000 1.0000 100% 90.87% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

956 Layanan BMN  10,000,000.00 5,100,000.00 51% Layanan1.0000 1.0000 100% 49% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

958 Layanan Hubungan Masyarakat dan
Informasi  246,456,000.00 166,490,761.00 67.55% Layanan1.0000 1.0000 100% 32.45% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi

anggaran
Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

959 Layanan Protokoler  110,076,000.00 32,079,500.00 29.14% Layanan1.0000 1.0000 100% 70.86% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

962 Layanan Umum  126,057,000.00 13,350,000.00 10.59% Layanan1.0000 1.0000 100% 89.41% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

994 Layanan Perkantoran  15,634,240,000.00 15,475,975,785.00 98.99% Layanan1.0000 1.0000 100% 1.01% ( 00 ) Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.



Kode Uraian
Pagu Realisasi Persentase

BELANJA

Keterangan

KELUARAN

Target Realisasi Volume
ROSatuan Progress Capaian

GAP Referensi

126,446,000.00EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal  11,621,243,000.00 1.09%

951 Layanan Sarana Internal  3,327,207,000.00 126,446,000.00 3.8% Unit1.0000 1.0000 100% 96.2% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

971 Layanan Prasarana Internal  8,294,036,000.00 0.00 0% Unit1.0000 1.0000 100% 100% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.(

Pagu Terblokir )

51,233,837.00EBC Layanan Manajemen SDM Internal  336,900,000.00 15.21%

001 Layanan Pengelolaan dan Pengadaan SDM  72,140,000.00 10,538,000.00 14.61% Layanan1.0000 1.0000 100% 85.39% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

954 Layanan Manajemen SDM  264,760,000.00 40,695,837.00 15.37% Orang92.0000 92.0000 100% 84.63% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

259,294,873.00EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal  936,528,000.00 27.69%

001 Pengelolaan Perencanaan dan  Manajemen
Kinerja Kantor Wilayah  333,639,000.00 114,063,866.00 34.19% Laporan2.0000 2.0000 100% 65.81% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi

anggaran
Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

002 Layanan Manajemen Kinerja  Kantor
WIlayah  52,150,000.00 20,649,700.00 39.6% Dokumen3.0000 3.0000 100% 60.4% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi

anggaran
Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

003 Koordinasi dan konsultasi Manajemen
Keuangan  216,202,000.00 71,063,543.00 32.87% Laporan2.0000 2.0000 100% 67.13% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi

anggaran
Terdapat Pagu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran  72,641,000.00 4,161,000.00 5.73% Laporan3.0000 3.0000 100% 94.27% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

955 Layanan Manajemen Keuangan  20,700,000.00 5,721,000.00 27.64% Dokumen1.0000 1.0000 100% 72.36% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

961 Layanan Reformasi Kinerja  180,246,000.00 39,391,764.00 21.85% Laporan3.0000 3.0000 100% 78.15% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.

974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan  60,950,000.00 4,244,000.00 6.96% Laporan1.0000 1.0000 100% 93.04% ( 01 ) Adanya efisiensi dan optimalisasi
anggaran

Terdapat Padu efesiensi Progres RVRO dan
PCRO diisi sesuai dengan bulan berjalan.
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KATA PENGANTAR 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan 

Laporan Keuangan  Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) 

adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan  yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dengan menyusun Laporan Keuangan  berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas 

Laporan Keuangan . 

Penyusunan Laporan Keuangan  mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan  

ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu 

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.  

 
Pontianak, 31 Desember 2025 
Kepala Kantor Wilayah 
 
 
 
 
JONNY PESTA SIMAMORA  
NIP. 197312251993031001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laporan Keuangan  ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan 

keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan 

Barat. Disamping itu, Laporan Keuangan  ini juga dimaksudkan untuk memberikan 

informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121 

 

 
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Penggabungan Laporan Keuangan  Per 31 Desember 2025 pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) tingkat Satuan Kerja 

selaku UAPPA yang terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, 

(c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas 

Laporan Keuangan  Per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah 

merupakan tanggung jawab kami, sedangkan  substansi Laporan Keuangan  dari 

masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. 

 

Laporan Keuangan  Per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) tersebut telah disusun 

berdasarkan sistem  pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah 

menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) secara layak 

dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 
 

Pontianak, 31 Desember 2025 
Kepala Kantor Wilayah 
 
 
 
 
JONNY PESTA SIMAMORA  
NIP. 197312251993031001 
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN  

Laporan Keuangan  Per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) ini telah disusun dan 

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan 

Keuangan  ini meliputi:(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan 

Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan  (5) Catatan atas Laporan 

Keuangan . 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja 

selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Negara Per 31 Desember 2025 pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Organisasi Ditjen 

Administrasi Hukum Umum (692055). 

Realisasi Belanja Negara Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 

975.762.625,- atau mencapai 40,21% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 

2.426.682.000,- 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset Per 31 Desember 2025 dicatat dan 

disajikan sebesar Rp.7.987.804,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 

7.987.804,- ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0,- ; Aset Tetap (neto) 

sebesar Rp. 0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.7.987.804,-. 

3. LAPORAN OPERASIONAL  

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 
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sampai dengan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,-, sedangkan 

jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.982.269.321,- 

sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.982.269.321,-). 

Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-

masing sebesar Rp. 0,- dan (Rp. 0,-) sehingga entitas mengalami Defisit-LO 

sebesar (Rp. 982.269.321,-). 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas 

pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 0,-  ditambah Defisit-LO 

sebesar (Rp. 982.269.321,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai 

Rp. 0,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 990.257.125,- ditambah dengan 

kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp. 7.987.804,- sehingga ekuitas entitas 

pada tanggal Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 7.987.804,-. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

Catatan atas Laporan Keuangan  (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi 

yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta 

pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 

wajar atas Laporan Keuangan . 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 

sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan 

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan 

menggunakan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

 
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055) 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 

                           (Dalam Rupiah) 

Catatan atas Laporan Keuangan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-Dec-24
ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  
   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 -                                -                                   0,00 -                     

                   JUMLAH PENDAPATAN -                                -                                   0,00 -                     

BELANJA B.2.
      Belanja Pegawai B.3 -                                   0,00 -                     
      Belanja Barang B.4 2.426.682.000        975.762.625              40,21 -                     
      Belanja Modal B.5 -                                -                                   0,00 -                     
      Belanja Bantuan Sosial B.6 -                                -                                   0,00 -                     

         JUMLAH BELANJA  2.426.682.000        975.762.625              40,21 -                     

% thd AnggCATATANURAIAN
31-Dec-25
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II. NERACA  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055) 

N E R A C A 
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 

 
(Dalam Rupiah) 

CATATAN 31-Dec-25 31-Dec-24

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                               -                                               
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 -                                               -                                               
Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 -                                               -                                               
Piutang Bukan Pajak C.4 -                                               -                                               
Bagian Lancar TP/TGR C.5 -                                               -                                               
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 -                                               -                                               
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 -                                               -                                               
Belanja Dibayar di Muka C.8 -                                               -                                               
Pendapatan yang Masih harus Diterima C.9 -                                               -                                               
Persediaan C.10 7.987.804                              -                                               
Jumlah Aset Lancar 7.987.804                              -                                               

Tagihan TP/TGR C.11 -                                               -                                               
Tagihan Penjualan Angsuran C.12 -                                               -                                               
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 -                                               -                                               
Jumlah Piutang Jangka Panjang -                                               -                                               

Tanah C.14 -                                               -                                               
Peralatan dan Mesin C.15 -                                               -                                               
Gedung dan Bangunan C.16 -                                               -                                               
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 -                                               -                                               
Aset Tetap Lainnya C.18 -                                               -                                               
Konstruksi dalam pengerjaan C.19 -                                               -                                               
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 -                                               -                                               
Jumlah Aset Tetap -                                               -                                               

ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud C.21 -                                               -                                               
Aset Lain-Lain C.22 -                                               -                                               
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 -                                               -                                               
Jumlah Aset Lainnya -                                               -                                               

JUMLAH ASET 7.987.804                              -                                               

-                                               
-                                               

Uang Muka dari KPPN C.24 -                                               -                                               
Utang kepada Pihak Ketiga C.25 -                                               -                                               
Pendapatan Diterima di Muka C.26 -                                               -                                               
Beban yang Masih Harus Dibayar C.27 -                                               -                                               
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -                                               -                                               

-                                               -                                               

Ekuitas C.28 7.987.804                              -                                               
JUMLAH EKUITAS 7.987.804                              -                                               

7.987.804                              -                                               

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

 
Catatan atas Laporan Keuangan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  
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I. LAPORAN OPERASIONAL  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055) 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 
 

(Dalam Rupiah) 

Catatan atas Laporan Keuangan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  

 

 

 

 

 

 

 

CATATAN 2025 2024
 

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 -                              -                             
-                              -                             

Beban Pegawai D.2 -                              
Beban Persediaan D.3 6.506.696             -                             
Beban Barang dan Jasa D.4 559.264.088         -                             
Beban Pemeliharaan D.5 -                              -                             
Beban Perjalanan Dinas D.6 416.498.537         -                             
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 -                              -                             
Beban Bantuan Sosial D.8 -                              -                             
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 -                              -                             
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 -                              -                             

982.269.321         -                             
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (982.269.321)        -                             

D.11
Surplus Penjualan Aset Nonlancar -                              -                             
Defisit Penjualan Aset Non Lancar -                              -                             
Defisit Selisih Kurs -                              -                             
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                              -                             
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                              -                             

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -                              -                             

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (982.269.321)        -                             

D.12
Pendapatan PNBP -                              -                             
Beban Perjalanan Dinas -                              -                             
Beban Persediaan -                              -                             

SURPLUS/DEFISIT LO (982.269.321)        -                             

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN  
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM (692055) 

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR Per 31 Desember 2025 DAN 2024 

 
(Dalam Rupiah) 

URAIAN CATATAN 2025 2024
EKUITAS AWAL E.1 -                                                    -                                                    
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (982.269.321)                              -                                                    

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
E.3 -                                                    

            DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN -                                                    
            KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR -                                                    
            PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 -                                                    -                                                    
            KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 -                                                    -                                                    
            SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                                    -                                                    
            KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 -                                                    -                                                    
            KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 -                                                    -                                                    
JUMLAH -                                                    -                                                    
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 990.257.125                               -                                                    
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 7.987.804                                   -                                                    
EKUITAS AKHIR E.5 7.987.804                                   -                                                    

E.3.1 -                                                    

Catatan atas Laporan Keuangan  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan  
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 A.  PENJELASAN UMUM 

 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat 

Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) 

merupakan instansi pada Kementerian Hukum yang melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi di daerah khususnya pada wilayah 

Kalimantan Barat. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah 

provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi: 

1. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan 

pelaporan; 

2. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, 

kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; 

3. fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

4. pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah; 

5. koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan 

dan reformasi hukum di daerah; 

6. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, 

pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, 

konsultasi, dan bantuan hukum; 

7. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum 

pemerintah daerah; 

8. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap 

peraturan perundang-undangan pada instansi daerah; 

9. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi 

hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah; 

10. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan 

fungsional bidang hukum di daerah; dan 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
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11. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah. 

 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan  

 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan  

Laporan Keuangan  Per 31 Desember 2025 Pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) ini 

merupakan Laporan Keuangan  yang mencakup seluruh transaksi 

keuangan dan transaksi BMN yang dikelola oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) yang 

penyelesaiannya  dilakukan pada Aplikasi SAKTI yang merupakan 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai 

dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 

Kementerian Negara/Lembaga. Monitoring pemrosesan dan 

penyelesaian transaksi Keuangan dan BMN, dilakukan melalui 

Aplikasi Monitoring SAKTI (MonSAKTI).  

Penyusunan Laporan Keuangan  pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) Per 31 Desember 

2025 ini merupakan laporan konsolidasi yang meliputi satuan kerja 

yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. 

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat (692055) adalah 1 satuan kerja.  

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W 

No Kode 
Wil 

Satker Jumlah/Jenis 
Kewenangan 

Jumlah 
Satker 

KP  
KD 

 
DK 

 
TP 

1 1300 Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum  

Kalimantan Barat   
(692055) 

- 1 - - 1 

Jumlah   1   1 
 

Basis  
Akuntansi 

A.3. Basis Akuntansi  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) 

menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, 

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas 

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.  
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Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu 

terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayarkan.  

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang 

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas 

atau setara kas diterima atau dibayar.  

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dasar 
Pengukuran  

A.4. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. 

Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat (692055) dalam penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan  adalah dengan menggunakan nilai perolehan 

historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh aset tersebut.  

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang 

bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan  menggunakan mata 

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing 

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5.  Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan  Per 31 Desember 

2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) 

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang 
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dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam 

penyusunan Laporan Keuangan  ini adalah merupakan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat (692055). Disamping itu, dalam penyusunannya telah 

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat (692055) adalah sebagai berikut: 

Pendapatan-

LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN). 

 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

Pendapatan-LO 

 

(2) Pendapatan- LO 

 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

 Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas 

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya 

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan 

pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  

adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai 

dilaksanakan 

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara 

nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat 

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan 

 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 
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mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

Belanja 
(3) Belanja 

 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride 

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

 Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN). 

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja 

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .  

Beban 

 

(4) Beban 

 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang 

dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 

kewajiban.  

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya 

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa.   

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan .  

Aset 

 

(5) Aset   

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang 

Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 

Aset Lancar 

 

a. Aset Lancar 

 Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan 

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.  
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 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. 

Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan 

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

 Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul 

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan 

penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima 

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan.  

 Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan 

membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan 

tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan 

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang 

dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah 

sebagai berikut: 

 

Kualitas 
Piutang 

Uraian Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan 
pelunasan s.d. tanggal 
jatuh tempo 

0. 
 

5% 

Kurang 
Lancar 

Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan 
Pertama tidak dilakukan 
pelunasan 

10% 

Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan 
Kedua tidak dilakukan 
pelunasan 

 
 

50% 
 

Macet 

1. Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Ketiga tidak 
dilakukan pelunasan 

100% 
2. Piutang telah 

diserahkan kepada 
Panitia Urusan Piutang 
Negara/DJKN 

 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi 

(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  

 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik 
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pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian; 

 harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri; 

 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya.   

Aset Tetap 

 

b. Aset Tetap 

 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau 

harga wajar.  

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan 

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih 

dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya 

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima 

juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai 

biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  

 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, 

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan 

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya 

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset 

Lainnya. 
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 Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan 

dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

bidang  pengelolaan BMN/BMD. 

Penyusutan 

Aset Tetap 

 

c. Penyusutan Aset Tetap 

 Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  

sehubungan  dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 

suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan 

pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang 

Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah 

Pusat. 

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau 

usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang 

untuk dilakukan penghapusan 

 Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  

dilakukan  setiap akhir semester tanpa memperhitungkan 

adanya nilai residu. 

 Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan  

metode  garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang 

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap 

semester selama Masa Manfaat. 

 Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  berpedoman  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 

tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan 

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas  

Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  manfaat 

adalah sebagai berikut: 
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Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik 

Modern) 
4 tahun 

 

 

Piutang Jangka 

Panjang 

 

d. Piutang Jangka Panjang 

 Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu 

lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang 

dapat direalisasikan. 

Aset Lainnya 

 

e. Aset Lainnya 

 Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset 

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset 

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran 

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset 

kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang 

dibatasi penggunaannya. 

 Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto 

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi 

amortisasi. 

 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas 

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan 

amortisasi. Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  

dengan  berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka 
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Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada 

Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  

manfaat adalah sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 
Desain Industri, Rahasia Dagang, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 
Tanaman Semusim. 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 
Perlindungan Varietas Tanaman 
Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 
Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

 Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar 

nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan.  

Kewajiban 

 

 

 

 

f. Kewajiban 

 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 

daya ekonomi pemerintah.  

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 
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Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan 

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, 

dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung. 

Ekuitas  g. Ekuitas  

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban 

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas 

disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 

 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 Selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

(692055) Kalimantan Barat terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) berupa efisiensi anggaran sebesar Rp. 

1.408.432.000,-. 

Realisasi 

Pendapatan  

Rp. 0,- 

 

 

 

B.1 PENDAPATAN 

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0,- atau mencapai 0 persen dari 

estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Tidak ada 

Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat (692055) Kalimantan Barat. 

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai 
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berikut: 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 

Pendapatan Jasa -                                -                                -                    
Pendapatan Lain-lain -                                -                                -                    
Jumlah -                                -                                -                    

Uraian

31 Desember 2025

Anggaran Realisasi
 % Real 
Angg. 

 

Realisasi Belanja 

Negara 

Rp.1.450.919.375,

- 

B.2. BELANJA 

Realisasi Belanja pada periode 31 Desember 2025 adalah sebesar 

Rp.1.450.919.375,- atau 40,21% dari anggaran belanja sebesar 

Rp2.426.682.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 

Desember 2025 tersaji sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 

Anggaran Realisasi
% Real 
Angg.

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 2.426.682.000 975.762.625 40,21
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial 0 0
Total Belanja Kotor 2.426.682.000 975.762.625 40,21
Pengembalian Belanja -                                  -                               

Total Belanja 2.426.682.000 975.762.625 40,21

Uraian
31 Desember 2025

 

 

 

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik 

berikut ini: 

 

 
Dibandingkan dengan 31 Desember 2024, Realisasi Belanja Per 31 

Desember 2025 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi 

0
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 belanja pada tahun sebelumnya. 

 Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN
REALISASI 31 

DESEMBER 2025
REALISASI 31 

DESEMBER 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Pegawai -                                       -                                       -                 
Belanja Barang 975.762.625                     -                                       #DIV/0!
Belanja Modal  -                                       -                 
Belanja Bantuan Sosial -                                       -                                       -                 

Jumlah 975.762.625                     -                                       #DIV/0!
 

Belanja Pegawai 

Rp. 0,- 

 

B.3 Belanja Pegawai  

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Pegawai adalah 

belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus 

PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali 

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

 Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja 

Per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari realisasi 

belanja Per 31 Desember 2025. Hal ini disebabkan karena anggaran 

untuk belanja pegawai di 31 Desember 2025 dan 2024 tidak ada. 

 Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2025 

URAIAN
REALISASI PER 31 
DESEMBER 2024

REALISASI PER 31 
DESEMBER 2025

NAIK 
(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 0 0 -                   

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 -                   
Belanja Honorarium 0 0 -                   
Belanja Lembur 0 0 -                   
Belanja Vakasi 0 0 -                   
Jumlah Belanja Kotor 0 0 -                   
Pengembalian Belanja Pegawai 0 0 -                   
Jumlah Belanja 0 0 -                    
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Belanja Barang 

Rp.975.762.625,- 

 

B.4 Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 975.762.625,- dan Rp. 0,- 

sehingga Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami 

peningkatan dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024. 

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 1 

Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN

REALISASI 
PER 30 

DESEMBER 
2025

REALISASI 
PER 31 

DESEMBER 
2024

KENAIKAN 
(PENURUNAN)                                            

(RP)
 %

5212 Belanja Barang Non Operasional 366.024.100     -                  366.024.100       #DIV/0!

5221 Belanja Jasa 193.239.988     -                  193.239.988       #DIV/0!
5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 416.498.537     -                  416.498.537       #DIV/0!

Jumlah Belanja Kotor 975.762.625 0 975.762.625       #DIV/0!
Pengembalian Belanja -                       -                      

975.762.625 0 975.762.625       #DIV/0!Jumlah Belanja 
 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional 

(5212) disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 2 

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional Per 31 Desember 2025 

KODE 
AKUN

URAIAN ESTIMASI (Rp)
REALISASI 
BRUTO (Rp)

PENGEMBALIAN 
(Rp)

REALISASI 
NETTO (Rp)

 %

521211 Belanja Bahan 285.115.000 126.689.100 -                          126.689.100          44,43%

521213
Belanja Honor Output 
Kegiatan 506.210.000        239.335.000        -                          239.335.000          47,28%

521219
Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya 1.000.000            -                       -                          -                         -              

792.325.000 366.024.100 -                          366.024.100          46,20%Jumlah Belanja 
 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa (5221) disajikan pada 

tabel berikut. 
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Tabel 3 

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa Per 31 Desember 2025 

KODE 
AKUN

URAIAN ESTIMASI (Rp)
REALISASI 
BRUTO (Rp)

PENGEMBALIAN 
(Rp)

REALISASI 
NETTO (Rp)

 %

522141 Belanja Sewa 40.000.000 16.000.000 -                          16.000.000            40,00%

522151 Belanja Jasa Profesi 34.200.000          1.800.000            -                          1.800.000              5,26%

522191 Belanja Jasa Lainnya 177.314.000        175.439.988        -                          175.439.988          98,94%

251.514.000 193.239.988 -                          193.239.988          76,83%Jumlah Belanja 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri 

(5241) disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4 

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri Per 31 Desember 2025 

KODE 
AKUN

URAIAN ESTIMASI (Rp)
REALISASI 
BRUTO (Rp)

PENGEMBALIAN 
(Rp)

REALISASI NETTO 
(Rp)

 %

524111
Belanja Perjalanan 
Dinas Biasa

626.562.000 365.838.537 -                          365.838.537            58,39%

524113
Belanja Perjalanan 
Dinas Dalam Kota

75.650.000              26.520.000          -                          26.520.000              35,06%

524114
Belanja Perjalanan 
Dinas Paket Meeting 
Dalam Kota

506.424.000            24.140.000          24.140.000              4,77%

524119
Belanja Perjalanan 
Dinas Paket Meeting 
Luar Kota

174.207.000            -                       -                          -                           0,00%

1.382.843.000 416.498.537 -                          416.498.537            30,12%Jumlah Belanja 

 

Belanja Modal 

Rp. 0,- 

 

B.5 Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja 

modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2025 tidak 

mengalami perubahan dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh tidak 

ada alokasi belanja modal di 31 Desember 2025. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 

URAIAN 
REALISASI PER 31 
DESEMBER 2025

REALISASI PER 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0,00
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 0 0 0,00  

 
 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

Kas di 

Bendahara 

Pengeluara

n Rp. 0,- 

 

 

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- 

yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah 

tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa 

UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan 

ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara 

Pengeluaran adalah sebagai berikut:  

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 

Keterangan 31-Dec-25 31-Dec-24

Uang Tunai -                            -
Kuitansi UP -                            -

Jumlah -                            -
 

Kas di 

Bendahara 

Penerimaan 

Rp. 0,- 

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan  Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebesar  masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo 

rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara 

Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas 

pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024

Keterangan 31-Dec-25 31-Dec-24

Uang Tunai -                           -                             
Rekening Bank -                           -                             

Jumlah -                           -                              
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Kas 

Lainnya 

dan Setara 

Kas  Rp. 0,- 

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31  

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara 

kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan 

menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal 

pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah 

sebagai berikut:  

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

31-Dec-25 31-Dec-24

-                                 -                                 
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan -                                 -                                 

-                                 -                                 

-                                 -                                 

Keterangan

Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya dari Hibah 

 

Piutang 

PNBP Rp. 

0,- 

C.4 Piutang PNBP 

Saldo  Piutang PNBP per tanggal  Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-. 

Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang 

atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum 

diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan 

disajikan sebagai berikut:  

Rincian Piutang PNBP  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

Uraian 31-Dec-25 31-Dec-24

Piutang PNBP -                                          -                                          

Piutang Lainnya -                                          -                                          

Jumlah -                                    -                                    
 

Bagian 

Lancar 

TP/TGR 

Rp. 0,- 

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan 

Ganti Rugi (TP/TGR) 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 

Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar 

Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum 
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diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 

bulan atau kurang. 

BagianLanc

ar TPA Rp. 

0,- 

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan 

TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau 

kurang sejak tanggal pelaporan. 

Penyisihan 

Piutang 

Tak 

Tertagih – 

Piutang 

Lancar Rp. 

0,- 

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar 

adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar 

yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar Per 31 Desember 2025 dan 31 Des 2024 

Kode 
Akun

Uraian
31 Desember 

2025
31 Desember 

2024

Kenaikan 
(Penurunan) 

(Rp)
%

116211
 Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih - 
Piutang PNBP 

0,00 0,00 0,00 0%

116212
 Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih - 
Piutang Lainnya 

0,00 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0,00 0%Jumlah

 

Belanja 

Dibayar di 

Muka Rp. 

0,- 

C.8 Beban Dibayar di Muka 

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal  Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima 

dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari 

barang/jasa telah dibayarkan secarapenuh namun barang atau jasa 

belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah 

sebagai berikut: 



 
 

- 25 - 

 Rincian Beban Dibayar di Muka  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis 31-Dec-25 31-Dec-24

Pembayaran Internet -                               -                               

Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin -                               -                               

Pembayaran Sewa Gedung Kantor -                               -                               

Jumlah -                           -                            

Pendapata

n yang 

Masih 

Harus 

Diterima 

Rp. 0,- 

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,-. dan Rp. 0,-, 

merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan 

namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang 

Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: 

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

Jenis 31-Dec-25 31-Dec-24

Pendapatan Jasa Pelatihan -                           -                               

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan -                           -                               

Jumlah -                       -                            

Persediaan 

Rp. 

7.987.804,- 

 

C.10 Persediaan 

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp. 7.987.804,- dan Rp. 0,-. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan Per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Persediaan  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
 

Persediaan 31-Dec-25 31-Dec-24

Barang Konsumsi 7.987.804                       -                                        
Barang untuk Pemeliharaan -                                        -                                        
Suku Cadang -                                        -                                        
Barang Persediaan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat -                                        -                                        
Persediaan Lainnya -                                        -                                        

Jumlah 7.987.804                 -                                 

Rincian Barang Persediaan  Per 31 Desember 2025  
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Uraian Persediaan 31-Dec-25

Barang Cetakan 326.340                           
Alat Tulis Kantor Lainnya 600.000                           
Apostille 7.061.464                       

Jumlah 7.987.804                  

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi 

baik. 

Tagihan 

TP/TGR 

Rp. 0,- 

 

 

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) 

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 

0,- dan Rp. 0,-.  Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada 

bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar 

hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan 

Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena 

kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 

Ganti Rugi (TP/TGR ) Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai 

berikut:  

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 
2025 dan 31 Des 2024 

No Debitur per Satker 31-Dec-24 03-Dec-25

1
Satker Kanwil Kemen Hukum Kalbar 

(692055)
-                          -                       

-                      -                    Jumlah  

 
Tagihan 

Penjualan 

Angsuran 

Rp. 0,- 

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran  

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.  

Penyisihan 

Piutang 

Tak 

Tertagih – 

Piutang 

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang  

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang  Per 

31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- 
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Jangka 

Panjang 

Rp. 0,- 

dan Rp. 0,-. 

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan 

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran 

(TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. 

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah 

sebagai berikut: 

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Per 31 Desember 

2025 dan 2024 

Kualitas Nilai Piutang % Nilai

Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                                     
Kurang Lancar -                            0% -                                     
Diragukan -                            0% -                                     
Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     
Tagihan PA

Lancar -                            0.00% -                                     
Kurang Lancar -                            0% -                                     
Diragukan -                            0% -                                     
Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                            

 

Tanah Rp. 

0,- 

 

 

C.14 Tanah 

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat (692055) Per 31 Desember 

2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 -Rp                                  

   Mutasi tambah:

 Pembelian -Rp                                   

Hibah -Rp                                   

Reklasifikasi -Rp                                   

   Mutasi kurang: -Rp                                   

Revaluasi aset -Rp                                   

Penghapusan -Rp                                   

Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                  

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2025 -Rp                                   

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                                  
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Peralatan 

dan Mesin 

Rp. 0,- 

C.15 Peralatan dan Mesin 

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan 

Rp. 0,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 -Rp                               

   Mutasi tambah:

Pembelian -Rp                                

Hibah -Rp                                

Transfer Masuk -Rp                                

Reklasifikasi Masuk -Rp                                

Koreksi tambah -Rp                                

   Mutasi kurang:

Penghentian aset dari penggunaan -Rp                                

Penghapusan

Transfer Keluar -Rp                                

Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                               

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -Rp                                

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                               
 

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut 

: Transfer Masuk peralatan komputer senilai Rp. 0,- merupakan BMN 

dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Sub 

Pelayanan AHU Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat 

pada periode Semester I TA 2024. Sedangkan mutasi kurang adalah 

transfer keluar BMN tersebut dari Sub Pelayanan AHU (Divisi Yankum) 

kepada Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kalimantan Barat senilai 

Rp. 0,- sehingga nilai buku pada 31 Desember 2025 adalah Rp. 0,- 

dengan rincian barang: 

Nama Barang Merk/Type Jumlah/ 

Tahun Perolehan 

Serial Number 

- - - - 

 

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi 

Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan ini. 
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Gedung 

dan 

Bangunan 

Rp. 0,- 

C.16 Gedung dan Bangunan 

Saldo gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan 

per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                                   

   Mutasi tambah:

Pembangunan Gedung -                                   

    Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                                   

Saldo per 31 Desember 2025 -                                   

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                                   

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                                   
 

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan  ini. 

Jalan, 

Irigasi dan 

Jaringan 

Rp. 0,- 

 

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Saldo tersebut 

terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.  

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                        

   Mutasi tambah:

Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi -                        

   Mutasi kurang:

Koreksi Pencatatan -                        

Saldo per 31 Desember 2025 -                        

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                        

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                         

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan  ini. 

Aset Tetap 

Lainnya  

Rp. 0,- 

 

C.18 Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan,  jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset tetap 

tersebut berupa barang bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap 
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Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                          

   Mutasi tambah:

Pembelian -                          

   Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                          

Saldo per 31 Desember 2025 -                          

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                          

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                           

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan 

Keuangan  ini. 

Konstruksi 

dalam 

Pengerjaan  

Rp. 0,- 

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Saldo konstruksi dalam pengerjaan  Per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- yang merupakan 

pembangunan gedung dan bangunan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Organisasi Administrasi 

Hukum Umum (692055) yang proses pengerjaannya belum selesai 

sampai dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal pelaporan 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 
 

No No Kontrak Nilai Kontrak % KDP Ket

1
2

Jumlah -                             -                               
 

Akumulasi 

Penyusuta

n Aset 

Tetap  Rp. 

0,- 

 

 

 

 

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  Per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah masing-masing 0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut 

disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 

Desember 2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap 

disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan  ini. 
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Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1

2

3

4

-Rp                              -Rp                              -Rp                              Akumulasi Penyusutan
 

Aset Tak 

Berwujud 

Rp. 0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.21 Aset Tak Berwujud 

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) Per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset 

yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak 

mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 

2025 adalah sebagai berikut: 

Rincian Aset Tak berwujud 

No Uraian Nilai

1
2

Jumlah -                                                                         
 

Mutasi: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                          

Mutasi tambah:

Transfer Masuk -                          

Saldo per 31 Desember 2025 -                          

Transfer Keluar -                          

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                           

 

Aset Lain-

Lain Rp. 0,- 

 

 

C.22 Aset Lain-Lain 

Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 0,- 

dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) 

yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan 

dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Unit Organisasi Administrasi Hukum Umum 

(692055) serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi 

aset lain-lain adalah sebagai berikut: 
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Saldo per 31 Desember 2024 -                          

   Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari aset tetap -                          

   Mutasi kurang:

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan -                          

Penghapusan BMN

Saldo per 31 Desember 2025 -                          

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                          

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                           

Akumulasi 

Penyusuta

n dan 

Amortisasi 

Aset 

Lainnya  

Rp. 0,- 

 

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan 

Rp. 0,-. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya 

adalah sebagai berikut:  

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya  

Aset Tetap Nilai Perolehan
Akumulasi 

Penyusutan/ 
Amortisasi 

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud 0 0 0
0 0 0

0 0 0

Aset Lain-lain 0 0 0
Jumlah 0 0 0  

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan 

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan 

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

 

Uang Muka 

dari KPPN 

Rp. 0,- 

C.24 Uang Muka dari KPPN 

Saldo Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Uang Muka dari 

KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang 

Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih 

berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 

pelaporan. 

Utang 

kepada 

Pihak 

Ketiga Rp. 

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga dari KPPN  Per 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak 

Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan 
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0,- kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya 

dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang 

Pihak Ketiga pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Unit Organisasi Administrasi Hukum Umum 

(692055) per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No Uraian Jumlah 

1 Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor -Rp                          
2 Potongan Pajak yang belum disetor -Rp                          
4 Utang kepada Pihak Lainnya -Rp                          

-Rp                           Total
 

Pendapatan 

Diterima di 

Muka Rp. 

0,- 

 

 

 

 

 

 

 

Beban yang 

Masih 

harus 

Dibayar Rp. 

0,- 

C.26 Pendapatan Diterima di Muka 

Nilai Pendapatan Diterima di Muka dari KPPN dari KPPN  Per 31 

Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan 

Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas 

Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga 

dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak 

ketiga disajikan sebagai berikut:  

Rincian  Saldo Pendapatan Diterima di Muka 

Uraian Jumlah Penjelasan

Badan Swasta
Instansi Pemerintah 
Lainnya
Badan Lainnya

 Total -                        

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang Masih Harus Dibayar  dari KPPN  Per 31 Desember 2025 

dan 2024 sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, merupakan kewajiban 

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan 

Keuangan  belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut. 
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 D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL  

Pendapatan 

PNBP Rp. 0,- 

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 

2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Pendapatan 

tersebut terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

Beban Pegawai 

Rp. 0,- 

 

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 dan 2024 

Pendapatan Jasa -                                   -                                    #DIV/0!
Pendapatan Lain-lain -                                   -                                    #DIV/0!

Jumlah -                                   -                                    #DIV/0!

31-Dec-25 31-Dec-24
 NAIK (TURUN) 

% 
URAIAN

 

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari 

pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan 

Pendapatan Lain-lain-LO merupakan pengembalian beban pegawai, 

beban jasa dan perjalanan dinas.  

D.2 Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban 

Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri 

Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang 

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

 Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 
Per 31 Desember 2025 dan 2024 

Keterangan 31/12/2025 31/12/2024

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar -                                  -                                  
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar -                                  -                                  
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar -                                  -                                  

Jumlah -                                  -                                    

Ekuitas Rp. 

7.987.804,- 

C.28 Ekuitas  

Ekuitas dari KPPN  Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp.7.987.804,-  dan Rp. 0,-. Ekuitas adalah 

merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara 

aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 
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dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 

modal. 

 Rincian Beban Pegawai dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31/12/2025 31/12/2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Gaji 0 -                          #DIV/0!
Beban Tunjangan-Tunjangan 0 -                          #DIV/0!
Beban Honorarium dan Vakasi 0 -                          #DIV/0!
Beban Lembur -                            -                          #DIV/0!

Jumlah 0 0 #DIV/0!  

Beban 

Persediaan Rp. 

6.506.696,- 

 

 

 

D.3 Beban Persediaan  

Jumlah Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2025 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.506.696,- dan Rp. 0,- 

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas 

barang-barang  yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil 

produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian 

Beban Persediaan untuk dari KPPN Per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 

KODE 
AKUN

URAIAN 
31 Desember 

2025 (Rp)
31 Desember 

2024 (Rp)

Kenaikan 
(Penurunan) 

(Rp)
 %

593111
Beban Persediaan 
Konsumsi 

6.506.696 0 6.506.696         100%

6.506.696 0 6.506.696         100%Jumlah 
 

Beban Barang 

dan Jasa  Rp. 

559.264.088,- 

 

 

 

 

 

D.4 Beban Barang dan Jasa  

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 559.264.088,- dan Rp. 0,- Beban Barang 

dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas 

barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 

entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena 

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset 

tetap,dengan rincian sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

- 36 - 

 

Perbandingan Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 
Desember 2025 

KODE 
AKUN

URAIAN 
31 Desember 

2025 (Rp)
31 Desember 

2024 (Rp)

Kenaikan 
(Penurunan) 

(Rp)
 %

521211 Beban bahan 126.689.100 0 126.689.100         #DIV/0!

521213 Beban Honor Output Kegiatan 239.335.000 0 239.335.000         #DIV/0!

522141 Beban Sewa 16.000.000 0 16.000.000           #DIV/0!

522151 Beban Jasa Profesi 1.800.000 0 1.800.000             #DIV/0!

522191 Beban jasa Lainnya 175.439.988 0 175.439.988         #DIV/0!

559.264.088 0 559.264.088         #DIV/0!Jumlah

 

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang 

dan Jasa-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 

Desember 2025 adalah sebagai berikut. 

Perbandingan Beban Barang Jasa – LO dengan Belanja Barang Jasa - LRA 
Per 31 Desember 2025  

KODE 
AKUN

URAIAN 
Beban Barang dan 

Jasa-LO (Rp)
Belanja Barang dan 

Jasa-LRA (Rp)
Selisih 

(Rp)

521211 Beban bahan 126.689.100 126.689.100 -                   

521213 Beban Honor Output Kegiatan 239.335.000 239.335.000 -                   

522141 Beban Sewa 16.000.000 16.000.000 -                   

522151 Belanja Jasa Profesi 1.800.000 1.800.000

522191 Beban jasa Lainnya 175.439.988 175.439.988 -                   

559.264.088 559.264.088 -                   Jumlah
 

 

Beban 

Pemeliharaan 

Rp. 0,- 

 

 

 

 

 

D.5 Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan 

beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau 

aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban 

pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai 

berikut: 
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Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31-Dec-25 31-Dec-24 NAIK (TURUN) 
%

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 #DIV/0!
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 #DIV/0!
Beban Pemeliharaan Lainnya 0 0 #DIV/0!

Jumlah 0 0 #DIV/0!  

Beban 

Perjalanan 

Dinas Rp. 

416.498.537,- 

 

 

 

D.6 Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 416.498.537,- dan Rp. 0,- Beban tersebut 

adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam 

rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban 

Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

sebagai berikut:  

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31/12/2025 31/12/2024 NAIK (TURUN) 
%

Beban Perjalanan Biasa 365.838.537 0 #DIV/0!

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.520.000 0 #DIV/0!

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 24.140.000 0 #DIV/0!

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 0 #DIV/0!

Jumlah 416.498.537 0 #DIV/0!
 

Beban 

Penyusutan dan 

Amortisasi Rp. 

0,- 

 

 

D.7  Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 

2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi  

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi 

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian 

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah sebagai berikut:  
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Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 31/12/2025 31/12/2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin #DIV/0!
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan #DIV/0!
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan #DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya #DIV/0!

Jumlah Penyusutan -                              -                              #DIV/0!

Beban Amortisasi Software -                              -                  
Beban Amortisasi ATB Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lain-lain #DIV/0!

Jumlah Amortisasi -                              #DIV/0!

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi -                              -                              #DIV/0!  
 

 E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Ekuitas Awal Rp. 

0,- 

E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.  

Defisit LO Rp. 

(Rp. 

982.269.321,-) 

E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp. 982.269.321,-) 

dan Rp. 0,-. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara 

surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan 

kejadian luar biasa.  

Dampak 

Kumulatif 

Perubahan 

Kebijakan 

Akuntansi/ 

Kesalahan 

Mendasar 

Rp. 0,- 

 

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar 

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 

Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai Rp 0,- 

Penyesuaian 

Nilai Aset Rp. 0,- 

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset 

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai 

persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.  
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Koreksi Nilai 

Persediaan Rp. 

0,- 

 

 

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan  

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan 

yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang 

terjadi  pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai 

persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan 

untuk Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 

1. Barang Konsumsi

2. Suku Cadang

3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan

4. Barang Persediaan Lainnya 

Jumlah -                                          

KoreksiJenis Persediaan

 

Selisih Revaluasi 

Aset Tetap Rp. 

0,- 

 

 

Koreksi Nilai 

Aset Tetap Non 

Revaluasi Rp. 

0,- 

 

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap   

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada 

saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset 

Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.  

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi  

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi 

ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya 

yang bukan karena revaluasi nilai. 

 

 

 

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2025 

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jumlah -                                 

Nilai KoreksiJenis Aset Tetap

 

Koreksi Lain-lain 

Rp. 0,- 

 

E.3.6 Koreksi Lain-lain 

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 

2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Koreksi ini 

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara 
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lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, 

piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:  

Rincian Koreksi Lain-Lain  

Koreksi Beban
Koreksi Pendapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban
Koreksi Hibah

Jumlah -                                 

Jumlah KoreksiJenis Beban 

 

Transaksi Antar 

Entitas Rp. 

990.257.125,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.4 Transaksi Antar Entitas 

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.990.257.125,- dan Rp.0,-. Transaksi antar Entitas adalah 

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik 

internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian 

Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 

Diterima dari Entitas Lain -                                
Ditagihkan ke Entitas Lain 975.762.625             
Transfer Masuk 53.111.400               
Transfer Keluar (38.616.900)              
Pengesahan Hibah Langsung -                                
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung -                                

Jumlah 990.257.125             

NilaiTransaksi Antar Entitas

 

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas 

Lain (DKEL)  

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan 

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang 

melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 

2025, DDEL sebesar Rp. 0,- sedangkan DKEL sebesar Rp. 

386.634.082,- 

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar  

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, 

antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.  
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Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar 

Rp. 53.111.400,- terdiri dari: 

1  Barang Konsumsi  KANWIL KEMENTERIAN 
HUKUM DAN HAM PONTIANAK 

6.127.160Rp            

2  Barang Konsumsi  DIREKTORAT JENDERAL 
ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

8.367.340Rp            

3  Peralatan dan Mesin  DIREKTORAT JENDERAL 
ADMINISTRASI HUKUM UMUM 

38.616.900Rp          

Jumlah 53.111.400               

NilaiJenisNo Entitas Asal

 

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 sebesar Rp. 38.616.900,- terdiri dari: 

1  Barang Konsumsi  KANWIL KEMENTERIAN 
HUKUM KALBAR (Setjen, 
692015) 

38.616.900Rp          

Jumlah 38.616.900               

NilaiJenisNo Entitas Tujuan

 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan 

Hibah Langsung  

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan 

hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa 

sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. 

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang 31 

Desember 2025. 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi 

atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan 

Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 adalah Rp. 0,-. 
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Ekuitas Akhir 

Rp. 7.987.804,- 

 

 

 

 

 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan 

Hibah Langsung  

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan 

hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa 

sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. 

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang 31 

Desember 2025. 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi 

atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan 

Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 adalah Rp. 0,-. 

E.5 Ekuitas Akhir 

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp. 7.987.804,- dan Rp. 0,-. 

 

F. PENGUNGKAPAN- PENGUNGKAPAN LAINNYA 

Adapun kejadian-kejadian penting yang dapat berpengaruh terhadap 

pelaporan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang 

Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah 

Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 249), Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu K/L 

yang mengalami pemisahan. Penunjukan K/L Pengampu sesuai 

surat Menteri Keuangan Nomor S-381/MK.2/2024 tanggal 5 

November 2024 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia adalah Kementerian Hukum Republik 

Indonesia;                                          

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang 

Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 351) serta Peraturan Menteri Hukum Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
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Kalimantan Tengah (409191)-Direktorat Jenderal Administrasi 

Hukum Umum termasuk ke dalam satuan kerja Kementerian 

Hukum Republik Indonesia; 

3. Pada Tahun Anggaran 2025 Kanwil Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Kalimantan Barat- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 

Umum dengan kode satuan kerja 408833 berubah menjadi Kanwil 

Kementerian Hukum Kalimantan Tengah-Direktorat Jenderal AHU 

dengan kode satuan kerja 692055; 

4. Kementerian Hukum dan HAM yang sebelumnya memiliki kode 

Bagian Anggaran (BA) 013 mengalami pemisaham tugas dan fungsi 

menjadi tiga kode BA, yaitu: 

• Kementerian Hukum (Kode BA 135) 

• Kementerian Hak Asasi Manusia (Kode BA 136) 

• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kode BA137) 

5. Perubahan Kode BA tersebut menyebabkan seluruh entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan di lingkungan Kementerian 

Hukum dan HAM mengalami perubahan kode satuan kerja yang 

mewajibkan penyusunan dan penyampaian laporan penyelesaian 

hak dan kewajiban (laporan keuangan likuidasi). 

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran per 31 Desember 2025 

yang dicapai oleh Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah 

(692026) sebesar 100 dengan rincian sebagai berikut : 

 

 

 

 

G. PENGUNGKAPAN CAPAIAN OUTPUT 

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah 

dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terdapat pada fungsi 

Pembinaan Hukum (03.03) sebesar 100 dengan rincian sebagai 

berikut : 
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DATA ASET DAN KEWAJIBAN SATUAN KERJA, KANTOR 

WILAYAH, DAN  UNIT ESELON I YANG MENERIMA LIKUIDASI 

PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM TAHUN 

2025 (UNAUDITED) 

Data Saldo Neraca Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Penerima Likuidasi 

Pos Neraca Saldo 31 
Desember 2025 
(Unaudited) 

Saldo dari 
Likuidasi K/L 
Terdampak KMP 

% Saldo dari 
Likuidasi 
K/L 
Terdampak 
KMP 

A B C D 

Aset    

- Aset Lancar 7.987.804 6.127.160 76,71% 

- Aset Tetap - - - 

- Properti 
Investasi 

- - - 

- Piutang 
Jangka 
Panjang 

- - - 

    

Kewajiban    

- Kewajiban 
jangka 
pendek 

- - - 

- Kewajiban 
jangka 
panjang 

- - - 
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Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Kalimantan Barat 
 
Ditjen Kekayaan Intelektual 
(135.05.1300.693002) Sebagai Wilayah 
  
LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2025 (ANAUDITED) 
 
  
 
 
 
 
 
 
JL. KS. Tubun No. 26 
Pontianak,Kalimantan Barat 78121 
 
 
 
 



 

II  

KATA PENGANTAR 
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan 
laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan 
akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa 
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 
Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan 
Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan 
mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.  

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk 
meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan 
keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat . 
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan 
informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

 
Pontianak, 15 Januari 2026 
Kepala Kantor Wilayah 
 
 
 
Jonny Pesta Simamora NIP. 197312251993031001       
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IV  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 
 KALIMANTAN BARAT 

DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002) 
JL. K.S.Tubun No.26 Telp.(0561)732242-732229. Fax.(0561)762624 

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121  
  PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Penggabungan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) 
tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, 
(b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas,dan (e)Catatan 
atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah 
merupakan tanggung jawab kami,  sedangkan  substansi Laporan Keuangan dari 
masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. 

 
Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) tersebut telah 
disusun berdasarkan sistem  pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah 
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan 
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintahan. 
 

 
 

Pontianak, 15 Januari 2026 
Kepala Kantor Wilayah 
 
 
 Jonny Pesta simamora NIP. 197312251993031001         
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 
Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) ini telah disusun 
dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah 
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan 
Keuangan ini meliputi:(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan 
Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan  (5) Catatan atas Laporan 
Keuangan 
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-
LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan                   
31 Desember 2025. 
Tidak terdapat realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 pada 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002). 
Realisasi Belanja Negara per 31 Desember  Tahun 2025 adalah sebesar    
Rp 693.905.951,- atau mencapai 37,33 persen dari alokasi anggaran 
sebesar Rp. 1.858.873.000,-. 
2. NERACA 
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas  pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per                    
31 Desember  Tahun 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri 
dari: Aset Lancar sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar 
Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0. 
Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp0. 
3. LAPORAN OPERASIONAL  
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. 
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Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah 
sebesar (Rp693.905.951,-) sedangkan jumlah beban dari kegiatan 
operasional adalah sebesar Rp693.905.951,- sehingga terdapat Defisit dari 
Kegiatan Operasional senilai (Rp693.905.951,-). Surplus dari Kegiatan Non 
Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar        
(Rp693.905.951,-). 
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 
ditambah Defisit-LO sebesar (Rp. 693.905.951,-) kemudian ditambah 
dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp 
693.905.951,- ditambah dengan kenaikan/penurunan ekuitas sebesar 
Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 
senilai Rp0. 
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang 
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK 
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar 
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya 
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan 
berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan 
Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2025 disusun dan 
disajikan dengan menggunakan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  

KALIMANTAN  BARAT 
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002) 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  

31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 
(Dalam Rupiah) 

31 Desember 2024
ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  
   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 -                                          -                                       0,00 -                                         

                   JUMLAH PENDAPATAN -                                          -                                       0,00 -                                         
BELANJA B.2.
      Belanja Pegawai B.3 -                                          -                                       0,00 -                                         
      Belanja Barang B.4 1.858.873.000                 693.905.951                 37,33 -                                         
      Belanja Modal B.5 -                                          -                                       0,00 -                                         
      Belanja Bantuan Sosial B.6 -                                          -                                       0,00 -                                         

         JUMLAH BELANJA  1.858.873.000                 693.905.951                 37,33 -                                         

% CATATANURAIAN 31 Desember 2025

  
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan 
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II. NERACA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  KALIMANTAN BARAT DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002) N E R A C A UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN                         31 DESEMBER 2024 

(Dalam Rupiah) 
CATATAN 31 DESEMBER 2025 31 DESEMBER 2024

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                            -                                            Kas di Bendahara Penerimaan C.2 -                                            -                                            Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 -                                            -                                            Piutang Bukan Pajak C.4 -                                            -                                            Bagian Lancar TP/TGR C.5 -                                            -                                            Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 -                                            -                                            Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 -                                            -                                            Belanja Dibayar di Muka C.8 -                                            -                                            Pendapatan yang Masih harus Diterima C.9 -                                            -                                            Persediaan C.10 -                                            -                                            Jumlah Aset Lancar -                                            -                                            

Tagihan TP/TGR C.11 -                                            -                                            Tagihan Penjualan Angsuran C.12 -                                            -                                            Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 -                                            -                                            Jumlah Piutang Jangka Panjang -                                            -                                            

Tanah C.14 -                                            -                                            Peralatan dan Mesin C.15 -                                            -                                            Gedung dan Bangunan C.16 -                                            -                                            Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 -                                            -                                            Aset Tetap Lainnya C.18 -                                            -                                            Konstruksi dalam pengerjaan C.19 -                                            -                                            Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 -                                            -                                            Jumlah Aset Tetap -                                            -                                            
ASET LAINNYAAset Tidak Berwujud C.21 -                                            -                                            Aset Lain-Lain C.22 -                                            -                                            Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 -                                            -                                            Jumlah Aset Lainnya -                                            -                                            JUMLAH ASET -                                            -                                            

-                                            -                                            Uang Muka dari KPPN C.24 -                                            -                                            Utang kepada Pihak Ketiga C.25 -                                            -                                            Pendapatan Diterima di Muka C.26 -                                            -                                            Beban yang Masih Harus Dibayar C.27 -                                            -                                            Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -                                            -                                            -                                            -                                            

Ekuitas C.28 -                                            -JUMLAH EKUITAS -                                            --                                            -                                            

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

    Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 

KALIMANTAN  BARAT 
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002) 

LAPORAN OPERASIONAL 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN  31 DESEMBER 2024  

(Dalam Rupiah) 

 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan

CATATAN 31 DES 2025 31 DES 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 -                                  -                                 
-                                  -                                 

Beban Pegawai D.2 -                                  -                                 
Beban Persediaan D.3 -                                  -                                 
Beban Barang dan Jasa D.4 204.449.992            -                                 
Beban Pemeliharaan D.5 -                                  -                                 
Beban Perjalanan D.6 489.455.959            -                                 
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 -                                  -                                 
Beban Bantuan Sosial D.8 -                                  -                                 
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 -                                  -                                 
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 -                                  -                                 

693.905.951            -                                 
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (693.905.951)           -                                 

D.11
Surplus Penjualan Aset Nonlancar -                                  -                                 
Defisit Penjualan Aset Non Lancar -                                  -                                 
Defisit Selisih Kurs -                                  -                                 
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                  -                                 
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                  -                                 
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -                                  -                                 
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (693.905.951)           -                                 

D.12
Pendapatan PNBP -                                  -                                 
Beban Perjalanan Dinas -                                   
Beban Persediaan -                                  -                                 

SURPLUS/DEFISIT LO (693.905.951)           -                                 

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN 
PENDAPATAN  
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  

KALIMANTAN  BARAT 
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (693002) 

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN  31 Desember 2024  

(Dalam Rupiah) 
URAIAN CATATAN 31 DESEMBER 2025 31 DESEMBER 2024

EKUITAS AWAL E.1 -                                                      -                                                      
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (693.905.951)                               -                                                      KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 
EKUITAS E.3 -                                                      
            DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN -                                                      
            KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
            PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 -                                                      -                                                      
            KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 -                                                      -                                                      
            SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                                      -                                                      
            KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 -                                                      -                                                      
            KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 -                                                      -                                                      
JUMLAH -                                                      -                                                      
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 693.905.951                                -                                                      
EKUITAS AKHIR E.5 -                                                      -                                                      

E.3.1 -                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 
Keuangan
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 A.  PENJELASAN UMUM 
 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat  
Dasar Hukum 
Entitas dan 
Rencana 
Strategis 

 

Kantor Wilayah  Kementerian Hukum Kalimantan Barat 
Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) didirikan sebagai salah 
satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, 
khususnya pada wilayah Kalimantan Barat. 
Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002) berkomitmen dengan visi  “Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, 
dan Berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil 
Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 
Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. 
Untuk mewujudkan misi tersebut Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) 
melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai 
berikut: 

1. Membentuk peraturan Perundang-Undangan yang 
berkualitas dan melindungi kepentingan nasional; 

2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum 
yang berkualitas; 

3. Mendukung penegakan Hukum di Bidang Kekayaan 
Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, 
dan Pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, 
bermartabat dan terpercaya; 

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan 
dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan; 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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5. Melaksanakan peningkatan Kesadaran Hukum 
Masyarakat; 

6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran 
Keimigrasian dan Pemasyarakatan; serta 

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik 
melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan. 

Pendekatan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 
Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen 
Kekayaan Intelektual (693002) ini merupakan laporan 
keuangan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang 
dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 
Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002). Penyusunan 
Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) ini 
dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu 
serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 
mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran 
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi 
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk 
menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari 
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan 
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.  
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan 
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk 
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara  serta 
laporan manajerial lainnya.  

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002) per 31 Desember 2025 ini merupakan 
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laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen 
Kekayaan Intelektual (693002) yang meliputi wilayah serta 
satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang 
diberikan. 
Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) 
adalah 1 satuan kerja. 

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W 
 
 
No 

 
Kode 
Wil 

 
 

Satker 

 
Jumlah/Jenis 
Kewenangan 

 
Jumlah
Satker 

 
KP 

 
KD 

 
DK 

 
TP 

1 1300 Kantor Wilayah 
Kementerian  
Hukum 
Kalimantan Barat 
Ditjen Kekayaan 
Intelektual  
(693002) 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

Jumlah - 1 - - 1 
  

Basis 
Akuntansi 

 
A.3. Basis Akuntansi  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 
Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) menerapkan basis akrual 
dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, 
dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk 
penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.  
Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 
kas diterima atau dibayarkan.  
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Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang 
mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat 
kas atau setara kas diterima atau dibayar.  
Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dasar 
Pengukuran  

A.4. Dasar Pengukuran   
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002) dalam penyusunan dan penyajian Laporan 
Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan 
historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber 
daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 
diberikan untuk memperoleh aset tersebut.  

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya 
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi 
kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan 
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang 
asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata 
uang rupiah. 

Kebijakan 
Akuntansi 

A.5.  Kebijakan Akuntansi 
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per              

31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) telah 
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan 
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dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang 
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah 
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian 
Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan Intelektual 
(693002). Disamping itu, dalam penyusunannya telah 
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 
lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang 
digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen 
Kekayaan Intelektual (693002) adalah sebagai berikut: 

Pendapatan-
LRA 
 

(1) Pendapatan- LRA 
 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada 

Kas Umum Negara (KUN). 
 Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
nettonya (setelah dikompensasikan dengan 
pengeluaran). 

 Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 
pendapatan. 

Pendapatan-
LO 
 

(2) Pendapatan- LO 
 Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang 

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 
kembali. 

 Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas 
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu 
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara 
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai 
berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah 
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pelatihan selesai dilaksanakan 
o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara 

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. 
o Pendapatan Denda diakui pada saat 

dikeluarkannya surat keputusan denda atau 
dokumen lain yang dipersamakan 

 Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan 
azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan 
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 
dikompensasikan dengan pengeluaran). 

 Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber 
pendapatan. 

Belanja (3) Belanja 
 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening 

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo 
Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang 
bersangkutan yang tidak akan diperoleh 
pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

 Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas 
dari KUN.  

 Khusus pengeluaran melalui bendahara 
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat 
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN). 

 Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan.  

Beban 
 

(4) Beban 
 Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau 

potensi jasa dalam periode pelaporan yang 
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menurunkan ekuitas, yang dapat berupa 
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya 
kewajiban.  

 Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; 
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan 
manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

 Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Keuangan.  

Aset 
 

(5) Aset   
A Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, 

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 
Aset Lancar 
 

a. Aset Lancar 
 Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang 

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, 
atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.  

 Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai 
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di 
neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada 
tanggal neraca. 

 Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai 
yang timbul berdasarkan hak yang telah 
dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang 
dipersamakan, yang diharapkan diterima 
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan 
setelah tanggal pelaporan.  

 Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang 
dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini 
diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang 
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas 
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kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh 
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan 
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah 
sebagai berikut: 

Kualitas 
Piutang 

 
Uraian 

 
Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan 
pelunasan s.d. tanggal 
jatuh tempo 

0.5% 

Kurang 
Lancar 

Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama tidak 
dilakukan pelunasan 

10% 

Diraguk
an 

Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Kedua tidak 
dilakukan pelunasan 

 
 

50% 
 

Macet 

1. Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Ketiga tidak 
dilakukan pelunasan 100% 2. Piutang telah 
diserahkan kepada 
Panitia Urusan 
Piutang Negara/DJKN 

 
 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan 

Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua 
belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan 
sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  

 Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil 
perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan 
dengan: 
 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh 

dengan pembelian; 
 harga standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 
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 harga wajar atau estimasi nilai penjualannya 
apabila diperoleh dengan cara lainnya.   

Aset Tetap 
 

b. Aset Tetap 
 Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk 
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 1 tahun. 

 Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga 
perolehan atau harga wajar.  

 Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan 
minimum kapitalisasi sebagai berikut: 
a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan 

mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama 
dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta 
rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang 
nilainya sama dengan atau lebih dari 
Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan 
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, 
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran 
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset 
tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan 
barang bercorak kesenian.  

 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain 
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, 
rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum 
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah 
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos 
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Aset Lainnya. 
 Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat 
ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan di bidang  
pengelolaan BMN/BMD. 

Penyusutan 
Aset Tetap 
 

c. Penyusutan Aset Tetap 
 Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  

sehubungan  dengan penurunan kapasitas dan 
manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan 
penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan 
Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang 
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap 
pada Entitas Pemerintah Pusat. 

 Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 
a. Tanah 
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak 
berat dan/atau usang yang telah diusulkan 
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan 
penghapusan 

 Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  
Tetap  dilakukan  setiap akhir semester tanpa 
memperhitungkan adanya nilai residu. 

 Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  
menggunakan  metode  garis lurus yaitu dengan 
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari 
Aset Tetap secara merata setiap semester selama 
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Masa Manfaat. 
 Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat 
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara 
berupa Aset Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  
Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah sebagai 
berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 
Aset Tetap Lainnya (Alat 

Musik Modern) 4 tahun 
  

Piutang 
Jangka 
Panjang 

 
d. Piutang Jangka Panjang 

 Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam 
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah 
tanggal pelaporan. 

 Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan 
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan 
disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan. 
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Aset Lainnya 
 

e. Aset Lainnya 
 Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset 

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. 
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak 
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh 
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama 
dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang 
dibatasi penggunaannya. 

 Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai 
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah 
dikurangi akumulasi amortisasi. 

 Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas 
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa 
nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat 
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.  
Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  
dengan  berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat 
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara 
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas  Pemerintah  
Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah 
sebagai berikut:  
Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  
dengan  berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat 
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara 
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas  Pemerintah  
Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah 
sebagai berikut: 
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Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat (tahun) 
Software Komputer 4 
Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 
Desain Industri, Rahasia Dagang, 
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 
Tanaman Semusim. 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 
Perlindungan Varietas Tanaman 
Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 
Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 
 Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah 

disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan 
dikurangi akumulasi penyusutan.  
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Kewajiban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Kewajiban 
 Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan 
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.  

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam 
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 
panjang. 
a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai 
kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk 
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas 
bulan setelah tanggal pelaporan. 
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada 
Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus  
Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian 
Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang 
Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 
jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar 
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua 
belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu 
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat 
pertama kali transaksi berlangsung. 

 Ekuitas  g. Ekuitas  
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan 
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan 
lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas. 
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 
ANGGARAN 

Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025, 
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 
Ditjen Kekayaan Intelektual (693002) telah mengadakan revisi 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal 
ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja 
pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan 
kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. 
Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis 
belanja adalah sebagai berikut: 

ANGGARAN ANGGARAN
AWAL  SETELAH REVISI

Pendapatan
Pendapatan Jasa 0 -                                        
Pendapatan Lain-lain 0 -                                        

Jumlah Pendapatan -                                             -                                        
Belanja

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 1.858.873.000 1.858.873.000
Belanja Modal 0 0
Belanja Bantuan Sosial 0 0

Jumlah Belanja 1.858.873.000 1.858.873.000

31 DESEMBER 2025
Uraian

 

Realisasi 
Pendapatan  
Rp0 
 
 

 

B.1 PENDAPATAN 
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 
31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 
persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar 
Rp0. Tidak ada Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Kekayaan 
Intelektual (693002). 
Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat 
dilihat sebagai berikut: 
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 
2025 

Pendapatan Jasa -                             -                         -              
Pendapatan Lain-lain -                             -                         -              
Jumlah -                             -                         -              

Uraian
31 Desember 2025

Anggaran Realisasi  %  
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Realisasi 
Belanja Negara 
Rp 693.905.951,- 

B.2. BELANJA 
Realisasi Belanja pada per 31 Desember 2025 adalah 
sebesar Rp 693.905.951,- atau 37,33% dari anggaran 
belanja sebesar Rp 1.858.873.000,-. Rincian anggaran dan 
realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai 
berikut: 

 
 
 
 
 

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 

Anggaran Realisasi % Real 
Angg.

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 1.858.873.000 693.905.951 37,33
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial 0 0
Total Belanja Kotor 1.858.873.000 693.905.951 37,33
Pengembalian Belanja -                                 -                              

Total Belanja 1.858.873.000 693.905.951 37,33

Uraian
31 Desember 2025

 
 
 
 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat 
dalam grafik berikut ini: 

 

 
 

Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 tidak mengalami 
perubahan dibandingkan realisasi belanja pada per            
31 Desember 2024. Hal ini disebabkan tidak adanya 
perbandingan dengan anggaran pada Tahun 2024. 

0

1.858.873.000 

0 0

693.905.951 Anggaran
Realisasi
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 Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 Dan           
31 Desember 2024

URAIAN REALISASI                
31 DESEMBER 2025

REALISASI                          
31 DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Pegawai -                                     -                                         -                 
Belanja Barang 693.905.951                -                                         -                 
Belanja Modal -                                     -                                         -                 
Belanja Bantuan Sosial -                                     -                                         -                 

Jumlah 693.905.951                -                                         -                  
Belanja Pegawai 
Rp0 

B.3 Belanja Pegawai  
Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan         
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, 
baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah 
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan 
yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan 
dengan pembentukan modal. 
Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi 
belanja per 31 Desember 2025 tidak mengalami 
perubahan dari realisasi belanja 31 Desember 2024. Hal 
ini disebabkan antara lain oleh: 
1. Karena anggaran untuk belanja pegawai di tahun 2025 

dan 2024 tidak ada. 
 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 

URAIAN REALISASI 31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 0 0 -                   
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 -                   
Belanja Honorarium 0 0 -                   
Belanja Lembur -                           -                           -                   
Belanja Vakasi -                           -                           -                   
Jumlah Belanja Kotor 0 0 -                   
Pengembalian Belanja Pegawai -                               -                           -                   
Jumlah Belanja 0 0 -                    
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Belanja Barang 
Rp. 693.905.951,- 

 

B.4 Belanja Barang 
Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2025 dan                   
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 
693.905.951,- dan Rp0. Realisasi Belanja Barang               
31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari 
Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024. Hal ini 
antara lain disebabkan oleh adanya tidak ada realisasi      
31 Desember 2024.  

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025                    
dan 31 Desember 2024 

URAIAN REALISASI 31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Bahan 86.350.000 0 -                 
Belanja Sewa 1.140.000 0 -                 
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 488.855.959             0 -                 
Belanja Perjalanan Dalam Kota 600.000                     0 -                 
Belanja Jasa Profesi 116.959.992             0 -                 
Belanja Pemeliharaan -                                  0 -                 
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. -                                  0 -                 
Jumlah Belanja Kotor 693.905.951 0 -                 
Pengembalian Belanja -                                  0 -                 

Jumlah Belanja 693.905.951 0 -                  
Belanja Modal 
Rp0 
 

B.5 Belanja Modal 
Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan            
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran 
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 
mengalami penurunan sebesar 0% dibandingkan               
31 Desember 2024 disebabkan oleh implementasi 
akuntansi berbasis akrual, dan belanja modal di tahun 
2024 tidak ada. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN REALISASI  31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0,00
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 0 0 0,00  
 B.5.1 Belanja Modal Tanah 

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan           
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 tidak 
mengalami kenaikan atau penurunan. Hal ini disebabkan 
di tahun 2025 dan 2024 belanja modal tanah tidak ada. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI 31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

Naik 
(Turun) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Pengurukan dan 
Pematangan Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah  0 0 0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00  
 B.5.2  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per                
31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0, mengalami 
penurunan 0% dibandingkan dengan 31 Desember 2024 
yaitu sebesar Rp0.  
Hal ini disebabkan oleh tidah ada anggaran belanja modal 
peralatan dan mesin di tahun 2025 dan 2024. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN REALISASI  31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00  
 
 

B.5.3  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Realisasi Belanja Modal TA per 31 Desember 2025 dan     
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan 31 
Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan 
belanja dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini. 

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan 
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI  31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0
Jumlah Belanja 0 0 0,00  

 B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per    
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 
2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja 
dikarenakan tidak ada anggaran di belanja ini. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI  31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

Naik 
(Turun) %

Belanja Modal Jaringan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
dan Honor Pengelola Teknis Jaringan 0 0 0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00  
  

B.5.5  Belanja Modal Lainnya 
Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 
Rp0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 2025 tidak 
mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenan tidak 
ada anggaran di belanja ini. 

Belanja 
Bantuan Sosial 
Rp0 
 
 
 
 
 

B.6  Belanja Bantuan Sosial 
Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 
Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 
Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan 
belanja dikarenan tidak ada anggaran di belanja ini. 
Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah 
dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat 
untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat 
selektif. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-
kelompok masyarakat  yang mengalami masalah sosial 
yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan 
karena banyaknya daerah miskin. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN REALISASI  31 
DESEMBER 2025

REALISASI 31 
DESEMBER 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 
Istimewa Papua 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 
Istimewa Biak 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 
Istimewa Merauke 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00   
 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 
Kas di 
Bendahara 
Pengeluaran 
Rp.0,- 
 
 

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 
sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang 
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab 
Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP 
yang belum dipertanggungjawabkan atau belum 
disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas 
di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:  
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 
Keterangan 31 DES 2025 31 DES 2024

Uang tunai -                          -
Rekening Bank -

Jumlah -                          -  
Kas di 
Bendahara 
Penerimaan 
Rp0 

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan 
Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar  masing-
masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan 
meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank 
yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara 
Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan 
tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan 
Pajak.  
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Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 

Keterangan 31 DES 2025 31 DES 2024
Uang Tunai -                          -                            
Rekening Bank -                          -                            

Jumlah -                          -                             
 
Kas Lainnya 
dan Setara 
Kas  Rp.0 

 
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0. dan 
Rp0. 
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada 
bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, 
kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi 
jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam 
jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal 
pelaporan. 
Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah 
sebagai berikut:  

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas  per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 

31 DES 2025 31 DES 2024
-                               -                               

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan -                               -                               
-                               -                               
-                               -                               

Keterangan

Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya dari Hibah 

 
Piutang PNBP 
Rp0 

C.4 Piutang PNBP 
Saldo  Piutang PNBP per 31 Desember 2025 dan                 
31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. 
dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan 
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang 
telah diberikan namun belum diselesaikan 
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pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan 
disajikan sebagai berikut:  

Rincian Piutang PNBP  per 31 Desember 2025                           
dan 31 Desember 2024 

Uraian 31 DES 2025 31 DES 2024
Piutang PNBP -                                    -                                    
Piutang Lainnya -                                    -                                    

Jumlah -                                   -                                    
Bagian Lancar 
TP/TGR  Rp0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 
 

Saldo Bagian Lancar Tagihan  Tuntutan 
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per          
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing 
adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan 
TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum 
diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo 
dalam 12 bulan atau kurang.Rincian Bagian Lancar 
Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:  

Rincian Bagian Lancar TP/TGR   per 31 Desember 2025                   
dan 31 Desember 2024 

No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

1 Satker Kanwil kementerian Hukum 
Kalimantan Barat ditjen KI -                    -                    

-                   -                   Jumlah  
Bagian Lancar 
TPA  Rp0 

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  
Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-
masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA 
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam 
waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal 
pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:  
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Rincian Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2025                  
dan 31 Desember 2024

No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

1 Satker Kanwil Kementerian Hukum 
Kalimantan Barat Ditjen KI -                    -                    

-                   -                   Jumlah  
Penyisihan 
Piutang Tak 
Tertagih – 
Piutang 
Lancar Rp0 

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar  
Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang 
taktertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi 
atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan 
oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada 
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  
 Per 31 Desember 2025 

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak
Lancar -                            0.00% -                               
Kurang Lancar -                            0% -                               
Diragukan -                            0% -                               
Macet -                            0% -                               

Jumlah -                            -                               
Bagian Lancar TP/TGR

Lancar -                            0.00% -                               
Kurang Lancar -                            0% -                               
Diragukan 0% -                               
Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               
Bagian Lancar TPA

Lancar -                            0.00% -                               
Kurang Lancar -                            0% -                               
Diragukan 0% -                               
Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               
 Jumlah Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih -                            -                        
Belanja 
Dibayar di 
Muka Rp0 

C.8 Beban Dibayar di Muka 
Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 
31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 
dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang 
masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal 
neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan 
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secarapenuh namun barang atau jasa belum diterima 
seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah 
sebagai berikut: 

 Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025               
dan 31 Desember 2024 

Jenis 31 DES 2025 31 DES 2024
Pembayaran Internet -                           -                           
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin -                           -                           
Pembayaran Sewa Mobil Oprasional -                           -                           

Jumlah -                          -                           
Pendapatan 
yang Masih 
Harus 
Diterima Rp0 

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 
Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah 
sebesar Rp0. Dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas 
pelayanan yang telah diberikan namun belum 
disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih 
Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai 
berikut: 

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus 
Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

Jenis 31 DES 2025 31 DES 2024
Pendapatan Jasa Pelatihan -                           -                           
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan -                           -                           

Jumlah -                          -                           
Persediaan 
Rp.0 
 
 
 

C.10 Persediaan 
Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 
2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 
kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, 
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:  



 
 

- 33 -  

Rincian Persediaan  Per 31 Desember 2025                                 
dan 31 Desember 2024 

Persediaan 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Barang Konsumsi -                                  -                                  
Barang untuk Pemeliharaan -                                  -                                  
Suku Cadang -                                  -                                  
Barang Persediaan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat -                                  -                                  
Persediaan Lainnya -                                  -                                  

Jumlah -                                 -                                  
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada 
dalam kondisi baik. Tidak Terdapat barang konsumsi Rp0 
berada dalam dalam kondisi rusak dan tidak disajikan 
dalam Persediaan.  

Tagihan 
TP/TGR Rp0 

 
 

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi (TP/TGR) 

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan                   
31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.  
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada 
bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang 
melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. 
Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada 
pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu 
kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaianya. 
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
GantiRugi (TP/TGR ) per tanggal 31 Desember 2025 dan 
31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 
Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025                                

dan 31 Desember 2024 
No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024
1 Satker Kanwil kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Ditjen KI -                    -                    

-                   -                   Jumlah  
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Tagihan 
Penjualan 
Angsuran 
Rp0 
 
 

 C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran  
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal           
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian TPA untuk 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai 
berikut: 

No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

1 Satker Kanwil kementerian Hukum 
Kalimantan Barat Ditjen KI -                    -                    

-                   -                   Jumlah  
 

Penyisihan 
Piutang Tak 
Tertagih – 
Piutang 
Jangka 
Panjang Rp0 

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka 
Panjang  
Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka 
Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 
Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang 
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan 
Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi 
(TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang 
ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. 
Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka 
Panjang adalah sebagai berikut: 
Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka 

Panjang  per 31 Desember 2025 
Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                                     
Kurang Lancar -                            0% -                                     
Diragukan -                            0% -                                     
Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     
Tagihan PA

Lancar -                            0.00% -                                     
Kurang Lancar -                            0% -                                     
Diragukan -                            0% -                                     
Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     
 Jumlah Penyisihan Piutang 

Tak Tertagih -                            -                             
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Tanah Rp0 

 
 

 
C.14 Tanah 
Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup  Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen 
Kekayaan Intelektual (693002) per 31 Desember 2025 dan 31 
Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 
Rp0. 
Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:  

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember  2025 -Rp                             
   Mutasi tambah:
 Pembelian -Rp                              
Hibah -Rp                              
Reklasifikasi -Rp                              
   Mutasi kurang: -Rp                              
Revaluasi aset -Rp                              
Penghapusan -Rp                              
Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                             
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember  2025 -Rp                              
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                              

Peralatan dan 
Mesin Rp0 

C.15 Peralatan dan Mesin 
Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi nilai peralatan dan 
mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025
   Mutasi tambah:
Pembelian -Rp                           
Hibah -Rp                           
Transfer Masuk -Rp                           
Reklasifikasi Masuk -Rp                           
Koreksi tambah -Rp                           
   Mutasi kurang:
Penghentian aset dari penggunaan -Rp                           
Penghapusan -Rp                           
Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                           
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -Rp                           
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                            

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada 
Lampiran Laporan Keuangan ini. 
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Gedung dan 
Bangunan Rp0 

C.16 Gedung dan Bangunan 
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 
31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi 
terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan 
adalah sebagai berikut: 
Saldo per 31 Desember 2025 -                              
   Mutasi tambah:
Pembangunan Gedung -                              
    Mutasi kurang:
Koreksi pencatatan -                              
Saldo per 31 Desember 2025 -                              
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                              
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                               
Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada 
Lampiran Laporan Keuangan ini. 

Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 
Rp0 
 

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan 
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per Saldo per Saldo per 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo tersebut 
terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.  
Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 
tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2025 -                     
   Mutasi tambah:
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi -                     
   Mutasi kurang:
Koreksi Pencatatan -                     
Saldo per 31 Desember 2025 -                     
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                     
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                      

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan 
pada Lampiran Laporan Keuangan ini. 
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Aset Tetap 
Lainnya  Rp0 
 

 
C.18 Aset Tetap Lainnya 
Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung 
dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap 
Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
adalah Rp0 dan Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang 
bercorak kesenian. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap 
Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 
Saldo per 31 Desember 2025 -                      
   Mutasi tambah:
Pembelian -                      
   Mutasi kurang:
Koreksi pencatatan -                      
Saldo per 31 Desember 2025 -                      
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                      
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran 
Laporan Keuangan ini. 

Konstruksi 
dalam 
Pengerjaan  
Rp0 

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 
Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 
Rp0. dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan 
bangunan pada Kantor Akuntansi Istimewa Jayapura dan 
Biak yang proses pengerjaannya belum selesai sampai 
dengan tanggal neraca. Rincian KDP pada tanggal 
pelaporan adalah sebagai berikut: 

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 
No No Kontrak Nilai Kontrak % KDP Ket
1
2

Jumlah -                             -                                
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Akumulasi 
Penyusutan 
Aset Tetap  
Rp0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 
dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan 
alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 
disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 
Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset 
Tetap per 31 Desember 2025, sedangkan Rincian 
akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 
Laporan Keuangan ini. 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 
No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku
1
2
3
4

-Rp                              -Rp                              -Rp                              Akumulasi Penyusutan  
Aset Tak 
Berwujud Rp0 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.21 Aset Tak Berwujud 
Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset 
Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi 
dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud 
fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 
adalah sebagai berikut: 
Rincian Aset Tak berwujud 

Uraian Nilai
0
0
0

Mutasi: 
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Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 
Mutasi tambah:
pembelian -Rp                                 
Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 
Amortisasi -Rp                                 
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                                  

Aset Lain-Lain 
Rp0 
 

C.22 Aset Lain-Lain 
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan                    
31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain 
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam 
kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam 
operasional serta dalam proses penghapusan dari BMN. 
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 
Mutasi tambah:
- reklasifikasi dari aset tetap -Rp                                 
Mutasi kurang:
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -Rp                                 
- penghapusan BMN -Rp                                 
Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 
Akumulasi Penyusutan -Rp                                 
Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                                  

Akumulasi 
Penyusutan 
dan 
Amortisasi 
Aset Lainnya  
Rp0 
 

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset 
Lainnya 
Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya 
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi 
amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai 
berikut:  
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Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset 
Lainnya 

Aset Tetap Nilai Perolehan
Akumulasi 

Penyusutan/ 
Amortisasi 

Nilai Buku
Aset Tak Berwujud 0 0 0

0 0 0
0 0 0

Aset Lain-lain 0 0 0
Jumlah 0 0 0  

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan 
atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak 
dilakukan amortisasi. 

Uang Muka 
dari KPPN 
Rp.0,-  

C.24 Uang Muka dari KPPN 
Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 
31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp0. 
Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) 
atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN 
sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau 
dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal 
pelaporan. 

Utang kepada 
Pihak Ketiga 
Rp0 

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga 
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan 
Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan Honor 
Narasumber dimana SP2D LS belum dibayarkan karena 
sudah tutup buku di akhir bulan.  Rincian utang kepada 
pihak ketiga disajikan sebagai berikut: 
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Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 

No Uraian Jumlah 
1 Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor -Rp                           
2 Potongan Pajak yang belum disetor -Rp                           
4 Utang kepada Pihak Lainnya -Rp                           

-Rp                            Total  
Pendapatan 
Diterima di 
Muka Rp0 

C.26 Pendapatan Diterima di Muka 
Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024  sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan 
Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah 
disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum 
diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. 
Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga 
disajikan sebagai berikut:  

Rincian  Saldo Pendapatan Diterima di Muka 
Uraian Jumlah Penjelasan

Badan Swasta
Instansi Pemerintah 
Lainnya
Badan Lainnya
 Total -                        
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D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL   

Pendapatan 
PNBP Rp0 

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Jumlah Pendapatan untuk periode per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan 
Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari: 

 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak                        
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Pendapatan Jasa -                                        -                                   -                         
Pendapatan Lain-lain -                                        -                                   -                         

Jumlah -                                        -                                   -                         

31 DESEMBER 2025 31 DESEMBER 2024  NAIK 
(TURUN) % URAIAN

 

Beban yang 
Masih harus 
Dibayar Rp0 

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar 
Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan 
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada 
tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, 
dengan rincian sebagai berikut. 

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

Keterangan 31 DES 2025 31 DES 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar -                                -                                
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar -                                -                                
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar -                                -                                

Jumlah -                                -                                 
Ekuitas Rp0 C.28 Ekuitas  

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas 
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang 
merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan 
lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas. 
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Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang 
diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem 
akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO 
merupakan pengembalian beban pegawai, beban jasa, 
dan perjalanan dinas yang berasal dari transaksi tahun 
2024.  

Beban  
Pegawai Rp0 
 
 
 
 

D.2 Beban Pegawai  
Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan         
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, 
baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah 
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan 
yang berkaitan dengan pembentukan modal.  

 Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2025                      
dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DESEMBER 2025 31 DESEMBER 2024 NAIK 
(TURUN) %

Beban Gaji 0 -                       -           
Beban Tunjangan-Tunjangan 0 -                       -           
Beban Honorarium dan Vakasi 0 -                       -           
Beban Lembur -                        -                       -           

Jumlah 0 0 -            
Beban 
Persediaan Rp0 
 
 
 

D.3 Beban Persediaan  
Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0  
dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk 
mencatat konsumsi atas barang-barang  yang habis 
pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang 
dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban 
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Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 
2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2025                  
dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN 31 DESEMBER 2025 31 DESEMBER 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Persediaan Konsumsi 0 0 -               
Beban Persediaan Untuk Tujuan 
Strategis/Berjaga-jaga 0 0 -               
Beban Persediaan Lainnya -                            -                          -               

Jumlah Beban Persediaan 0 0 -                
Beban Barang 
dan Jasa Rp 
204.449.992,- 
 
 
 
 
 

D.4 Beban Barang dan Jasa  
Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan         
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 
204.449.992,- dan Rp.0. Barang dan Jasa terdiri dari 
beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang 
dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan 
entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul 
karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak 
menghasilkan aset tetap,dengan rincian sebagai berikut: 

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025                      
dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024 NAIK 
(TURUN) %

Beban Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid 0 0 0,00
Beban Bahan 86.350.000 0 0,00
Beban Barang NOn Operasional Lainya 0 0 0,00
Beban Barang Non Operasional Penanganan Covid 0 0 0,00
Beban langganan Daya dan Jasa lainya 0 0 0,00
Beban Sewa 1.140.000                 0 0,00
Beban Jasa Profesi 116.959.992            0 0,00
Beban Jasa Lainnya 0 0 0,00
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 0 0 0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 0 0 0,00

Jumlah 204.449.992 0 0,00  
Beban 
Pemeliharaan 
Rp0 
 

D.5 Beban Pemeliharaan  
Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan                
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang 
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dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau 
aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. 
Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 
dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025                    
dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024 NAIK 
(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Beban Pemeliharaan Lainnya 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  
Beban 
Perjalanan 
Dinas Rp. 
489.455.959,- 
 
 
+ 
 

D.6 Beban Perjalanan Dinas  
Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan         
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 
489.455.959,- dan Rp0. Beban tersebut adalah 
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas 
dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. 
Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk per 31 Desember 
2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:  
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025          

dan 31 Desember 2024 
URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024 NAIK 

(TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa 488.855.959           -                                 0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000                   -                          0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota -                                 -                                 0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota -                                 -                                 0,00

Jumlah 489.455.959 0 0,00  
Beban Barang 
untuk 
Diserahkan 
kepada 
Masyarakat 
Rp0 

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat 
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang 
untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban 
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pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada 
masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan 
entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 
2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat per 31 Desember 2025 dan                          

31 Desember 2024 
URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda 0 0 0,00
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda 0 0 0,00

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda 0 0 0,00
Jumlah 0 0 0,00  

Beban 
Bantuan 
Sosial Rp0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D.8 Beban Bantuan Sosial  
Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan             
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban 
pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada 
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-
menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial 
untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
sebagai berikut:  

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2025                 
dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  
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Beban 
Penyusutan 
dan Amortisasi 
Rp0 
 
 

D.9  Beban Penyusutan dan Amortisasi 
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per     
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan 
adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi  
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat 
disusutkan (depreciable assets) selama masa 
manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban 
Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi 
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. 
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 
Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai 
berikut:  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin -                  
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan -                  
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan -                  
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya -                  

Jumlah Penyusutan -                               -                  
Beban Amortisasi Software -                  
Beban Amortisasi ATB Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lain-lain -                  

Jumlah Amortisasi -                               -                  
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi -                               -                               -                   

Beban 
Penyisihan 
Piutang Tak 
Tertagih Rp0 
 
 
 
 

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan 
beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan 
piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan 
Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2025 dan          
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 
untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
sebagai berikut:   
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Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih             
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 0 0 0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

Surplus dari 
Kegiatan Non 
Operasional 
Rp0 

D.11 Kegiatan Non Operasional 
Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri 
dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan 
bukan merupakan tugas pokok dan fungsi 
entitas.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025         
dan 31 Desember 2024 

URAIAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Penjualan Alat Angkut 0,00
Penjualan Alat Kantor 0,00
Defisit Selisih Kurs 0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan -                         0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan -                         0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0 0 0,00
*) Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena 
kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga 
Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian 
persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) 

Defisit Pos 
Luar Biasa 
Rp0 

D.12 Defisit Pos Luar Biasa 
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang 
sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan 
berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa 
untuk  31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
sebagai berikut: 
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Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2025 dan                      
31 Desember 2024

URAIAN 31 DESEMBER 2025 31 DESEMBER 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Pendapatan PNBP 0,00
Beban Perjalanan Dinas 0,00
Beban Persediaan 0,00

Jumlah 0 0 0,00  
  

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN 
PERUBAHAN EKUITAS  

Ekuitas Awal 
Rp0 

E.1 Ekuitas Awal 
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan             
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0.  

Defisit LO 
Rp(693.905.951) 

E.2 Surplus (Defisit) LO 
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada        
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit 
sebesar Rp(693.905.951,-) dan Rp0. Defisit LO 
merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit 
kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan  
kejadian luar biasa.  

Dampak 
Kumulatif 
Perubahan 
Kebijakan 
Akuntansi/Ke
salahan 
Mendasar 
Rp0 
 

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 
Akuntansi/Kesalahan Mendasar 
Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang 
berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp0. 

Penyesuaian 
Nilai Aset 
Rp0 

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset 
Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan 
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hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan 
kebijakan harga perolehan terakhir.  

Koreksi Nilai 
Persediaan Rp0 
 
 

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan 
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai 
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam 
penilaian persediaan yang terjadi  pada periode 
sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi 
Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2025 adalah sebagai 
berikut: 

Rincian Koreksi Nilai Persediaan 

1. Barang Konsumsi
2. Suku Cadang
3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan
4. Barang Persediaan Lainnya 

Jumlah -                                          

KoreksiJenis Persediaan

 
Selisih 
Revaluasi Aset 
Tetap Rp0 
 
 
 

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap 
Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang 
muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. 
Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 
pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 
masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  

Koreksi Nilai 
Aset Tetap Non 
Revaluasi Rp0 
 
 

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang 
berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari 
transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang 
bukan karena revaluasi nilai.  
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Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi                        
31 Desember 2025

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan

Jumlah -                                 

Nilai KoreksiJenis Aset Tetap

 
Koreksi Lain-
lain Rp0 
 

E.3.6 Koreksi Lain-lain 
Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada         
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 
Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang 
terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas 
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, 
piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:  

Rincian Koreksi Lain-Lain  

Koreksi Beban
Koreksi Pendapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban
Koreksi Hibah

Jumlah -                                 

Jumlah KoreksiJenis Beban 
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Transaksi 
Antar Entitas 
Rp 693.905.951,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.4 Transaksi Antar Entitas 
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang 
berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
adalah masing-masing sebesar  Rp. 693.905.951,- dan 
Rp.0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang 
melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik 
internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan 
BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 

Diterima dari Entitas Lain -                              
Ditagihkan ke Entitas Lain -                              
Transfer Masuk -                              
Transfer Keluar -                              
Pengesahan Hibah Langsung -                              
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung -                              

Jumlah -                              

NilaiTransaksi Antar Entitas

 
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan 
ke Entitas Lain (DKEL) 
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain 
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan 
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada 
periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0  
sedangkan DKEL sebesar Rp0. 
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar 
Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan 
perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas 
lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-
BUN.  
Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 
2025 sebesar Rp0 terdiri dari: 
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Ekuitas Akhir 
Rp0 
 

Entitas Asal

1  Peralatan dan Mesin  Ditjen KI -                                      
3 Persediaan -

Jumlah -                                      

NilaiJenisNo

 
Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal          
31 Desember 2025 sebesar Rp0. 
E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian 
Pengesahan Hibah Langsung 
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas 
pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang 
maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah 
dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 
dari total Rp0 yang diterima sepanjang 31 Desember 
2025. 
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan 
transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung 
entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 
sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0. 
Rincian Pengesahan Hibah untuk 31 Desember 2025 
adalah sebagai berikut: 
No Penerima Hibah Bentuk Hibah Nilai Hibah
1 Kantor Wilayah Uang

Barang
-Rp                                
-Rp                                
-Rp                          Jumlah

Total Pengesahan
Pengesahan Pengembalian Hibah

Rincian Penerimaan Hibah Langsung per Satker                
31 Desember 2025 disajikan pada lampiran. 
E.5 Ekuitas Akhir 
Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 
31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
dan Rp0. 
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. 

 F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 
NERACA 

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal 
neraca.  

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 
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KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT 

  Jalan K.S Tubun Nomor 26 Pontianak Kalimantan Barat 78121 
Laman : www.kalbar.kemenkum.go.id surel : kanwilkalbar@kemenkum.go.id 

            
 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL 
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2025 

 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Umum 

Kekayaan Intelektual (KI) atau Intellectual Property Rights (IPR) adalah hak 

alamiah atau hak dasar yang dimiliki seseorang berkaitan dengan intelektualitas 

yang meliputi akal atau rasio manusia yang harus dihormati dan dihargai oleh 

manusia lainnya. Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan 

pelindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat merupakan instansi 

vertikal yang dibawahi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Sebagai 

perwakilan Kementerian Hukum Republik Indonesia di wilayah, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat bertanggung jawab kepada Menteri Hukum 

Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat berpedoman kepada peraturan perundangan dan 

kebijakan yang diberikan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pelindungan 

Hukum Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pemilik HKI untuk melindungi 

hasil karya anak bangsa. Dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum 

terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut. 

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja 

sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis 

di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan 

penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan 

intelektual komunal. Tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri 

Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum. 
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Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual secara umum mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas 

teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan 

tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, 

pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual melalui pendaftaran 

Merek Kolektif (One Village One Brand), Merek Personal, Paten, Hak Cipta, Desain 

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang, dan 

inventarisasi kekayaan intelektual komunal (KIK) seperti Ekspresi Budaya 

Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Indikasi Geografis 

di Kota Pontianak Kalimantan Barat. 

Dalam rangka mendorong Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 

ini terdapat 8 (delapan) program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

yang akan direalisasikan melalui target kinerja dan perjanjian kinerja Kepala Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum sebagai barometer peningkatan permohonan 

kekayaan intelektual dan kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya 

pemanfaatan kekayaan intelektual, yaitu diantaranya: 

1. Pengembangan Aparatur Sumber Daya Manusia; 

2. Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual di masyarakat; 

3. DJKI Goes to Campus/ Pesantren dan Industri; 

4. Pelaksanaan Mobile Intellectual Property Clinic tingkat Kabupaten; 

5. Percepatan penyelesaian permohonan UMKM baik Merek, Paten, dan 

Desain Industri; 

6. Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual; 

7. Transformasi layanan kekayaan intelektual berbasis teknologi informasi; 

8. Menyukseskan Tahun Tematik Kekayaan Intelektual 2025 sebagai Tahun 

Hak Cipta dan Desain Industri. 

 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menyusun berbagai rencana 

kerja yang dikemas dalam 2 (dua) Program Utama, antara lain: 

 Catur Program Unggulan (CPU): 

-  Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia; 

-  Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual; 

-  Klinik KI Bergerak (KKIB); dan 
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-  Akselerasi penyelesaian permohonan KI (berfokus pada Merek, Desain 

Industri dan Paten Sederhana). 

 Catur Program Prioritas (CPP): 

-   Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual; 

-  Peningkatan permohonan KI melalui sosialisasi, edukasi dan diseminasi; 

-  Pengembangan kompetensi Aparatus SDM dilingkungan DJKI; 

-  Transformasi layanan KI berbasis digital. 

 

Prioritas Nasional di Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2024 - 2029 bahwa 

dalam rangka mewujudkan Asta Cita Pemerintahan Presiden Republik Indonesia 

Tahun 2024 - 2029, DJKI memiliki peran strategis dalam klaster agenda 

pembangunan supremasi hukum, penyusunan naskah konsepsi rancangan 

Peraturan Presiden mengenai Roadmap pengembangan KI di Indonesia. 

Pelindungan Hukum dibidang Kekayaan Intelektual sangat penting bagi 

pemegang Hak Kekayaan Intelektualnya untuk melindungi hasil karya anak bangsa. 

Dalam memberikan kepastian dan pelindungan hukum terhadap Hak Kekayaan 

Intelektual tersebut, maka diperlukannya suatu kegiatan untuk memastikan 

Percepatan Permohonan KI diproses oleh DJKI, oleh karenanya Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang dalam hal ini 

telah melaksanakan amanah selama masa transisi menjadi Kementerian Hukum 

Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Barat, dimana dalam kesempatan 

ini dalam rangka Inventarisasi permohonan Kekayaan Intelektual, Pencegahan 

Potensi terjadinya Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dan mencanangkan 

kawasan karya cipta dan/atau kawasan desain industri di Kalimantan Barat. 

Penyebarluasan informasi mengenai kekayaan intelektual sangat penting 

dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat di Kalimantan Barat yang belum 

memahami arti dan fungsi dari pelindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatan 

kekayaan intelektual itu sendiri, oleh karena itu Kantor Wilayah Kalimantan Barat 

khususnya Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual senantiasa meningkatkan 

edukasi, publikasi, promosi, sosialisasi dan diseminasi tentang hak kekayaan 

intelektual guna meningkatkan kesadaran masyarakat Kalimantan Barat khususnya 

di Kalimantan Barat melalui kegiatan program di bidang Kekayaan Intelektual. 

Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual sangat penting bagi pemilik HKI 

untuk melindungi hasil karya anak bangsa. Dalam memberikan kepastian dan 

pelindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual tersebut, maka 
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diperlukannya suatu kegiatan untuk memastikan Percepatan Permohonan KI 

diproses oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan guna merealisasikan sasaran kinerja  Bidang 

Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat menghadapi tantangan infrastruktur daerah, luas wilayah, karakter wilayah, 

dan kondisi geografis, sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia. Dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat tetap berorientasi pada output. 

 
B. Dasar Hukum 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang; 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri; 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu; 

4) Undang - Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta; 

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan 

Indikasi Geografis; 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang 

Kekayaan Intelektual Komunal; 

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2024 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dibidang Kekayaan Intelektual; 

10) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum; 

11) Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum; 
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12) Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 

tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di Lingkungan 

Kementerian Hukum; 

13) Surat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor : HKI-PR.01.03-24 tanggal 

5 Maret 2025 hal Mekanisme Penyampaian Laporan Kinerja Program Kekayaan 

Intelektual Kanwil Tahun 2025; 

14) Surat Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal 

Kementerian Hukum RI Nomor SEK.1-PR.04.05-807 tanggal 8 September 2025 

hal Notofikasi Perpanjangan Waktu Pelaporan Periode B08 Rencana Aksi 

Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025; 

15) Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia Satuan Kerja 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Nomor : SP DIPA-

135.05.2.693002/2025 tanggal 02 Desember 2024. 

 
C. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Adapun maksud dilaksanakannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) dalam rangka Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan 

Intelektual Periode Triwulan IV Tahun 2025, untuk : 

a) Menyajikan capaian kinerja Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor 

Wilayah Kalimantan Barat pada periode Semester II Tahun 2025; 

b) Melakukan rekapitulasi data perbandingan antara target, realisasi, dan 

capaian kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan 

disajikan dalam bentuk laporan; 

c) Mensukseskan Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri 2025 guna 

memajukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa 

Yang Terlindungi di Era Digital; 

d) Mendorong Kreativitas dan Inovasi Membina komunitas kreatif, baik 

dalam seni, sastra, maupun desain industri, agar terus berinovasi dan 

menghasilkan karya yang bernilai ekonomi; 

e) Memperkenalkan dan meningkatkan pengetahuan serta menarik 

kesadaran masyarakat untuk mencatatkan / mendaftarkan produk melalui 

KI dan juga memberikan wadah bagi pemilik KI (baik pencipta, desainer 

produk, pemilik merek dan inventor) yang terkenal di daerahnya untuk 
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mempromosikan dan memperkenalkan hasil karya mereka yang telah 

tercatat / terdaftar di DJKI; 

f) Menjadi agen diseminasi sebagai Guru Kekayaan Intelektual yang 

bertugas memberikan edukasi dan pemahaman kekayaan intelektual 

dilingkungan Sekolah Dasar/Sederajat atau Sekolah Menengah 

Atas/Sederajat dalam penyelenggaraan kegiatan DJKI mengajar; 

g) Menggali wawasan Kekayaan Intelektual secara aktif, baik dari Direktorat 

Jenderal Kekayaan Intelektual, maupun dari isu yang berkembang di 

masyarakat dan menanamkan pengetahuan mengenai Kekayaan 

Intelektual bagi Civitas Akademika. 

 
2. Tujuan 

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

dalam rangka Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual 

Periode Triwulan IV Tahun 2025, agar : 

a) Meningkatkan Kesadaran masyarakat atas Kekayaan Intelektual akan 

menciptakan semangat dan dorongan agar mereka terus melakukan 

inovasi yang akan berefek pada ketertarikan investor, mendukung ekonomi 

kreatif, mendukung komersialisasi karya intelektual sehingga berkontribusi 

pada pertumbuhan ekonomi kreatif dan kolaborasi membangun peluang 

kerja sama antara pelaku bisnis , investor peneliti dan para pemangku 

kepentingan; 

b) Meningkatkan Kesadaran masyarakat dan berguna untuk memetakan 

pendataan pelanggaran dibidang kekayaan intelektual di Indonesia guna 

meminimalisir pelanggaran kekayaan intelektual yang selama ini terjadi 

ditengah masyarakat; 

c) Partisipasi dalam kegiatan pameran di tingkat Provinsi Kabupaten/ Kota 

serta Perguruan Tinggi adalah sebagai sarana mengedukasi masyarakat 

tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual; 

d) Melakukan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja tahun 2025 di 

lingkungan Kementerian Hukum. 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka 

Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Periode Triwulan 

IV Tahun 2025 adalah kegiatan Sosialisasi, Edukasi, Promosi, Diseminasi dan 

Audiensi Kekayaan Intelektual di Wilayah, Fasilitasi Pendampingan Layanan KI, 

Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, dan Pemantauan 

Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah. 

 

 

 

BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

Tahun 2025 adalah Tahun Tematik Hak Cipta dan Desain Industri, dimana 

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan senantiasa berpedoman pada 

Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan indikator kinerja dan dukungan 

anggaran, antara lain sebagai berikut : 

1. Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah 2025 (PK Lama): 

No Sasaran Kegiatan 
Indikator  Kinerja 

Kegiatan 
Target 2025 

1. SK1. Terwujudnya 
Penegakan Hukum KI di 
Wilayah 

IKK1.1 Persentase 
Penyelesaian 
Aduan Pelanggaran 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

30% 

2. SK2. Meningkatnya 
Pemahaman Masyarakat 
terhadap Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

IKK2.1 Persentase 
masyarakat yang 
memahami 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

70% 

  IKK2.2 Persentase 
Peningkatan 
Permohonan 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

20% 

IKU Kanwil 2025 sebagai panduan perhitungan capaian 
 
2. Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah 2025 (PK Baru): 
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No Sasaran Kegiatan 
Indikator  Kinerja 

Kegiatan 
Target 2025 

1. Meningkatnya Layanan 
pelindungan dan 
pemanfaatan Kekayaan 
Intelektual di wilayah 

Tingkat kepatuhan 
layanan 
pelindungan dan 
pemanfaatan 
Kekayaan 
Intelektual di 
wilayah terhadap 
Standar Pelayanan 

85% 

2. Optimalnya Penanganan 
dan Penyelesaian 
Sengketa Hak Kekayaan 
Intelektual di kewilayahan 

Persentase 
Pelanggaran 
Kekayaan 
Intelektual di 
Kewilayahan yang 
Selesai Ditangani 

30% 

3. Meningkatnya Maturitas 
Pengelolaan Pemanfaatan 
Kekayaan Intelektual di 
Wilayah 

Tingkat Maturitas 
Pengelolaan 
Pemanfaatan 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

2,30 Level 

 

3. Rincian Output Kantor Wilayah 2025: 

No Rincian Output Target 2025 

1. RO1. Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah 600 Orang 

2. RO2. Fasilitasi Pendampingan Layanan KI 700 Orang 

3. RO3. Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI 3 Layanan 

 
4. Pagu Anggaran Kantor Wilayah 2025: 

No KRO RO Anggaran 2025 

1. 7121.BDC 
Fasilitasi dan Pembinaan 
Masyarakat 

Pagu awal 
Pagu efisiensi 
Pagu Relaksasi 

1.720.983.000 
500.000.000 

      211.970.000 
  001. Diseminasi dan 

Edukasi KI di 
Wilayah 

107,632,000 

  002. Fasilitasi 
Pendampingan 
Layanan KI 

537,849,000 

2. 7121.BKB 
Pemantauan Produk 

Pagu awal 
Pagu efisiensi 

137.890.000 
66.200.000 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bidang KI Triwulan IV Tahun 2025 
9 

 

  001. Pemantauan 
Potensi 
Pelanggaran 
HKI 

66.200.000 

JUMLAH PAGU AWAL 1.858.873.000 

JUMLAH PAGU EFISIENSI+PAGU RELAKSASI 711.970.000 

 
 
5. Jumlah SDM Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual  

No Jabatan Jumlah Keterangan 

1. Kabid Pelayanan KI 1 Orang - 

2. JFT Analis Kekayaan Intelektual 2 Orang  Ahli Pertama: 1 
Orang 

 Ahli Muda: 1 Orang 
 Ahli Madya : - 

3. JFU Bidang Pelayanan KI 7 Orang - 

4. CPNS Analis KI 3 Orang  Ahli Pertama: 3 

Orang 

5. Helpdesk Layanan KI 2 Orang - 

JUMLAH 15 Orang  

 

 

 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 
1.  Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 

a. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di 

wilayah 

1) Koordinasi terhadap antar Stakeholder terkait semakin intens khususnya 

kepada Aparat Penegak Hukum (APH), Tokoh Adat Istiadat, Instansi 

Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 

sehingga terbentuknya persamaan persepsi terkait pelindungan dan 

penegakan hukum kekayaan intelektual; 

2) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan 

Triwulan IV belum terdapat aduan pelanggaran KI di Wilayah. 
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Adapun capaian dari kegiatan terselenggaranya terwujudnya Penegakan 

Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah selama Triwulan IV adalah 0 (nol) 

dengan persentasi sebesar 100% (seratus persen), persentase 100% (seratus 

persen) ini adalah nihil (tidak ada) pengaduan. Target dari kegiatan 

terselenggaranya terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual 

selama 1 (satu) tahun adalah sebesar 30% (tiga puluh persen). 

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala dengan luas wilayah serta kondisi 

geografis Provinsi Kalimantan Barat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan 

Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah yaitu dengan 

adanya penyebarluasan informasi, inisiasi secara masiv dan publikasi 

penegakan hukum kekayaan intelektual baik melalui media cetak maupun 

elektronik. 

b. Persentase Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan 

Intelektual di wilayah 

1) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan 

Triwulan IV telah meningkat dengan capaian realisasi sebesar 100% dari 

pelaporan Triwulan III yang sejumlah 84,31% dengan target 70% 

pemahaman atas KI, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat terkait Kekayaan Intelektual di Wilayah. 

Adapun realisasi kegiatan dari Persentase masyarakat yang memahami 

KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan Edukasi tentang KI di 

Wilayah dengan metode Pre test dan Pos test pada Triwulan IV sejumlah 

198 (seratus sembilan puluh delapan) orang, dengan rincian kegiatan 

Pre test jumlah 195 peserta skor > 70 sejumlah 112, dan Pos test 

jumlah 198 peserta skor > 175. 

2) Persentase peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah 

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan 

Triwulan IV mengalami kenaikan permohonan KI di Wilayah berdasarkan 

data monitoring : https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/ periode 31 

Desember 2024 dibandingkan dengan 30 Desember 2025 sejumlah 2.973 

permohonan KI. 

 
Adapun jumlah permohonan KI periode 31 Desember 2024 sebanyak 713 

permohonan, dan periode 31 Desember 2025 sebanyak 2.973 permohonan dan 

sehingga mengalami kenaikan sebesar 98,97%. 
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Berdasarkan data Realisasi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

No Sasaran Kegiatan 
Indikator  Kinerja 

Kegiatan 
Target 
2025 

Realisasi 
TW IV 
2025 

1. SK1. Terwujudnya 
Penegakan Hukum 
KI di Wilayah 

IKK 1.1 Persentase 
Penyelesaian Aduan 
Pelanggaran 
Kekayaan Intelektual 
di Wilayah 

30% 100% 

2. SK2. Meningkatnya 
Pemahaman 
Masyarakat terhadap 
Kekayaan Intelektual 
di Wilayah 

IKK 2.1 Persentase 
masyarakat yang 
memahami Kekayaan 
Intelektual di Wilayah 

70% 100% 

  IKK 2.2 Persentase 
Peningkatan 
Permohonan 
Kekayaan Intelektual 
di Wilayah 

20 % 100% 

 

a) IKK 1.1 Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan 

Intelektual di Wilayah berdasarkan analisa capaian bahwa Realisasi 

Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah sampai dengan 

Triwulan IV Tahun 2025 belum terdapat aduan pelanggaran KI di Wilayah. 

Adapun pelaksanaan penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan 

intelektual di wilayah dapat dijelaskan guna terwujudnya penegakan 

Kekayaan Intelektual di suatu wilayah bergantung pada beberapa faktor 

utama, seperti regulasi yang jelas, kesadaran masyarakat, serta dukungan 

dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Berikut adalah beberapa 

aspek penting dalam mewujudkan penegakan KI di suatu wilayah, antara 

lain: 

 Regulasi yang Kuat dan Implementasi yang Konsisten 

- Pemerintah harus memiliki regulasi yang jelas dan tegas mengenai 

hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, dan 

desain industri; 

- Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk 

mengurangi pelanggaran, seperti pembajakan dan pemalsuan 

produk. 

 

 

 Kesadaran melalui Edukasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi 
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- Sosialisasi mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual perlu 

ditingkatkan, baik kepada pelaku usaha, akademisi, maupun 

masyarakat umum; 

- Kampanye publik dan program edukasi di sekolah serta universitas 

dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghormatan 

terhadap HKI. 

 Penguatan Aparat Penegak Hukum 

- Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan pengadilan, harus 

memiliki pemahaman yang baik tentang KI agar dapat menangani 

kasus dengan efektif; 

- Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) 

dan lembaga terkait lainnya sangat diperlukan. 

 Peningkatan Teknologi dalam Pengawasan 

Penggunaan teknologi dalam mendeteksi pelanggaran KI, seperti 

sistem pemantauan digital terhadap pelanggaran hak cipta di internet, 

sangat membantu dalam penegakan hukum. 

 Insentif bagi Pemilik KI 

- Pemerintah perlu memberikan insentif bagi para inovator, kreator, 

dan pelaku usaha agar mereka terdorong untuk mendaftarkan dan 

melindungi HKI mereka; 

- Pendanaan dan dukungan bagi industri kreatif juga akan 

memmbantu pertumbuhan ekosistem KI yang lebih sehat. Jika 

semua aspek ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka 

penegakan KI di suatu wilayah akan semakin kuat dan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif serta inovasi yang 

berkelanjutan. 
 

Oleh karena itu ntuk persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI 

di wilayah bulan Oktober sampai dengan bulan Desember (Triwulan IV) 

Tahun 2025 yaitu 100% dengan keterangan belum terdapat aduan 

pelanggaran KI di Wilayah. 

b) IKK 2.1 Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di 

Wilayah berdasarkan analisa capaian bahwa realisasi Bidang Pelayanan 

Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah periode Triwulan IV tahun 2025 

dalam rangka Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di Wilayah yang 
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diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dimana telah menghadirkan 

masyarakat baik itu pengusaha UMKM, perguruan tinggi, komunitas 

budaya maupun Perangkat Daerah terkait guna diberikan sosialisasi dan 

edukasi tentang pentingnya pemanfaatan dan pelindungan KI. 

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di 

suatu wilayah memerlukan pendekatan yang sistematis dan melibatkan 

berbagai pihak. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan: 

 Edukasi dan Sosialisasi 

- Mengadakan seminar, workshop, dan diskusi publik mengenai 

pentingnya KI bagi individu dan bisnis; 

- Mengajukan materi yang memuat tentang KI dalam kurikulum 

pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi; 

- Kampanye melalui media sosial, televisi, radio, dan platform digital 

untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 

 Pelatihan bagi Pelaku Usaha dan Kreator 

- Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, seniman, penulis, 

dan inovator mengenai manfaat perlindungan KI dan cara 

mendaftarkannya; 

- Menyediakan insentif bagi pelaku bisnis yang mendaftarkan KI 

mereka, seperti pembebasan biaya pendaftaran atau subsidi. 

 Penegakan Hukum yang Tegas dan Transparan 

- Memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran KI, seperti 

pembajakan dan pemalsuan produk; 

- Melakukan operasi penindakan secara berkala terhadap pelanggar 

HKI; 

- Meningkatkan transparansi dalam proses hukum agar masyarakat 

memahami konsekuensi dari pelanggaran KI. 

 Kolaborasi dengan Berbagai Pihak 

- Bekerja sama dengan pemerintah daerah, akademisi, komunitas 

kreatif, dan sektor swasta untuk menyelenggarakan program 

edukasi KI; 

- Mengajak influencer, tokoh masyarakat, dan media untuk 

menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya KI. 

c) IKK 2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di 

Wilayah berdasarkan analisa capaian bahwa Realisasi Bidang Pelayanan 
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Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah mulai bulan Oktober sampai dengan 

bulan Desember (Triwulan IV) Tahun 2025, yaitu perbandingan jumlah 

permohonan Kekayaan Intelektual periode Oktober - Desember 2024 

sebanyak 713 permohonan, dan periode Oktober - Desember 2025 

sebanyak 2.973 permohonan dan sehingga mengalami kenaikan sebesar 

98,97%. berdasarkan https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/, rumus 

yang digunakan adalah : menghitung penurunan persentase, dengan 

rumus: ((Nilai Awal - Nilai Akhir) / Nilai Awal) x 100%. 

Namun dengan adanya kenaikan dalam beberapa kategori permohonan 

KI, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan dan partisipasi dari 

sektor tertentu, seperti Pengusaha UMKM. Hal ini menunjukkan perlunya 

upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan pemanfaatan KI di 

berbagai sektor masyarakat yaitu kegiatan Promosi, Diseminasi, 

Sosialisasi maupun Edukasi yang merata serta menjangkau luas kepada 

seluruh lapisan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. 

 

2. Perjanjian Kinerja Perubahan (PK Desember 2025) 

•  Indikator Kinerja Kegiatan 1 “(IKK sesuai dengan yang terdapat pada Perjanjian 

Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan UKE I setelah PK Perubahan)” Target dan 

Realisasi Kinerja Tahun 2025  

 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 
Reali

sasi 
Capaian 

1. Meningkatnya Layanan 

pelindungan dan 

pemanfaatan Kekayaan 

Intelektual di wilayah 

Tingkat kepatuhan layanan 

pelindungan dan pemanfaatan 

Kekayaan Intelektual di wilayah 

terhadap Standar Pelayanan 

85% 100% Sampai dengan 

tanggal 31 

Desember 2025 

Berjumlah 2973 

permohonan  

2. Optimalnya Penanganan 

dan Penyelesaian 

Sengketa HKI di 

kewilayahan 

Persentase Pelanggaran 

Kekayaan Intelektual di 

Kewilayahan yang Selesai 

Ditangani 

30% 100% Terdapat 

pengaduan 

pelanggaran KI 

yang telah 

ditangani  dan 

dilaporkan kepada 
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Dit. Gakkum DJKI 

tercapai 

3. Meningkatnya Maturitas 

Pengelolaan Pemanfaatan 

Kekayaan Intelektual di 

Wilayah 

Tingkat Maturitas Pengelolaan 

Pemanfaatan Kekayaan 

Intelektual di Wilayah 

2,30 

Level 

3,47 

Level 

Proses 

pengukuran 

maturitas tahun 

2025 telah 

diperbaiki 

berdasarkan 

instrumen tercapai 

 

 

3. Capaian Rincian Output 

Berikut ini adalah capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang 

dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual dengan sasaran kinerja 

strategis Kantor Wilayah dengan analisis kinerja, sebagai berikut: 

a. Telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah periode 01 

Oktober s.d 31 Desember 2025 dengan rincian pagu awal senilai Rp. 

107,632,000,- dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 senilai Rp. 106,521,491,- 

dengan sisa anggaran senilai Rp. 1,110,509,- dengan persentase senilai 

98,97%; 

b. Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendampingan Layanan KI di Wilayah 

melalui kegiatan Koordinasi Layanan KI di Wilayah periode 01 Oktober s.d 31 

Desember 2025 dengan rincian pagu awal senilai Rp. 537,849,000,- dan 

realisasi Triwulan IV Tahun 2025 senilai Rp. 533,532,460,- dengan sisa 

anggaran senilai Rp. 4,316,540,- dengan persentase senilai 99,20%. 

c. Telah dilaksanakan kegiatan Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah 

melalui Pengawasan HKI di Wilayah periode 01 Oktober s.d 31 Desember 2025 

dengan rincian pagu awal senilai Rp.66.200.000,- dan realisasi Triwulan IV 

senilai Rp. 64,354,000,- dengan sisa anggaran senilai Rp. 1,846,000,- dengan 

persentase senilai 97,21% 
 

No Rincian Output 
Target 
2025 

Realisasi 
TW IV 2025 (diisi 

jumlah orang) 
1. RO1. Diseminasi dan Edukasi KI 

di Wilayah 
600 Orang 920 Orang 
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2. RO2. Fasilitasi Pendampingan 
Layanan KI 

700 Orang 1.799 Orang 

3. RO3. Pemantauan Potensi 
Pelanggaran HKI 

3 Layanan 2 Layanan 

 
a. RO1. Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah 

Pada Rincian Output Diseminasi dan Edukasi KI di Wilayah memiliki ketersedian 

anggaran Tahun 2025 tersisa Rp.1,110,509,- dengan realisasi anggaran 

Triwulan IV Tahun 2025 tercapai Rp.106,521,491,- atau sebesar 98,97%. 

Adapun keadaan ini mengikuti kondisi di wilayah. Dengan target 600 orang. 

b. RO2. Fasilitasi Pendampingan Layanan KI di Wilayah 

Pada Rincian Output Fasilitasi Pendampingan Layanan KI di Wilayah memiliki 

ketersedian anggaran tersisa Rp.4,316,540,- dengan realisasi anggaran 

Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp. 533,532,460,- atau sebesar 99,20%. 

Adapun kondisi ini menyesuaikan tahapan yang ada wilayah dengan 

memperhatikan parameter anggaran. Dengan target 700 Orang, Adapun 

realisasi target pada Triwulan IV Tahun 2025 tercapai sebanyak 2.973 

permohonan. Data dimaksud diperoleh berdasarkan 

https://dashboardmonitoring.dgip.go.id/. 

c. RO3. Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah 

Pada Rincian Output Pemantauan Potensi Pelanggaran HKI di Wilayah memiliki 

ketersedian anggaran tersisa Rp.1,846,000,- dengan realisasi anggaran 

Triwulan IV Tahun 2025 sejumlah Rp.64,354,000,- atau sebesar 97,21%. 

Adapun kondisi ini menyesuaikan tahapan yang ada wilayah dengan 

memperhatikan parameter anggaran. Dengan target berdasarkan Perjanjian 

Kinerja adalah 3 layanan, Adapun capaian realisasi target Triwulan IV Tahun 

2025 sebesar 100%. 

 
4.  Capaian Target Kinerja 2025 (Periode Triwulan IV) 

a. Tarja 1 : Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (B10 - B12) 

1) Telah diusulkan pencanangan kandidat Kawasan Berbasis Kekayaan 

Intelektual (KBKI) Rumah Belajar dan Galeri Kain Pantang sebagai 

Kawasan Karya Cipta atau Kawasan Desain Industri dengan nomor usulan 

W.16-UM.01.01-3363 tanggal 21 Juli 2025 hal Pengajuan Inventarisasi 

Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (Kawasan Karya 

Cipta) Rumah Belajar Kain Pantang Periode Tahap II Laporan B07-B09 

Tahun 2025; 
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2) Telah ditetapkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia terhadap Rumah 

Belajar Kain Pantang, Kabupaten Sintang sebagai Kawasan Berbasis 

Kekayaan Intelektual 2025 Kategori Kawasan Kekayaan Intelektual 

Komunal nomor M.HH-1.KI.09.02 Tahun 2025 tanggal 15 September 2025. 

 

b. Tarja 2 : Partisipasi dalam Kegiatan Pameran (B11 - B12) 

1) Edukasi kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan 

dan Perlindungan HKI pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 

Kabupaten Kubu Raya tanggal 24 Juni 2025 dengan jumlah 50 peserta 

dengan dilakukan metode Post Test dan Pre Test; 

2) Edukasi kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Pelindungan KI pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Juni 2025 dengan jumlah 50 peserta 

dengan dilakukan metode Post Test dan Pre Test; 

3) Edukasi dalam kegiatan Seminar Budaya oleh Sekretariat Tim Penggerak 

PKK Kabupaten Sekadau pada tanggal 25 Juli 2025 dengan jumlah 100 

peserta dengan dilakukan metode Post Test dan Pre Test; 

4) Membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam rangka 

kegiatan Partisipasi dalam kegiatan Pameran Gemilang Budaya 2025 di 

Museum Kalimantan Barat dari tanggal 08 s.d 11 Agustus 2025; 

5) Melakukan audiensi dan sosialisasi terhadap Perguruan Tinggi di 

Kalimantan Barat diantaranya Politeknik Tonggak Equator, Politeknik 

Negeri Ketapang, Universitas Tanjungpura Pontianak, Universitas Panca 

Bhakti Pontianak, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Institut Agama 

Islam Negeri Pontianak , Institut Teknologi Bisnis Sabda Setia (ITBSS) 

Pontianak; 

6) Melaksanakan kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pelindungan dan 

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual bagi Perguruan Tinggi dengan tema 

Hak Cipta di Era Kecerdasan Artifisial 2025 yang dilaksanakan di 

Universitas Panca Bhakti Pontianak pada tanggal 01 Desember 2025 

dengan jumlah 750 peserta. 

 
c. Tarja 3 : Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual 

(B11 – B12) 

1) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan 

Intelektual di Kabupaten Ketapang TA. 2025 pada 20 April s.d 22 April 2025 
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guna memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan 

berbasis Kekayaan Intelektual dengan Surat Perintah Kepala Kantor 

Wilayah Nomor : W.16.UM.03.07-1776 tanggal 16 April 2025; 

2) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan 

Intelektual di Kabupaten Sintang TA. 2025 pada 16-18 Juni 2025 guna 

memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis 

Kekayaan Intelektual dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Nomor 

: W.16-UM.03.07-2710 Tanggal 12 Juni 2025; 

3) Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan 

Intelektual di Kota Pontianak TA. 2025 pada 17 Juli 2025 guna memberikan 

edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan 

Intelektual pada Pusat perbelanjaan yang ada di Pontianak; 

4) Melaksanakan kegiatan pemantauan pada pusat perbelanjaan yang telah 

menjadi sasaran sertifikasi dan re-sertifikasi pada Gaia Bumi Raya City 

Kubu Raya pada tanggal 4 Oktober 2025; 

5) Telah dilakukan sertifikasi terhadap 12 (dua belas) Pusat Perbelanjaan di 

Provinsi Kalimantan Barat per tanggal 28 Juli 2025. 

 
d. Tarja 4 : Peningkatan dan Pemanfaatan IG (B12) 

1) Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Usulan Kekayaan Intelektual 

dengan Badan Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat terkait fasilitasi pembiayaan pendaftaran IndiGeo 

pada tanggal 28 Mei 2025; 

2) Mendorong potensi IndiGeo Kopi Robusta Gunung Niyul Kabupaten Landak 

melalui koordinasi intens dengan Sekretaris MPIG Kopi Liberika Kayong 

Utara pada tanggal 13 Juni 2025; 

3) Mendorong potensi IndiGeo proses pewarnaan alami Kain Pantang Sintang 

melalui kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan  KI di Kabupaten 

Sintang pada tanggal 16 s.d 18 Juni 2025; 

4) Telah terbit Sertifikat Indikasi Geografis Tenun Cual Sambas dengan nomor 

permohonan E-IG.11.2024.000018 nomor pendaftaran ID G 000000204 

tanggal 8 Januari 2025. 

 
 

e. Tarja 5 : Mendorong Daya Saing Produk Unggulan Daerah Melalui 

Permohonan Merek di Wilayah (B11 – B12) 
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1) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek 

Coffeeshop unggulan kota Pontianak ”NGOPIDIAPHEN” pada tanggal 14 

Mei 2025 dengan No Transaksi IPT2025100441; 

2) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek 

produk unggulan Kabupaten Sintang ”SEMPRONG79 BU IDA” pada 

tanggal 18 Juni 2025 dengan No Transaksi IPT2025131885; 

3) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek 

produk unggulan Kota Pontianak ”EVALUCENT” pada tanggal 28 Juni 2025 

dengan No Transaksi IPT2025140322; 

4) Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek 

produk unggulan Kabupaten Melawi ” RAISYA SARBINA” pada tanggal 03 

Juli 2025 dengan No Transaksi IPT2025145232; 

5) Telah terbit Sertifikat Merek sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten 

Sintang ”SEMPRONG79 BU IDA” dengan Nomor Permohonan 

DID2025056144 tanggal 18 Juni 2025; 

6) Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 50 permohonan KI melalui 

Bappeda Kabupaten Sintang pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan rincian 

permohonan pendaftaran Merek 30 permohonan dan 11 pencatatan Hak 

Cipta; 

7) Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 50 permohonan KI melalui 

Disporapar Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 22 Oktober 2025 

dengan rincian permohonan pendaftaran Merek 36 permohonan dan 9 

pencatatan Hak Cipta; 

8) Telah dilaksanakan pendampingan terhadap 28 pendaftaran merek 

kadaluarsa melalui Hotel Transera Pontianak pada tanggal 27 November 

2025 dengan rincian permohonan pendaftaran Merek 28 permohonan. 

 
f. Tarja 6 : Mendorong Peningkatan Permohonan Paten di Daerah (B11-B12) 

1) Telah dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan 

Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 20 s.d. 22 April 

2025 di Politeknik Negeri Ketapang dalam rangka koordinasi terkait dengan 

pembahasan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah kemenkum 

Kalimantan Barat dengan Politeknik Negeri Ketapang, sebagai bentuk 

komitmen nyata dalam penguatan pelindungan dan pengelolaan paten di 

lingkungan pendidikan tinggi; 
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2) Telah dilaksanakannya Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 

antara Kantor Wilayah kemenkum Kalbar dengan Institut Teknologi dan 

Bisnis Sabda Setia (ITBSS) Pontianak sekaligus kuliah umum terkait Paten 

Dan Legalitas Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual dihadiri 100 orang 

mahasiswa pada tanggal 14 mei 2025 di  ITBSS Pontianak; 

3) Telah dilaksanakannya Audiensi Koordinasi Dengan Politeknik Tonggak 

Equator pada tanggal 28 Mei 2025 pembahasan terkait dengan penyerahan 

draft Perjanjian Kerja Sama dan rencana dalam waktu dekat pelaksanaan 

penandatanganan disertai dengan kuliah umum terkait paten dalam rangka 

Peningkatan Permohonan Paten dan hak Cipta pada Kalangan Lembaga 

Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kalimantan Barat; 

4) Memberikan layanan konsultasi kepada Masyarakat yang hadir langsung ke 

Kantor Wilayah melalui tata cara proses pendaftaran dan pencatatan KI 

setiap Senin s.d Kamis (tatap muka) dan Jum’at secara Online (WhatsApp); 

5) Menerima kunjungan kerja oleh Direktur ITBSS Pontianak dan Rektor 

Universitas Panca Bhakti Pontianak dalam pembahasan mendorong 

peningkatan permohonan Paten di daerah tanggal 16 Juni 2025. 

6) Telah dilaksanakannya Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan Politeknik Negeri 

Ketapang melalui kegiatan Pemantauan Potensi Pelanggaran Kekayaan 

Intelektual Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual TA. 2025 di Kabupaten 

Ketapang oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat yang 

dilaksanakan pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Kantor 

Bupati Ketapang, dalam rangka Mendorong dan memfasilitasi Civitas 

Akademika Politeknik Negeri Ketapang untuk melaksanakan pendaftaran 

Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan Paten.   

7) Telah dilaksanakannya kegiatan Diseminasi Pendampingan Drafting Paten 

dan Paten Sederhana Tahun Anggaran 2025 sekaligus penandatanganan 

Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Tonggak Equator Pontianak dan 

Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tema “Membangun Budaya 

Paten di Perguruan Tinggi untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing 

Bangsa” pada tanggal 09 September 2025 bertempat di Aula Universitas 

Tanjungpura Pontianak. 
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MATRIKS REKAPITULASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN IV 
TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENKUM KALIMANTAN BARAT 

 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 
Target 

Capaian TW IV 
Analisa Capaian 

Realisasi Capaian 

1. SK1. 
Terwujudnya 
Penegakan 
Hukum KI di 
Wilayah 

Persentase 
Penyelesaian 
Aduan 
Pelanggaran KI 
di Wilayah 

30% 100% 100% Bidang Pelayanan Kekayaan 
Intelektual Kantor Wilayah sampai 
dengan TW IV belum terdapat aduan 
pelanggaran KI di Wilayah. 

2. SK2. 
Meningkatnya 
Pemahaman 
Masyarakat 
terhadap 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

IKK 2.1 
Persentase 
Masyarakat 
yang 
Memahami 
Kekayaan 
Intelektual di 
Wilayah 

70% 100% 100% Bidang Pelayanan Kekayaan 
Intelektual Kantor Wilayah sampai 
dengan TW IV sudah mencapai 
realisasi sebesar 100% pemahaman 
atas KI, untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran 
masyarakat tentang Kekayaan 
Intelektual di Wilayah. 

  IKK 2.2 
Persentase 
Peningkatan 
Permohonan KI 
di Wilayah 

20% 2.973 27,26% Bidang Pelayanan Kekayaan 
Intelektual Kantor Wilayah sampai 
dengan TW IV mengalami kenaikan 
permohonan KI di Wilayah dengan 
capaian sebesar 27,26% 
berdasarkan data monitoring : 
https://dashboardmonitoring.dgip.go.i
d/ periode 31 Desember 2025. 

 
 
 

MATRIKS REKAPITULASI CAPAIAN TARGET KINERJA TRIWULAN IV 
TAHUN 2025 KANTOR WILAYAH KEMENKUM KALIMANTAN BARAT 

No Uraian RO 
Anggaran 

(Rp) 
Realisasi 

(Rp) 
Persentase 

(%) 

Target 
(Januari 

s/d 
Desember) 

2025 

Realisasi 
TW IV 

Tahun 2025 

Realisasi 
(%) 

Analisis 

1. Diseminasi 
dan Edukasi 
KI di 
Wilayah 

107,632,000
,- 

106,521,491,
- 

98,97% 600 
Orang 

1000 
Orang 

100% Diseminasi 
Kekayaan 
Intelektual 
kegiatan 
Promosi dan 
Diseminasi 
di Perguruan 
Tinggi di 
wilayah 
Kalbar 
(UPB) 

2. Fasilitasi 
Pendamping
an Layanan 
KI 

537,849,000,- 533,532,460,- 99,20% 700 
Orang 

1.799 
Orang 

100%  Kegiatan 
Pendamping
an Layanan 
KI dari bulan 
Oktober s/d 
Desember 
2025 

3. Sosialisasi 
Pencegahan 

0,- 0,- - - - - Kegiatan 
Sosialisasi 
Pencegahan 
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Pelanggara
n HKI 

Pelanggaran 
HKI yang 
telah 
terlaksana 
pada TW II 
TA.2025 

4. Pemantaua
n Potensi 
Pelanggara
n HKI 

66.200.000,- 64,354,000,- 97,21% 3 
Layanan 

2 
Layanan 

100% Sesuai 
tahapan 
yang ada 
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BAB IV 

PENUTUP 

 
Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai rencana 

aksi percepatan perjanjian kinerja tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Semoga dapat memberi manfaat serta 

faedah dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

  Dibuat di Pontianak 
  Pada tanggal 05 Januari 2026 
   

  Kepala Kantor Wilayah, 
    
    
    
    
   Jonny Pesta Simamora 
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LAMPIRAN 

 
1. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Lama) 
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2. Perubahan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah (Baru) 
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3. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 1 - Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 2 - Partisipasi Dalam Kegiatan Pameran) 

Usulan pencanangan kandidat Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual (KBKI) Rumah Belajar 
dan Galeri Kain Pantang Sintang sebagai Kawasan Karya Cipta yang telah terbit dan ditetapkan 

Edukasi kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HKI 
pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya 50 Peserta 
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Edukasi dalam rangka kegiatan Sosialisasi Pelatihan HKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di 
Disporapar dan Bappeda Litbang Kab. Kubu Raya tanggal 24 dan 25 Juni 2025 dengan jumlah 
100 peserta. 

Membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam rangka kegiatan Partisipasi 
dalam kegiatan Pameran GIWATA BORNEO EXPO 2025 di halaman Ayani Megamall Pontianak 

Membuka booth layanan konsultasi kekayaan intelektual dalam rangka kegiatan Partisipasi 
dalam kegiatan Pameran GEMILANG BUDAYA KALIMANTAN BARAT 2025 di halaman Museum  
tanggal 10 Agustus 2025  



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bidang KI Triwulan IV Tahun 2025 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bidang KI Triwulan IV Tahun 2025 
32 

 

kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual 
bagi Perguruan Tinggi dengan tema Hak Cipta di Era Kecerdasan Artifisial 2025 yang 
dilaksanakan di Universitas Panca Bhakti Pontianak pada tanggal 01 Desember 2025 
dengan jumlah 750 peserta. 
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5. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 3 - Re-Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis 
Kekayaan Intelektual) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di 
Kabupaten Ketapang pada 20 s.d 22 April 2025 guna memberikan edukasi terkait Re-Sertifikasi 
pusat perbelanjaan berbasis KI. 

Melakukan kunjungan ke Pusat Perbelanjaan (Tenans) terkait Re-sertifikasi di Galeri Kain 
Pantang dan toko Semprong 79 Bu Ida melalui kegiatan Pendampingan Permohonan KI di 
Kabupaten Sintang tanggal 16 s.d 18 Juni 2025. 

Melakukan pemantauan langsung ke pusat perbelanjaan yang menjadi sasaran sertifikasi 
untuk melihat kondisi fisik, operasional, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku terkait 
kekayaan intelektual tanggal 23 Mei 2025. 
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Melaksanakan kegiatan Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual di 

Kota Pontianaktanggak 17 Juli 2025. 2025 pada 17 Juli 2025 guna memberikan 
edukasi terkait Re-Sertifikasi pusat perbelanjaan berbasis Kekayaan Intelektual 

Melaksanakan kegiatan pemantauan pada pusat perbelanjaan yang telah menjadi sasaran 
sertifikasi dan re-sertifikasi pada Gaia Bumi Raaya City Kubu Raya pada tanggal 4 Oktober 
2025 
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6. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 4 - Peningkatan dan Pemanfaatan IG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Usulan Kekayaan Intelektual dengan Badan 
Penelitian, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Kalbar terkait fasilitasi pembiayaan 
pendaftaran IndiGeo pada tanggal 28 Mei 2025. 

Mendorong potensi IndiGeo Kopi Robusta Gunung Niyul Kabupaten Landak melalui 
koordinasi intens dengan Sekretaris MPIG Kopi Liberika Kayong Utara tanggal 13 Juni 2025 

Mendorong potensi IndiGeo proses pewarnaan Kain Pantang Sintang melalui kegiatan 
Pendampingan Pengajuan Permohonan KI di Kabupaten Sintang tanggal 16 s.d 18 Juni 2025. 
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7. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 5 - Mendorong Daya Saing Produk Unggulan 
Daerah Melalui Permohonan Merek di Wilayah) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek Coffeeshop unggulan kota 
Pontianak ”NGOPIDIAPHEN” pada tanggal 14 Mei 2025 dengan No Transaksi IPT2025100441 

Telah terbit sertifikat merek produk unggulan Kabupaten Sintang ”SEMPRONG79 BU IDA” 
dengan nomor permohonan DID2025056144 tanggal 18 Juni 2025 

Pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan Kota Pontianak 
”EVALUCENT” pada tanggal 28 Juni 2025 dengan No Transaksi IPT2025140322. 
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Telah dilakukan pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran merek produk unggulan 
Kabupaten Melawi ” RAISYA SARBINA” pada tanggal 03 Juli 2025 dengan No Transaksi 
IPT2025145232. 

 

 

8. Dokumentasi Kegiatan (Tarja 6 - Mendorong Peningkatan Permohonan Paten 
di Daerah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan PKS antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan ITBSS 
Pontianak dirangkaikan Kuliah Umum terkait Paten dan Legalitas Pelindungan Hukum KI 
dihadiri 100 orang tanggal 14 Mei 2025. 

Audiensi Koordinasi dengan Politeknik Tonggak Equator pada tanggal 28 Mei 2025 
pembahasan terkait dengan penyerahan draft Perjanjian Kerja Sama. 
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Menerima kunjungan kerja oleh Direktur ITBSS Pontianak dan Rektor Universitas Panca Bhakti 
Pontianak dalam pembahasan mendorong peningkatan permohonan Paten di daerah tanggal 
16 Juni 2025. 

Pelaksanaan Kegiatan Penandatanganan PKS antara Kanwil Kemenkum Kalbar dengan 
Politeknik Negeri Ketapang pada tanggal 4 September 2025 di Ruang Rapat Kantor Bupati 
Ketapang dalam rangka Mendorong dan memfasilitasi pendaftaran Paten 
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Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Pendampingan Drafting Paten dan Paten Sederhana Tahun 
Anggaran 2025 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Tonggak 
Equator Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tema “Membangun Budaya 
Paten di Perguruan Tinggi untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Bangsa” pada tanggal 09 
September 2025 bertempat di Aula Universitas Tanjungpura Pontianak. 

Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi Pendampingan Drafting Paten dan Paten Sederhana Tahun 
Anggaran 2025 sekaligus penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Politeknik Tonggak 
Equator Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tema “Membangun Budaya 
Paten di Perguruan Tinggi untuk Mendukung Inovasi dan Daya Saing Bangsa” pada tanggal 09 
September 2025 bertempat di Aula Universitas Tanjungpura Pontianak. 
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DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

(013.08.1300. 693035) Sebagai Wilayah 

 

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 
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JL. KS. Tubun No. 26 

Pontianak,Kalimantan Barat 78121



I 
 

 

KATA PENGANTAR 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan 

laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) adalah salah satu entitas 

akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang 

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban 

atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan 

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini 

telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan 

informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.  

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan 

keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035). Disamping itu, laporan 

keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen 

dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

 

 

Pontianak, 28 Januari 2025 

Kepala Kantor Wilayah 

 

 

 
Jonny Pesta Simamora 
NIP. 197312251993031001
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035) 

JL. K.S.Tubun No.26 Telp.(0561)732242-732229. Fax.(0561)762624 

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT 78121  

 

 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

Penggabungan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan (693035) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang 

terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, 

(d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan per 31 

Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami,  

sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja 

merupakan tanggung jawab UAKPA. 

 

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (693035) tersebut telah disusun berdasarkan sistem  pengendalian intern 

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan 

posisi serta kinerja keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) 

secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

  

Pontianak, 28 Januari 2025 

Kepala Kantor Wilayah 

 

 

 

Jonny Pesta Simamora 

NIP. 197312251993031001 
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (693035) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:(1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) 

Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan  (5) Catatan 

atas Laporan Keuangan 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja 

selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. 

Tidak terdapat realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 pada KANTOR 

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUMKalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan (693035). 

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 265,909,099,- 

atau mencapai 46.25% (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 575,000,000,-. 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas  pada 31 Desember 2025 . Nilai aset per 31 Desember 2025 dicatat dan 

disajikan sebesar Rp.0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0; Piutang Jangka 

Panjang (netto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (netto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya 

(neto) sebesar Rp0. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. 

3. LAPORAN OPERASIONAL  

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode Januari 
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sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban 

dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. (265,909,099) sehingga terdapat 

Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 265,909,099). Surplus dari Kegiatan 

Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0 dan 

Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 265,909,099). 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 

tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp 0 ditambah Defisit-LO 31 Desember 

2025  sebesar (Rp. 265,909,099) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai 

Rp0 dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp. 265,909,099 ditambah dengan 

kenaikan/penurunan ekuitas sebesar Rp.0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 

31 Desember 2025 adalah senilai Rp.0. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan 

dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. 

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 

Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  

KALIMANTAN  BARAT 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2025  

 

(Dalam Rupiah) 

31 DES 2024

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  

   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 -                                          -                                          0,00 -                                          

                   JUMLAH PENDAPATAN -                                          -                                          0,00 -                                          

BELANJA B.2.

      Belanja Pegawai B.3 -                                          -                                          0,00 -                                          

      Belanja Barang B.4 575.000.000                    265.909.099                    46,25 -                                          

      Belanja Modal B.5 -                                          -                                          0,00 -                                          

      Belanja Bantuan Sosial B.6 -                                          -                                          0,00 -                                          

         JUMLAH BELANJA  575.000.000                    265.909.099                    46,25 -                                          

% thd AnggCATATANURAIAN
31 DES 2025

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Keuangan 



- 4 - 
 

II. NERACA  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 

KALIMANTAN BARAT 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)  

NERACA 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 

 (Dalam Rupiah)  
CATATAN  31 DES 2025 31 DES 2024

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                            -                                            
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 -                                            -                                            
Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 -                                            -                                            
Piutang Bukan Pajak C.4 -                                            -                                            
Bagian Lancar TP/TGR C.5 -                                            -                                            
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 -                                            -                                            
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 -                                            -                                            
Belanja Dibayar di Muka C.8 -                                            -                                            
Pendapatan yang Masih harus Diterima C.9 -                                            -                                            
Persediaan C.10 -                                            -                                            
Jumlah Aset Lancar -                                            -                                            

Tagihan TP/TGR C.11 -                                            
Tagihan Penjualan Angsuran C.12 -                                            -                                            
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 -                                            -                                            
Jumlah Piutang Jangka Panjang -                                            -                                            

Tanah C.14 -                                            -                                            
Peralatan dan Mesin C.15 -                                            -                                            
Gedung dan Bangunan C.16 -                                            -                                            
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 -                                            -                                            
Aset Tetap Lainnya C.18 -                                            -                                            
Konstruksi dalam pengerjaan C.19 -                                            -                                            
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 -                                            -                                            
Jumlah Aset Tetap -                                            -                                            

ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud C.21 -                                            -                                            
Aset Lain-Lain C.22 -                                            -                                            
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 -                                            -                                            
Jumlah Aset Lainnya -                                            -                                            

JUMLAH ASET -                                            -                                            

-                                            
-                                            

Uang Muka dari KPPN C.24 -                                            -                                            
Utang kepada Pihak Ketiga C.25 -                                            -                                            
Pendapatan Diterima di Muka C.26 -                                            -                                            
Beban yang Masih Harus Dibayar C.27 -                                            -                                            
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -                                            -                                            

-                                            -                                            

Ekuitas C.28 -                                            -                                            
JUMLAH EKUITAS -                                            -                                            

-                                            -                                            

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Laporan Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  

KALIMANTAN  BARAT 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)  

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 

(Dalam Rupiah) 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

CATATAN 31 DES 2025 31 DES 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 -                                      -                                      

-                                      -                                      

Beban Pegawai D.2 -                                      

Beban Persediaan D.3 -                                      

Beban Barang dan Jasa D.4 139.085.700                

Beban Pemeliharaan D.5 -                                      

Beban Perjalanan D.6 126.823.399                

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 -                                      -                                      

Beban Bantuan Sosial D.8 -                                      -                                      

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 -                                      

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 -                                      -                                      

265.909.099                -                                      

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (265.909.099)              -                                      

D.11

Surplus Penjualan Aset Nonlancar -                                      -                                      

Defisit Penjualan Aset Non Lancar -                                      -                                      

Defisit Selisih Kurs -                                      -                                      

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                      -                                      

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                      -                                      

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON 

OPERASIONAL
-                                      -                                      

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (265.909.099)              -                                      

D.12

Pendapatan PNBP -                                      -                                      

Beban Perjalanan Dinas -                                       

Beban Persediaan -                                      -                                      

SURPLUS/DEFISIT LO (265.909.099)              -                                      

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN  
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM 

KALIMANTAN  BARAT 

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (693035)  

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 

(Dalam Rupiah) 
URAIAN CATATAN 31 DES 2025 31 DES 2024

EKUITAS AWAL E.1 -                                                      -                                                      

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (265.909.099)                               
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 

EKUITAS
E.3 -                                                      

            DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN -                                                      

            KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

            PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 -                                                      -                                                      

            KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 -                                                      -                                                      

            SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                                      -                                                      

            KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 -                                                      -                                                      

            KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 -                                                      -                                                      

JUMLAH -                                                      -                                                      

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 265.909.099                                

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.5 -                                                      -                                                      

EKUITAS AKHIR E.6 -                                                      -                                                      

E.3.1 -                                                      

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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 A.  PENJELASAN UMUM 

 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal 

Peraturan Perundang-undangan 

Dasar 

Hukum 

Entitas 

dan 

Rencana 

Strategis 

 

Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat 

Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

(693035) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan Hukum kepada masyarakat di 

seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat. 

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah  Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan (693035)  berkomitmen dengan visi 

“Masyarakat memperoleh kepastian hukum“, dan Misi 

“Melindungi Hak Asasi Manusia”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah  Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan (693035) melakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut: 

1. Menciptakan Supremasi Hukum; 

2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak 

Asasi Manusia; 

3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara 

Nasional; 

4. Meningkatkan Kualitas Sumber DayaManusia. 

5. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan 

berkaitan implementasi Undang-Undang , peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi terkait 

dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 



- 8 - 
 

6. Membina secara efektif  Lembaga yang berbasis Hukum 

dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam 

melayani Masyarakat. 

7. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan 

terpercaya. 

8. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan 

keputusan yang andal kepada para pemangku 

kepentingan. 

9. Melakukan Pembinaan secara terhadap tahanan yang 

berada dalam masa penahanan pada Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang 

berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Hukum dan 

hak Asasi Manusia Kalimantan Barat 

10. Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang berkaitan 

dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyuluhan Hukum 

dengan sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta 

Pemerintah Daerah  yang ada dalam wilayah Kalimantan 

Barat. 

11. Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada 

Masyarakat yang membutuhkan. 

 

Pendekat

an 

Penyusun

an 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) ini 

merupakan laporan keuangan yang mencakup seluruh aspek 

keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan (693035). Penyusunan Laporan Keuangan 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit 

Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

(693035) ini dihasilkan melalui  Penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, serta disusun melalui Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MONSAKTI) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

bidang pengelolaan keuangan negara. Sistem MONSAKTI 

(Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) yaitu aplikasi 

resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang 

digunakan oleh satuan kerja (satker) untuk mengelola, memonitor, 

dan mengintegrasikan seluruh proses keuangan negara dalam 

satu sistem terpadu. 

MONSAKTI terdiri dari beberapa modul utama yang saling 

terintegrasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara 

pada satuan kerja, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, 

Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Aset Tetap dan 

Modul, Modul akuntansi dan Pelaporan serta Modul Administrasi 

Persediaan. 

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) per 31 

Desember 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh 

jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan (693035) yang meliputi wilayah serta satuan 

kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan. 

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (693035) adalah 1 (satu) satuan kerja. 
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Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W 

 

 

No 

 

Kode 

Wil 

 

 

Satker 

 

Jumlah/Jenis 

Kewenangan 

 

Jumlah 

Satker 

 

KP 

 

KD 

 

DK 

 

TP 

1 1300 Kantor Wilayah 

Kemenerian 

Hukum dan HAM 

Direktorat 

Jenderal 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

Kalimantan Barat  

 

 (693035) 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

Jumlah - 1 - - 1 

 

 

 

Basis  

Akuntansi 

 

A.3. Basis Akuntansi  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit 

Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 

(693035) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan 

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran.  

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayarkan.  
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Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui 

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau 

setara kas diterima atau dibayar.  

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dasar 

Pengukur

an  

A.4. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. 

Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan (693035)dalam penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai 

perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber 

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 

diberikan untuk memperoleh aset tersebut.  

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi 

yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang 

bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata 

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing 

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5.  Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 

Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat Unit Eselon Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (693035) telah mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) serta disusun melalui Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (MONSAKTI) sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan 

keuangan negara. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, 

dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik 

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan 

akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan 

ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh 

Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat Unit Eselon 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035). 

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan 

pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang 

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon Direktorat 

Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035) adalah 

sebagai berikut: 

Pendapat

an-LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

 

Pendapat

an-LO 

 

(2) Pendapatan- LO 

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

• Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas 

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya 

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus 
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pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan 

selesai dilaksanakan 

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional 

antara nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya 

surat keputusan denda atau dokumen lain yang 

dipersamakan 

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

Belanja 
(3) Belanja 

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan belanja terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan 

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja 

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan 

fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan.  

Beban 

 

(4) Beban 

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban.  
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• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya 

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja 

dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan 

fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan.  

 

Aset 

 

(5) Aset   

A Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang 

Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 

 

Aset 

Lancar 

 

a. Aset Lancar 

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang 

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau 

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan.  

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai 

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca 

dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 

neraca. 

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang 

timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat 

keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang 

diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan 

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. 

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang 

ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya 

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan 

penyisihannya adalah sebagai berikut: 
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Kualitas 

Piutang 

 

Uraian 

 

Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan 

s.d. tanggal jatuh tempo 
0.5% 

Kurang 

Lancar 

Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan 

Pertama tidak dilakukan 

pelunasan 

10% 

Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan 

Kedua tidak dilakukan 

pelunasan 

 

 

50% 

 

Macet 

1. Satu bulan terhitung 

sejak tanggal Surat 

Tagihan Ketiga tidak 

dilakukan pelunasan 100% 

2. Piutang telah diserahkan 

kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara/DJKN 

 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi 

(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik 

pada tanggal neraca dikalikan dengan: 

▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian; 

▪ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri; 

▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya.   

Aset 

Tetap 

 

b. Aset Tetap 

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan 

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau 

harga wajar.  
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• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan 

minimum kapitalisasi sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan 

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau 

lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang 

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua 

puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan 

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa 

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain 

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak 

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

• Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada 

usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan di bidang  pengelolaan BMN/BMD. 

Penyusuta

n Aset 

Tetap 

 

c. Penyusutan Aset Tetap 

• Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  

sehubungan  dengan penurunan kapasitas dan manfaat 

dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap 

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang 

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada 

Entitas Pemerintah Pusat. 
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• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat 

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada 

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

• Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  

dilakukan  setiap akhir semester tanpa memperhitungkan 

adanya nilai residu. 

• Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan  

metode  garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang 

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap 

semester selama Masa Manfaat. 

• Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset 

Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  

tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik 

Modern) 
4 tahun 
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Piutang 

Jangka 

Panjang 

d. Piutang Jangka Panjang 

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka 

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang 

dapat direalisasikan. 

Aset 

Lainnya 

 

e. Aset Lainnya 

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset 

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset 

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan 

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, 

aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas 

yang dibatasi penggunaannya. 

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto 

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi 

amortisasi. 

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan 

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak 

dilakukan amortisasi. Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  

ditentukan  dengan  berpedoman  Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat 

Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset 

Tak Berwujud pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  

umum  tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 

Software Komputer 4 
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Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 

Paten Biasa, Perlindungan Varietas 

Tanaman Semusim. 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

• Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan 

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan.  

 

Kewajiban 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kewajiban 

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah.  

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau 

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan 

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka 
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Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh 

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung. 

 Ekuitas  g. Ekuitas  

• Ekuitas merupakan selisih antara asset dengan 

kewajiban dalam satuperiode.Pengungkapan lebih 

lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

 B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 , 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Direktorat Jenderal Peraturan 

Perundang-undangan (693035) Kalimantan Barat telah 

melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

sebanyak delapan kali dari DIPA awal, pagu awal sebesar 

Rp.575.000.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar 

Rp.575.000.000. Sehinggga pagu anggaran terlihat sebagai 

berikut : 

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL  SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa 0 -                                        
Pendapatan Lain-lain 0 -                                        

Jumlah Pendapatan -                                             -                                        
Belanja

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 575.000.000 575.000.000
Belanja Modal 0 0
Belanja Bantuan Sosial 0 0

Jumlah Belanja 575.000.000 575.000.000

31 DES 2025

Uraian
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Revisi tersebut antara lain berupa pergeseran anggaran dalam 

satu KRO yang sama pada KRO Kebijakan Bidang Hukum dan 

HAM dan perubahan halaman III DIPA.  

Realisasi 

Pendapatan  

Rp.0 

 

 

 

B.1 PENDAPATAN 

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 atau mencapai 0 persen dari 

estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Tidak ada 

Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-

undangan (693035) Kalimantan Barat. 

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  per 31 Desember 2025 

Pendapatan Jasa -                                 -                   -                           
Pendapatan Lain-lain -                                 -                   -                           
Jumlah -                                 -                   -                           

Uraian
31 DES 2025

Anggaran Realisasi  % Real Angg. 

 

 

Realisasi 

Belanja 

Negara Rp. 

265,909,099 

B.2. BELANJA 

Realisasi Belanja pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 

265,909,099 atau 46,25% dari anggaran belanja sebesar 

Rp.575.000.000. Adanya pagu blokir sebesar Rp. 308,312,000 

karena efisiensi anggaran. Rincian anggaran dan realisasi belanja 

31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 

Anggaran Realisasi
% Real 
Angg.

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 575.000.000 265.909.099 46,25
Belanja Modal
Belanja Bantuan Sosial 0 0
Total Belanja Kotor 575.000.000 265.909.099 46,25
Pengembalian Belanja -                                 -                              

Total Belanja 575.000.000 265.909.099 46,25

Uraian
31 DES 2025
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Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam 

grafik berikut ini: 

 

 

 

Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 sebesar 46,25%. 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024

URAIAN
REALISASI 31 DES 

2025
REALISASI 31 DES 

2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Belanja Pegawai -                                         -                                         -                 
Belanja Barang 265.909.099                    -                                         -                 
Belanja Modal -                                         -                                         -                 
Belanja Bantuan Sosial -                                         -                                         -                 

Jumlah 265.909.099                    -                                         #DIV/0!
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Belanja 

Pegawai 

Rp.0 

B.3 Belanja Pegawai  

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 

2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.0. Belanja 

Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk 

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang 

berkaitan dengan pembentukan modal. 

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi 

belanja per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan dari 

realisasi belanja 31 Desember  2024. Hal ini disebabkan antara lain 

oleh: 

-tidak terdapat alokasi anggaran belanja pegawai TA. 2024 dan 

2024. 

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

URAIAN
REALISASI 31 

DES 2025
REALISASI 31 

DES 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 0 0 -                   

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 -                   
Belanja Honorarium 0 0 -                   
Belanja Lembur 0 0 -                   
Belanja Vakasi 0 0 -                   
Jumlah Belanja Kotor 0 0 -                   
Pengembalian Belanja Pegawai 0 0 -                   
Jumlah Belanja 0 0 -                    
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Belanja 

Barang Rp. 

265,909,099 

B.4 Belanja Barang 

Realisasi Belanja 0 % dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 

2024. Hal ini antara lain disebabkan adanya kenaikan beban 

perjalanan dinas dalam negeri. 

 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024  

URAIAN
REALISASI 31 DES 

2025
REALISASI 31 DES 

2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Belanja Barang Operasional 0 0 -                  
Belanja Barang Non Operasional 139.085.700 -                  
Belanja Jasa
Belanja Pemeliharaan -                               -                               -                  
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 126.823.399               
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. -                               -                               -                  
Jumlah Belanja Kotor 265.909.099
Pengembalian Belanja -                                    -                                    

Jumlah Belanja 265.909.099 0  

Belanja 

Modal Rp0 

 

B.5 Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja modal 

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi. 

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 sama 

dibandingkan 30 Desember 2024  disebabkan oleh implementasi 

akuntansi berbasis akrual, dan belanja modal di Tahun 2024 dan 

2021 tidak ada. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 

URAIAN 
REALISASI 31 DES 

2025
REALISASI 31 DES 

2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0,00
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 0 0 0,00
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Belanja 

modal 

tanah Rp 0 

B.5.1 Belanja Modal Tanah 

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Realisasi 

Belanja Modal per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan 

atau penurunan. Hal ini disebabkan di Tahun 2024 dan 2024 

belanja modal tanah tidak ada. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI 31 DES 

2025

REALISASI 31 DES 

2024

Naik 

(Turun) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Pengurukan dan 
Pematangan Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah  0 0

0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00  

Belanja 

modal 

peralatan 

dan mesin 

Rp 0 

B.5.2  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 

2025 adalah sebesar Rp0 dibandingkan dengan 31 Desember 

2024 yaitu sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh tidah ada 

anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dan 

2024. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 DES 2025 dan 31 

DES 2024 

URAIAN
REALISASI 31 DES 

2025
REALISASI 31 DES 

2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

Belanja 

modal 

gedung dan 

B.5.3  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Realisasi Belanja Modal  Gedung Dan bangunan per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 
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bangunan 

Rp 0 

 

dan Rp0. Realisasi belanja gedung dan bangunan 31 Desember 

2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenan 

tidak ada anggaran di belanja ini. 

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI 31 DES 

2025
REALISASI 31 DES 

2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

 

Belanja 

modal  

Jalan Rp 0 

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp. 0 dan Rp0. Realisasi per 31 Desember 2025 tidak 

mengalami kenaikan atau penurunan belanja dikarenan tidak 

ada anggaran di belanja ini. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI 31 

DES 2025
'REALISASI 31 

DES 2024
Naik 

(Turun) %

Belanja Modal Jaringan 0 0 0,00

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
dan Honor Pengelola Teknis Jaringan

0 0 0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

 

Belanja 

modal 

lainnya Rp 0 

B.5.5  Belanja Modal Lainnya 

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Realisasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami 

kenaikan/penurunan belanja dikarenan tidak ada anggaran di 

belanja ini. 
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Belanja 

Bantuan 

Sosial Rp0 

 

 

 

 

 

B.6  Belanja Bantuan Sosial 

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. 

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 tidak 

mengalami kenaikan/penurunan belanja dikarenan tidak ada 

anggaran di belanja ini. Belanja bantuan sosial merupakan 

belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa 

kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan 

bersifat selektif. 

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat  

yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat 

pendidikan yang disebabkan karena banyaknya daerah miskin. 

 

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN 
REALISASI 31 DES 

2025
REALISASI 31 DES 

2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

 

 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

Kas di 

Bendahara 

Pengeluaran 

Rp. 0 

 

 

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran  per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 

dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di 

bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal 

dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau 

belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian 

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:  
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Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024

Keterangan 31 DES 2025 31 DES 2024

Uang tunai -                          -
Rekening Bank -                          -

Jumlah -                          -                             

Kas di 

Bendahara 

Penerimaan 

Rp0 

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan  per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2025 adalah sebesar  masing-masing Rp.0 dan 

Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai 

dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung 

jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari 

pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara 

Bukan Pajak.  

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 

Keterangan 31 DES 2025 31 DES 2024

Uang Tunai -                          -                            
Rekening Bank -                          -                            

Jumlah -                          -                             

 

Kas Lainnya 

dan Setara Kas  

Rp0 

 

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas  per 31 Desember 2025 dan 30 

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan 

setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap 

dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang 

sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara 

Kasadalah sebagai berikut:  
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Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 

30 Desember 2024 

30  DES 2025 31 DES 2024

-                               -                               
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan -                               -                               

-                               -                               

-                               -                               

Keterangan

Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya dari Hibah 

 

Piutang PNBP 

Rp0 

C.4 Piutang PNBP 

Saldo  Piutang PNBP  per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang 

PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang 

atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun 

belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP 

disajikan disajikan sebagai berikut:  

Rincian Piutang PNBP per 31 Desember 2025  

dan 31 Desember  2024 

Uraian 31 DES 2025 31 DES 2024

Piutang PNBP -                                    -                                    

Piutang Lainnya -                                    -                                    

Jumlah -                                   -                                   
 

 

Bagian Lancar 

TP/TGR  Rp0 

 

 

 

 

 

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)  per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 

dan Rp.0.   Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan 

TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang 

akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.   merupakan 

Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca 

yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. 
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merupakang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang 

akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian 

Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:  

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

1
Satker Kanwil kemenkumham  

kalbar Ditjen PP kalimantan barat
-                        -                       

-                       -                      Jumlah  
 

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  

BagianLancar 

TPA  Rp0 

 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)  per 31 

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang 

akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau 

kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai 

berikut:  

Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

Satker Kanwil kemenkumham  kalbar 

Ditjen PP kalimantan barat
-                        -                       

-                       -                      Jumlah
 

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – 

Piutang Lancar 

Rp0 

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar  per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang 

lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan 

piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-

masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang 

Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  
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Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak
Lancar -                            0,00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan -                            0% -                               

Macet -                            0% -                               

Jumlah -                            -                               

Bagian Lancar TP/TGR
Lancar -                            0,00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan 0% -                               

Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               

Bagian Lancar TPA
Lancar -                            0,00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan 0% -                               

Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                       
 

C.8 Beban Dibayar di Muka 

Belanja Dibayar 

di Muka Rp0 

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus 

diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai 

akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun 

barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban 

Dibayar di Muka adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

Jenis 31 DES 2025 31 DES 2024

Pembayaran Internet -                           -                           

Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin -                           -                           

Pembayaran Sewa Gedung Kantor -                           -                           

Jumlah -                          -                          
 

 

Pendapatan 

yang Masih 

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima  per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. Dan 

Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah 

diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian 
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Harus Diterima 

Rp0 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis 

pendapatan sebagai berikut: 

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis 31 DES 2025 31 DES 2024

Pendapatan Jasa Pelatihan -                           -                           

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan -                           -                           

Jumlah -                          -                          
 

 C.10 Persediaan 

Persediaan 

Rp.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagihan TP/TGR 

Rp0 

 

 

Nilai Persediaan  per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Rincian Persediaan  per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024

Persediaan 31 DES 2025 31 DES 2024

Barang Konsumsi -                                  -                               

Barang untuk Pemeliharaan -                                  -                               

Suku Cadang -                                  -                               

Barang Persediaan untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat -                                  -                               

Persediaan Lainnya -                                  -                               

Jumlah -                                 -                               
 

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) 

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR)  per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-

masing sebesar Rp0. dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah 

tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau 
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tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan 

kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah 

tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian 

atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena 

kelalaianya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal  per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:  

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

1
Satker Kanwil kemenkumham  kalbar 

ditjen ham kalimantan barat
-                    -                    

-                   -                   Jumlah
 

  

Tagihan 

tuntutan 

Penjualan 

Angsuran 

Rp0 

 

 C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran  

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)  per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 

Rp0. 

Rincian TPA untukper 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024 

adalah sebagai berikut: 

No Debitur per Satker 31 DES 2025 31 DES 2024

1
Satker Kanwil kemenkumham  kalbar 

ditjen ham kalimantan barat
-                    

-                   -                   Jumlah
 

 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – 

Piutang Jangka 

Panjang Rp0 

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang  

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang  

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. 
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 Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang 

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan 

Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-

masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih 

Jangka Panjang adalah sebagai berikut: 

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka 

Panjang per 31 Desember 2025  

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                                     

Kurang Lancar -                            0% -                                     

Diragukan -                            0% -                                     

Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

Tagihan PA
Lancar -                            0.00% -                                     

Kurang Lancar -                            0% -                                     

Diragukan -                            0% -                                     

Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                            
 

 

 

Tanah Rp0 

 

C.14 Tanah 

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Unit Eselon 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (693035)  

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut: 
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Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025 -Rp                             

   Mutasi tambah:

 Pembelian -Rp                              

Hibah -Rp                              

Reklasifikasi -Rp                              

   Mutasi kurang: -Rp                              

Revaluasi aset -Rp                              

Penghapusan -Rp                              

Saldo per  31 Desember 2025 -Rp                             

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025 -Rp                              

Nilai Buku per  31 Desember 2025 -Rp                             
 

 C.15 Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan 

Mesin Rp0 

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan ini. 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025 -Rp                           

   Mutasi tambah:

Pembelian -Rp                           

Hibah -Rp                           

Transfer Masuk -Rp                           

Reklasifikasi Masuk -Rp                           

Koreksi tambah -Rp                           

   Mutasi kurang:

Penghentian aset dari penggunaan -Rp                           

Penghapusan -Rp                           

transfer keluar -Rp                           

31 Desember 2025 -Rp                           

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -Rp                           

Nilai Buku per  31 Desember 2025 -Rp                            

C.16 Gedung dan Bangunan 

Gedung dan 

Bangunan Rp0 

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2025 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap 

Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai 

berikut: 
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Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan ini 

saldo per  31 Desember 2025 -                              

   Mutasi tambah:

Pembangunan Gedung -                              

    Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                              

Saldo per 31 Desember 2025 -                              

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 DES 2024 -                              

Nilai buku per 31 Desember 2025 -                              
 

 

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, Irigasi 

dan Jaringan 

Rp0 

 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi.  

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan ini. 

Saldo per  31 Desember 2025 -                     

   Mutasi tambah:

Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi -                     

   Mutasi kurang:

Koreksi Pencatatan -                     

Saldo per 31 Desember 2025 -                     

Akumulasi Penyusutan s.d.  31 DES 2024 -                     

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                     
 

 

C.18 Aset Tetap Lainnya  

Aset Tetap 

Lainnya  Rp0 

 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya 

per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah Rp0 dan 

Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. 
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Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan 

Keuangan ini. 

Saldo per  31 Desember 2025 -                      

   Mutasi tambah:

Pembelian -                      

   Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                      

Saldo per 31 Desember 2025 -                      

Akumulasi Penyusutan s.d.  31 31 Desember 2025 -                      

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Konstruksi 

dalam 

Pengerjaan  

Rp0 

Saldo konstruksi dalam pengerjaan  per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0 

yang merupakan pembangunan gedung. Rincian KDP pada 

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 

No No Kontrak Nilai Kontrak % KDP Ket

1

2

Jumlah -                             -                               
 

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Akumulasi 

Penyusutan 

Aset Tetap  Rp0 

 

 

 

 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.  

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis 

atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat 

aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2025 , sedangkan Rincian 

akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 

Laporan Keuangan ini. 

Rincian Akumulasi PenyusutanAset Tetap 
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No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1

2

3

4

-Rp                              -Rp                              -Rp                              Akumulasi Penyusutan
 

C.21 Aset Tak Berwujud 

Aset Tak 

Berwujud Rp0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)  per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud 

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi 

secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak 

Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: 

RincianAset Tak berwujud 

Uraian Nilai

0
0

0

Mutasi: 

Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 

Mutasi tambah:
pembelian -Rp                                 

Saldo per  31 Desember 2025 -Rp                                 
Amortisasi -Rp                                 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                                  

 

C.22 Aset Lain-Lain 

Aset Lain-Lain 

Rp0 

 

 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 

adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik 

Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak 

lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Akuntansi 

Istimewa Provinsi Papua serta dalam proses penghapusan dari 

BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: 

Saldo per  31 Desember 2025 -Rp                                 

Mutasi tambah:
- reklasifikasi dari aset tetap -Rp                                 
Mutasi kurang:
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -Rp                                 
- penghapusan BMN -Rp                                 

saldo per  31 Desember 2025 -Rp                                 
Akumulasi Penyusutan -Rp                                 

Nilai Buku per  31 Desember 2025 -Rp                                  
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C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

Akumulasi 

Penyusutan 

dan Amortisasi 

Aset Lainnya  

Rp0 

 

Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya  per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan 

penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:  

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya  

Aset Tetap Nilai Perolehan

Akumulasi 

Penyusutan/ 

Amortisasi 

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud 0 0 0
0 0 0

0 0 0

Aset Lain-lain 0 0 0
Jumlah 0 0 0  

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas 

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan 

amortisasi. 

 

C.24 Uang Muka dari KPPN 

Uang Muka dari 

KPPN Rp. 0. 

 

 

 

Utang kepada 

Pihak Ketiga 

Rp0 

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2025 masing-masing sebesar Rp.0 dan  Rp.0 . Uang 

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau 

Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang 

muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh 

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. 

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang 

kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus 

dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera 

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang 

dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga 

pada lingkup Kanwil Kementerian Hukum Dan hak Asasi Manusia 

Kalimantan BaratDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-
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undangan (693035)  per tanggal pelaporan adalah sebagai 

berikut:  

          Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 

No Uraian Jumlah 

1 Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor -Rp                          
2 Potongan Pajak yang belum disetor -Rp                          
4 Utang kepada Pihak Lainnya -Rp                          

-Rp                           Total
 

 

 

C.26 Pendapatan Diterima di Muka 

Pendapatan 

Diterima di 

Muka Rp0 

 

 

 

 

 

 

Beban yang 

Masih harus 

Dibayar Rp0 

Nilai Pendapatan Diterima di Muka  per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2025 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima 

di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas 

Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak 

ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di 

Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:  

Rincian  Saldo Pendapatan Diterima di Muka
Uraian Jumlah Penjelasan

Badan Swasta
Instansi Pemerintah 
Lainnya
Badan Lainnya

 Total -                        

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang Masih Harus Dibayar  per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2025 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban 

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan 

keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai 

berikut. 

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2025 

Keterangan   31 DES 2025   31 DES 2024 

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar -                                -                                
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar -                                -                                
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar -                                -                                

Jumlah -                                -                                 
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 D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL  

 D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan 

Rp0.Pendapatan tersebut terdiri dari: 

 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2025 

dan 2024

Pendapatan Jasa -                             -                               -                     
Pendapatan Lain-lain -                                 -                                   -                         

Jumlah -                                 -                                   0

 31 DES 2025 31 DES 2024
 NAIK 

(TURUN) % 
URAIAN

 

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh 

dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. 

Sedangkan Pendapatan Lain-lain-LO merupakan 

pengembalian beban pegawai, beban jasa, dan perjalanan 

dinas yang berasal dari transaksi tahun 2025.  

 
D.2 Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai 

adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat 

negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

C.28 Ekuitas  

Ekuitas Rp0 Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah merupakan 

kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan 

dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 
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kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 

modal.  

 
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Gaji 0 -                       -           

Beban Tunjangan-Tunjangan 0 -                       -           

Beban Honorarium dan Vakasi 0 -                       -           

Beban Lembur -                        -                       -           

Jumlah 0 0 -            
 

D.3 Beban Persediaan  

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0  dan Rp0. Beban 

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas 

barang-barang  yang habis pakai, termasuk barang-barang 

hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. 

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Persediaan Konsumsi 0 0 -               
Beban Persediaan Untuk Tujuan 
Strategis/Berjaga-jaga 0

0 -               

Beban Persediaan Lainnya -                        -                      -               

Jumlah Beban Persediaan 0 0 -                

 
D.4 Beban Barang dan Jasa  

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp. 139,085,700 dan Rp. 0. 

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa 

berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain 

berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi 

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap,dengan 

rincian sebagai berikut: 
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Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 

2024

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Barang Operasional 139.085.700 0 #DIV/0!

Beban Barang Non Operasional 0,00

Beban Langganan Daya dan Jasa  0,00

Beban Jasa Pos dan Giro 0,00

Beban Jasa Konsultan 0,00

Beban Jasa Profesi 0,00

Beban Jasa Lainnya 0,00

Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin 0,00

Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan 0,00

Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya 0,00

Jumlah 139.085.700 0 #DIV/0!  

 D.5 Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban 

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah 

ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan 

untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

sebagai berikut: 

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024  

 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00

Beban Pemeliharaan Lainnya 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

 D.6 Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024  adalah masing-masing sebesar Rp. 126,823,399 

dan Rp. 0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang 

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 

tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas 

untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

sebagai berikut:   

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024  
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URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Perjalanan Biasa 121.473.399 0 #DIV/0!

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.350.000 0 0,00

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0,00

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0,00

Jumlah 126.823.399 0 #DIV/0!  

  

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam 

bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Ditjen Perundang – U 

ndangan (693035)  untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat mengenai hukum yang sudah mulai diterapkan 

pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

 D.8 Beban Bantuan Sosial  

Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam 

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang 

bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang 

sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban 
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Bantuan Sosial untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Bantuan Sosial untuk per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024  

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00
 

 
D.9  Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk untuk per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan 

beban untuk mencatat alokasi  sistematis atas nilai suatu aset 

tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 

manfaat aset yang bersangkutan.Sedangkan Beban Amortisasi 

digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat 

ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan 

dan Amortisasi untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 

untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN 

AMORTISASI
31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin -                               -                               -                  
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan -                               -                               -                  
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan -                               -                               -                  
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya -                               -                               -                  

Jumlah Penyusutan -                               -                               -                  

Beban Amortisasi Software -                               -                               -                  
Beban Amortisasi ATB Lainnya -                               -                               
Beban Penyusutan Aset Lain-lain -                               -                               -                  

Jumlah Amortisasi -                               -                  

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi -                               -                               -                   
 

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk 

mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu 

periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 

untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan 
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Piutang Tak Tertagih untuk untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 0 0 0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

 D.11 Kegiatan Non Operasional 

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari 

pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan 

merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari 

Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2025 adalah sebagai berikut: 

 Rincian Kegiatan Non Operasional untuk per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Penjualan Alat Angkut -                             -                         0,00

Penjualan Alat Kantor -                             -                         0,00

Defisit Selisih Kurs -                             -                         0,00

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan -                             -                         0,00

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan -                             -                         0,00

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0 0 0,00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul 

karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode 

Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika 

penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out 

(FIFO) 

 
D.12 Defisit Pos Luar Biasa 

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya 

tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar 

kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk  per untuk per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: 

Rincian Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024  
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URAIAN 31 DES 2025 31 DES 2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Pendapatan PNBP 0,00

Beban Perjalanan Dinas 0,00

Beban Persediaan 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

 E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

 E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  

 E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada untuk per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar 

(Rp. 265,909,099) dan (Rp.0). Defisit LO merupakan 

penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, 

kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.  

 

 E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar 

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0. 

 E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset 

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil 

penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan 

harga perolehan terakhir.  

 E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan  

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai 

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam 

penilaian persediaan yang terjadi  pada periode sebelumnya. 
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Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 

dan Rp.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk TA 2025 adalah 

sebagai berikut: 

Rincian Koreksi Nilai Persediaan  

1. Barang Konsumsi

2. Suku Cadang

3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan

4. Barang Persediaan Lainnya 

Jumlah -                                          

KoreksiJenis Persediaan

 

 E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap   

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul 

pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih 

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024  adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0.  

 E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi   

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset 

tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. 

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi TA 2025 

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jumlah -                                 

Nilai KoreksiJenis Aset Tetap

 

 E.3.6 Koreksi Lain-lain 

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan 
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Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang 

Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas 

beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain 

terdiri dari:  

Rincian Koreksi Lain-Lain  

Koreksi Beban
Koreksi Pendapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban
Koreksi Hibah

Jumlah -                                 

Jumlah KoreksiJenis Beban 

 

 E.4 Transaksi Antar Entitas 

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode tanggal yang berakhir 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  adalah masing-

masing sebesar Rp. 265,909,099 dan Rp. 0 Transaksi antar Entitas 

adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang 

berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL 

dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  

Diterima dari Entitas Lain
Ditagihkan ke Entitas Lain 265.909.099            
Transfer Masuk
Transfer Keluar -                                 
Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Jumlah 265.909.099            

NilaiTransaksi Antar Entitas

 

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain 

(DKEL)  

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan 

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL 

yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 

2025 , DDEL sebesar Rp0  sedangkan DKEL sebesar Rp. 0. 

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar  
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Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, 

antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.Transfer Masuk sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0. 

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 

Desember 2025 sebesar Rp. 0. 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian 

Pengesahan Hibah Langsung  

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas 

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang 

maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah 

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 

yang diterima sepanjang tahun 2024. 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan 

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung 

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0. 

E.5 Ekuitas Akhir 

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 
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F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. 

 
F.1  KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA 

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal 

neraca.  

 
F.2  PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 

Adanya Relaksasi Anggaran TA 2025 Direktorat Jenderal 

Perundang-Undangan Kementerian Hukum, usulan relaksasi 

anggaran yang dibutuhkan oleh Unit Direktorat Perundang-

Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat dan telah disetujui sebesar Rp. 105,561,000. Dengan 

adanya Relaksasi tersebut, diajukan TUP sebesar Rp.  70,467,323 

dan adanya pengembalian PTUP sebesar Rp. 825.  
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KATA PENGANTAR 

 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum 

Nasional Kalimantan Barat (693103) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah 

kementerian Hukum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi 

dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan 

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan 

Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan 

keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan 

disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang 

transparan, akurat, dan akuntabel.  

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna 

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan 

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Di 

samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada 

manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). 

 

 

Pontianak, 13 Februari 2026 

Kepala Kantor Wilayah  
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KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  

Jl. Karel Satsuit Tubun No. 26 Kota Pontianak, Kalimantan Barat 

Laman: kalbar.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwilkalbar@kemenkum.go.id 

 

 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 
 

 

Penggabungan Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) 

tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, 

(c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan 

Keuangan per 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami,  

sedangkan  substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan 

tanggung jawab UAKPA. 

Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat (693103) tersebut telah 

disusun berdasarkan sistem  pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 

informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan 

Barat (693103) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 

 

Pontianak, 13 Februari 2026 

Kepala Kantor Wilayah  

 

 

 

Jonny Pesta Simamora 

NIP.19731225 199303 1 001 
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Kalimantan Barat 

(693103)  ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan 

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Laporan Keuangan ini meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) 

Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan  (5) Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja 

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 adalah berupa Pendapatan 

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi 

Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,-. 

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.930.650.736,- atau 

mencapai 66,84% dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.392.344.000,-. 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas  pada Tahun 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan 

sebesar Rp.0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0,- ; Piutang Jangka Panjang 

(neto) sebesar Rp.0,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,- ; dan Aset Lainnya (neto) 

sebesar Rp.0,-. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,- 

3. LAPORAN OPERASIONAL  

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai 
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dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,- sedangkan jumlah beban dari 

kegiatan operasional adalah sebesar Rp.930.650.736,- sehingga terdapat Defisit 

dari Kegiatan Operasional  senilai (Rp.930.650.736,-) Surplus Kegiatan Non 

Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.0,-. dan 

sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp. 930.650.736,-) 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 

01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.0,- dikurangi Defisit-LO sebesar  (Rp. 930.650.736,-

) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar 

Rp. 930.650.736,-  sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah 

senilai Rp. 0,-. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan 

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. 

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 

Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

UNIT ESELON BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 

  

(Dalam Rupiah) 

TA 2024

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  

   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 -                                        -                                       0,00 -                                     

                   JUMLAH PENDAPATAN -                                        -                                       0,00 -                                     

BELANJA B.2.

      Belanja Pegawai B.3 -                                        -                                       0,00 -                                     

      Belanja Barang B.4 1.392.344.000              930.650.736                 66,84 -                                     

      Belanja Modal B.5 -                                       0,00 -                                     

      Belanja Bantuan Sosial B.6 -                                        -                                       0,00 -                                     

         JUMLAH BELANJA  1.392.344.000              930.650.736                 66,84 -                                     

% thd AnggCATATANURAIAN
TA 2025

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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II. NERACA  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

UNIT ESELON BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

NERACA  

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 

 (Dalam Rupiah)  
CATATAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                            -                                            
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 -                                            -                                            
Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 -                                            -                                            
Piutang Bukan Pajak C.4 -                                            -                                            
Bagian Lancar TP/TGR C.5 -                                            -                                            
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 -                                            -                                            
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 -                                            -                                            
Belanja Dibayar di Muka C.8 -                                            -                                            
Pendapatan yang Masih harus Diterima C.9 -                                            -                                            
Persediaan C.10 -                                            -                                            
Jumlah Aset Lancar -                                            -                                            

Tagihan TP/TGR C.11 -                                            -                                            
Tagihan Penjualan Angsuran C.12 -                                            -                                            
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 -                                            -                                            
Jumlah Piutang Jangka Panjang -                                            -                                            

Tanah C.14 -                                            -                                            
Peralatan dan Mesin C.15 -                                            -                                            
Gedung dan Bangunan C.16 -                                            -                                            
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 -                                            -                                            
Aset Tetap Lainnya C.18 -                                            -                                            
Konstruksi dalam pengerjaan C.19 -                                            -                                            
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 -                                            -                                            
Jumlah Aset Tetap -                                            -                                            

ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud C.21 -                                            -                                            
Aset Lain-Lain C.22 -                                            -                                            
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 -                                            -                                            
Jumlah Aset Lainnya -                                            -                                            

JUMLAH ASET -                                            -                                            

-                                            
Uang Muka dari KPPN C.24 -                                            -                                            
Utang Jangka Pendek Lainnya C.25 -                                            -                                            
Pendapatan Diterima di Muka C.26 -                                            -                                            
Beban yang Masih Harus Dibayar C.27 -                                            -                                            
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -                                            -                                            

-                                            -                                            

Ekuitas C.28 -                                            
JUMLAH EKUITAS -                                            -                                            

-                                            -                                            

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

 
 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT  

UNIT ESELON BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

LAPORAN OPERASIONAL  

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 

   (Dalam Rupiah)  

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan

CATATAN 2025 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 -                           -                          

-                           -                          

Beban Pegawai D.2 -                           -                          

Beban Persediaan D.3 -                           -                          

Beban Barang dan Jasa D.4 853.745.000     -                          

Beban Pemeliharaan D.5 -                           -                          

Beban Perjalanan Dinas D.6 76.905.736       -                          

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 -                           -                          

Beban Bantuan Sosial D.8 -                           -                          

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 -                           -                          

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 -                           -                          

930.650.736     -                          

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (930.650.736)   -                          

D.11

Surplus Penjualan Aset Nonlancar -                           -                          

Defisit Penjualan Aset Non Lancar -                           -                          

Defisit Selisih Kurs -                           -                          

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                           -                          

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -                           -                          

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (930.650.736)   -                          

D.12

Pendapatan PNBP -                           -                          

Beban Perjalanan Dinas -                           -                          

Beban Persediaan -                           -                          

SURPLUS/DEFISIT LO (930.650.736)   -                          

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN  
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT  

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024 

 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN CATATAN 2025 2024

EKUITAS AWAL E.1 -                                                      -                                                      

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (930.650.736)                               -                                                      
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI 

EKUITAS
E.3

-                                                      
-                                                      

          DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

          KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

          PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 -                                                      -                                                      

          KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 -                                                      -                                                      

          SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                                      -                                                      

          KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 -                                                      -                                                      

          KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 -                                                      -                                                      

JUMLAH -                                                      -                                                      

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 930.650.736                                -                                                      

EKUITAS AKHIR E.5 -                                                      -                                                      

E.3.1 -                                                      -                                                      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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A.  PENJELASAN UMUM 

 A.  PENJELASAN UMUM 

 A.1. Profil dan Kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Unit 

Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

Kantor Wilayah  Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (693103) didirikan sebagai salah satu upaya 

pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada 

masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah Kalimantan 

Barat. 

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah  Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103)   

berkomitmen dengan visi “ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 

“, dan Misi “Melindungi Hak Asasi Manusia”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut Kantor Wilayah  Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103)  

melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 

1. Menciptakan Supremasi Hukum; 

2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum dan Hak Asasi 

Manusia; 

3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara Nasional; 

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

5. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan 

implementasi Undang-Undang , peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Daerah kepada Instansi terkait dan kepada 

Masyarakat Kalimantan Barat 

6. Membina secara efektif  Lembaga yang berbasis Hukum dalam 

pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam melayani 

Masyarakat. 

7. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional dan 

terpercaya. 

8. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan 

yang andal kepada para pemangku kepentingan. 

9. Melakukan Pembinaan secara terhadap tahanan yang berada 

dalam masa penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan 

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
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Rumah Tahanan Negara yang berada dalam lingkungan kerja 

Kantor Wilayah Hukum dan hak Asasi Manusia Kalimantan Barat 

10. Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang berkaitan 

dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Penyuluhan Hukum 

dengan sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta 

Pemerintah Daerah  yang ada dalam wilayah Kalimantan Barat. 

11. Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada Masyarakat 

yang membutuhkan.  

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan per  31 Desember 2025 Pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (693103) ini merupakan laporan keuangan yang mencakup 

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(693103). Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (693103) ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada 

Kementerian Negara/Lembaga. 

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan 

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-

BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan 

Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca.  

Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset 

tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan 

laporan barang milik negara  serta laporan manajerial lainnya.  

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (693103) Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari 

seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) 
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yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas 

anggaran yang diberikan. 

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Unit Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) 

adalah 1 satuan kerja. 

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W 

 

 

No 

 

Kode 

Wil 

 

 

Satker 

 

Jumlah/Jenis 

Kewenangan 

 

Jumlah 

Satker 

 

KP 

 

KD 

 

DK 

 

TP 

1 1300 Kantor Wilayah 

Kementerian 

Hukum Unit Eselon 

Badan Pembinaan 

Hukum Nasional 

(693103) 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

Jumlah - 1 - - 1 

 

Basis Akuntansi A.3. Basis Akuntansi  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (693103) menerapkan basis akrual dalam 

penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian 

Laporan Realisasi Anggaran.  

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui 

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar.  

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. menerapkan basis akrual 

dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan 
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Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan 

penyajian Laporan Realisasi Anggaran.  

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.  

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui 

pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayar.  

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dasar 

Pengukuran  

A.4. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui 

dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar 

pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103) 

dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan 

menggunakan nilai perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh aset tersebut.  

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang 

rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi 

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5.  Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 

2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (693103) telah mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-

praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi 
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yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah 

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum 

Nasional (693103). Disamping itu, dalam penyusunannya telah 

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan 

dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(693103) adalah sebagai berikut: 

Pendapatan-

LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

Pendapatan-

LO 

 

(2) Pendapatan- LO 

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai 

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

• Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas pendapatan 

dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber 

daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada 

Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai 

dilaksanakan 

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara 

nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat 

keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan 

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat 

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 
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Belanja (3) Belanja 

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum 

Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride 

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan 

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

Beban 

 

(4) Beban 

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat 

berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.  

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi 

aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan 

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi 

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

Aset 

 

(5) Aset   

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka 

Panjang dan Aset Lainnya. 

Aset Lancar 

 

a. Aset Lancar 

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan 

segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual 

dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.  

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas 

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan 

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul 

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan 

penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima 
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pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 

tanggal pelaporan.  

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan 

membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut 

didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan 

jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. 

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut: 

Kualitas 

Piutang 

 

Uraian 

 

Penyisihan 

Lancar 
Belum dilakukan pelunasan s.d. 

tanggal jatuh tempo 
0.5% 

Kurang 

Lancar 

Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Pertama 

tidak dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan Kedua 

tidak dilakukan pelunasan 

 

 

50% 

 

Macet 

1. Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan 

Ketiga tidak dilakukan 

pelunasan 100% 

2. Piutang telah diserahkan 

kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara/DJKN 

 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.  

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada 

tanggal neraca dikalikan dengan: 

a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian; 

b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri; 

c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya.   

Aset Tetap b. Aset Tetap 
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 • Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau 

harga wajar.  

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum 

kapitalisasi sebagai berikut: 

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan 

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih 

dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah); 

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya 

sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima 

juta rupiah); 

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai 

biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, 

ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi 

yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan 

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya 

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset 

Lainnya. 

• Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, 

dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan 

dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 

bidang  pengelolaan BMN/BMD. 

Penyusutan 

Aset Tetap 

 

c. Penyusutan Aset Tetap 

• Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  sehubungan  

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset 

tetap. 

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a) Tanah 
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b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen 

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang 

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk 

dilakukan penghapusan 

• Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  

dilakukan  setiap akhir semester tanpa memperhitungkan 

adanya nilai residu. 

• Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan  

metode  garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang 

dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester 

selama Masa Manfaat. 

• Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  berpedoman  

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang 

Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik 

Negara berupa Aset Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  

Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik 

Modern) 
4 tahun 

  

Piutang 

Jangka 

Panjang 

d) Piutang Jangka Panjang 

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu 

lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat 

direalisasikan. 

Aset Lainnya e) Aset Lainnya 
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• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset 

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset 

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran 

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama 

dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi 

penggunaannya. 

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu 

sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. 

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB 

dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

• Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  ditentukan  dengan  

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi 

Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas  

Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah 

sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, 

Merk, Desain Industri, Rahasia 

Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 

Paten Biasa, Perlindungan Varietas 

Tanaman Semusim. 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

• Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar 
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nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi 

penyusutan.  

 Kewajiban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kewajiban 

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu 

yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber 

daya ekonomi pemerintah.  

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a)  Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, Pendapatan 

Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, 

dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b)  Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung. 

 Ekuitas   g. Ekuitas  

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan 

kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari 

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas 
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 Selama periode 01 Januari sampai dengan per 31 Desember 2025 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIPA Badan Pembinaan 

Hukum Nasional (693103) telah mengadakan revisi Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh 

adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya 

perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi 

pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber 

pendapatan dan jenis belanja antara lain: 

 

ANGGARAN ANGGARAN

AWAL  SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa 0 -                                        
Pendapatan Lain-lain 0 -                                        

Jumlah Pendapatan -                                            -                                        
Belanja

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang
          Belanja Barang non operasional 177.658.000 200.487.000
          Belanja Jasa 479.720.000 817.050.000
          Belanja Perjalanan Dalam Negeri 401.656.000 374.807.000

Jumlah Pendapatan 1.059.034.000                       1.392.344.000                  
Belanja Modal

Belanja Modal 0 0
Jumlah Belanja Modal 0 0

JUMLAH BELANJA 1.059.034.000                       1.392.344.000                  

2025

Uraian

 

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA 

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum (693103) 

terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada 

Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan 

transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya melalui satu Program 

prioritas, yaitu program Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum 

Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat 

(Non Litigasi), dengan pagu mencapai Rp. 773.330.000,- dan realisasi 

sebesar Rp. 767.210.000,- atau 99,21%. Rincian program Kegiatan 

Prioritas Nasional Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan 

Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) disajikan dalam lampiran 

Laporan Keuangan ini (terlampir). 
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Realisasi 

Pendapatan 

Rp0,- 

 

B.1 Pendapatan 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan Negara per 31 

Desember  2025 dan 31 Desember  2024. 

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Pendapatan Jasa -                                 -                                 -                    
Pendapatan Lain-lain -                                 -                                 -                    
Jumlah -                                 -                                 -                    

Uraian

2025

Anggaran Realisasi
 % Real 
Angg. 

 

Realisasi Belanja 

Negara 

Rp930.650.736.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2 Belanja 

Realisasi Belanja instansi pada per 31 Desember 2025 adalah sebesar 

Rp930.650.736.- atau 66,84 % dari anggaran belanja sebesar 

Rp1.392.344.000.- Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 

Desember 2025 adalah sebagai berikut:  

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  

Per 31 Desember 2025 

Belanja Pegawai -                                     -                                     -                    
Belanja Barang 1.392.344.000             930.650.736                66,84           
Belanja Modal -                                     -                                     -                    
Belanja Bantuan Sosial -                                     -                                     -                    
Total Belanja Kotor 1.392.344.000                930.650.736                   66,84           
Pengembalian -                                     -                                     -                    

Jumlah 1.392.344.000                930.650.736                   66,84           

Uraian

2025

Anggaran Realisasi
 % Real 
Angg. 

 
 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik 

berikut ini : 
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Realisasi Belanja pada periode yang berakhir pada per 31 Desember 

2025 sebesar 66,84% dan tidak mengalami perubahan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(693103) adalah satker baru. 

 

 

Perbandingan Realisasi Belanja                                                     

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN
REALISASI per 31 
Desember  2025

REALISASI per 31 
Desember 2024

NAIK 
(TURUN) 

%

Belanja Pegawai -                                   -                                   -                 
Belanja Barang 930.650.736              -                                   -                 
Belanja Modal -                                   -                 
Belanja Bantuan Sosial -                                   -                                   ,

Jumlah 930.650.736              -                                   -                 
 

Belanja Pegawai 

Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3 Belanja Pegawai  

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja pegawai Per 31 

Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Perbandingan Belanja Pegawai                                                    

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN
REALISASI TA 

2025
REALISASI TA 

2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 0 0 -                   

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0 -                   
Belanja Honorarium 0 0 -                   
Belanja Lembur -                           -                           -                   
Belanja Vakasi -                           -                           -                   
Jumlah Belanja Kotor 0 0 -                   
Pengembalian Belanja Pegawai -                               -                           -                   
Jumlah Belanja 0 0 -                    

Belanja Barang 

Rp930.650.736.- 

 

 

 

 

 

 

B.4 Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp.930.650.736.- dan 0.- Realisasi 

Belanja Barang TA 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(693103) adalah satker baru. 
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Perbandingan Belanja Barang 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN REALISASI TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Belanja Barang Operasional 0 -                               -                  
Belanja Barang Non Operasional 68.715.000                 -                  
Belanja  Jasa 785.030.000               -                               -                  
Belanja Barang Persediaan -                               -                  
Belanja Perjalanan Dinas 76.905.736                 -                               -                  
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. -                               -                               -                  
Jumlah Belanja Kotor 930.650.736 -                               -                  
Pengembalian Belanja -                               

Jumlah Belanja 930.650.736 -                                    -                  
 

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA 

Badan Pembinaan Hukum Nasional  (693103) terdapat Program 

Prioritas Nasional (PN) yang dibiayai dengan menggunakan akun 

belanja jasa konsultan (522131) yaitu Bantuan Hukum (Bankum) 

dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan 

Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kelompok 

Masyarakat (Non Litigasi) yang dibiayai dengan menggunakan akun 

belanja jasa konsultanl (522131). Realisasi Bantuan Hukum periode 31 

Desember 2025 sebesar Rp. 767.210.000,- atau 99,21% dari Anggaran 

sebesar Rp. 773.330.000,- dengan rincian sebagai berikut: 

Kode Uraian Anggaran Realisasi %

7136.QBA
Layanan Bantuan Hukum
Perseorangan ( Litigasi)

587.025.000 583.763.000 99,44%

7136.QBC
Layanan Bantuan Hukum
Kelompok Masyarakat (
Non Litigasi)

186.305.000 183.447.000 98,47%

773.330.000 767.210.000 99,21%Jumlah 
 

Belanja Modal 

Rp0,- 

B.5 Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Belanja modal 

merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan 

aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal                           
 Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN 
REALISASI  T.A. 

2025
REALISASI T.A 

2024

NAIK 
(TURUN) 

%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 0 0 -                  
 

 

Belanja modal 

tanah Rp0,- 

B.5.1 Belanja Modal Tanah 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah Per 31 

Desember  2025 dan 31 Desember  2024 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI  TA. 

2025

REALISASI TA. 

2024

Naik 

(Turun) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Pengurukan dan 
Pematangan Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah  0 0

0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

Belanja modal 

peralatan dan 

mesin Rp0,- 

 

 

 

 

 

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan 

Mesin Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024 

URAIAN REALISASI  TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja PC Unit 0 0 0,00
Note Book 0 0 0,00
Printer 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 0 0 0,00
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Belanja modal 

gedung dan 

bangunan Rp0,- 

 

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan 

Bagunan Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024 

 Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan         

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024 

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI  T.A. 

2025
REALISASI T.A 

2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

Belanja modal 

jalan, Irigasi dan 

Jaringan Rp0,- 

 

 

 

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, irigasi dan 

jaringan Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI  T.A. 

2025
REALISASI T.A 

2024
Naik 

(Turun) %

Belanja Modal Jaringan 0 0 0,00

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 
dan Honor Pengelola Teknis Jaringan

0 0 0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

 

Belanja modal 

Lainnya Rp0,- 

B.5.5 Belanja Modal Lainnya 

Realisasi Belanja Modal Lainya Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.- 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya                         

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024

URAIAN
REALISASI TA. 2025 

(Rp)
REALISASI TA. 2024 

(Rp)
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Buku 0 0 -                  
Jumlah Belanja Kotor 0 0 -                  
Pengembalian Belanja -                                   -                                

Jumlah Belanja 0 0 -                  
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Belanja Bantuan 

Sosial Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

B.6 Belanja Bantuan Sosial 

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember  2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi 

Belanja Bantuan Sosial TA 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan 

belanja dikarenan tidak ada anggaran di belanja ini. Belanja bantuan 

sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang 

atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial 

dan bersifat selektif. 

Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat  yang 

mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang 

disebabkan karena banyaknya daerah miskin.  

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024

URAIAN REALISASI  T.A. 2025 REALISASI T.A 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
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 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

Kas di Bendahara 

Pengeluaran 

Rp0,- 

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember  2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. yang merupakan kas 

yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab 

Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum 

dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas 

Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 

adalah sebagai berikut: 

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran                                      
Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan  per 31 Des 2025 TA. 2024

Uang  Tunai -                          -                            
Bank -                          -                            

Jumlah -                          -                             

Kas di Bendahara 

Penerimaan 

Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember  2025 

dan 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,- Kas di 

Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening 

di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara 

Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas 

pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan                                        

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan  per 31 Des 2025 TA. 2024

Uang Tunai -                          -                            
Bank -                          -                            

Jumlah -                          -                             

Kas Lainnya dan 

Setara Kas Rp0,- 

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember  2025 dan 

2024 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp0. 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara 

kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan 

menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal 

pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut:  
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Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas                                             

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024

per 31 Des 2025 TA 2024

-                                         -                                        
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan -                                         -                                        

-                                         -                                        

-                                         -                                        

Keterangan

Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum 
Disahkan

 

Piutang PNBP 

Rp0,- 

C.4 Piutang PNBP 

Saldo  Piutang PNBP per tanggal 31 Desember  2025 dan 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang PNBP merupakan hak 

atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap 

pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan 

pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai 

berikut:  

Rincian Piutang PNBP  Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Uraian per 31 Des 2025 TA. 2024

Piutang PNBP -                                    -                                    

Piutang Lainnya -                                    -                                    

Jumlah -                                   -                                   
 

Bagian Lancar 

Tagihan TP/TGR 

Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

 

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan 

Ganti Rugi per tanggal 31 Desember  2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan 

TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan 

jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal 

pelaporan.  

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024

No Debitur per Satker per 31 Des 2025 TA. 2024

1
Satker Kanwil kemenkum kalbar BPHN 

(693103) Kalimantan Barat
-                        -                 
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Bagian Lancar 

TPA 

Rp0,- 

 

 

 

 

 

C.6  Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 

Desember  2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan 

jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak 

tanggal pelaporan. 

Rincian Bagian Lancar TPA 
Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

No Debitur per Satker per 31 Des 2025 Tahun 2024

1
Satker Kanwil kemenkum  kalbar 

BPHN (693103) Kalimantan Barat
-                         -                    

-                        -                   Jumlah
 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – Piutang 

Lancar  

Rp0,- 

 

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar  

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember  

2025 dan 31 Desember 2024  adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan 

estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh 

kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai 

berikut:  

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024
Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak
Lancar -                            0.00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan -                            0% -                               

Macet -                            0% -                               

Jumlah -                            -                               

Bagian Lancar TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan 0% -                               

Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               

Bagian Lancar TPA
Lancar -                            0.00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan 0% -                               

Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                       
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Belanja Dibayar 

di Muka Rp0,- 

 

 

 

C.8 Belanja Dibayar di Muka 

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember  2025 dan 31 

Desember 2024  masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.  Belanja 

dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah 

tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan 

secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.  

Rincian Beban Dibayar di Muka   
Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Jenis per 31 Des 2025 TA 2024

Pembayaran Internet -                           -                           

Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin -                           -                           

Pembayaran Sewa Gedung Kantor -                           -                           

Jumlah -                          -                          
 

Pendapatan 

yang Masih Harus 

Diterima Rp0,- 

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember  2025 

dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, 

merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan 

namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang 

Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut: 

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Jenis per 31 Des 2025 TH 2024

Pendapatan Jasa Pelatihan -                           -                           

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan -                           -                           

Jumlah -                          -                          
 

Persediaan Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

 

C.10 Persediaan 

Nilai Persediaan per 31 Desember  2025 dan 31 Desember  2024 masing-

masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 

31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024adalah sebagai berikut:  
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Rincian Persediaan  Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Persediaan per 31 Des 2025 TA 2024

Barang Konsumsi -                                  -                                  

Barang untuk Pemeliharaan -                                  -                                  

Suku Cadang -                                  -                                  

Barang Persediaan untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat -                                  -                                  

Persediaan Lainnya -                                  -                                  

Jumlah -                                 -                                 
 

Tagihan TP/TGR 

Rp0,- 

 

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 

Rp0 dan Rp0.  Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada 

bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar 

hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan 

Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena 

kelalaiannya.  Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan 

Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember  2025 dan  31 Desember 

2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR) 

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

No Debitur per Satker per 31 Des 2025 TA 2024

1
Satker Kanwil kemenkum Kalbar 

BPHN (693103) Kalimantan Barat
-                       -                    

-                     -                   Jumlah
 

Tagihan 

Penjualan 

Angsuran Rp0,- 

 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – Piutang 

 C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran  

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember  

2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 

Rp0.  

 

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Panjang  
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Jangka Panjang 

Rp0,- 

 

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0. 

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan 

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) 

yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan 

Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai 

berikut: 

Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang  Per 

31 Desember  2023 dan 31 Desember 2022 

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                                     

Kurang Lancar -                            0% -                                     

Diragukan -                            0% -                                     

Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

Tagihan PA
Lancar -                            0.00% -                                     

Kurang Lancar -                            0% -                                     

Diragukan -                            0% -                                     

Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                            
 

Tanah 

Rp0,- 

 

C.14 Tanah 

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup  Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum 

Nasional  (693103) per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:  

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 -Rp                             

   Mutasi tambah:

 Pembelian -Rp                              

Hibah -Rp                              

Reklasifikasi -Rp                              

   Mutasi kurang: -Rp                              

Revaluasi aset -Rp                              

Penghapusan -Rp                              

Saldo per 31 Desember  2025 -Rp                             

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember  2025 -Rp                              

Nilai Buku per 31 Desember  2025 -Rp                             
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Peralatan dan 

Mesin 

Rp0,- 

C.15 Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember  2025 

dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0.  

Gedung dan 

Bangunan 

Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.16 Gedung dan Bangunan 

Tidak ada Saldo gedung dan bangunan  per 31 Desember  2025 dan 

31 Desember 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103). 

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                              

   Mutasi tambah:

Pembangunan Gedung -                              

    Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                              

Saldo per 31 Desember 2025 -                              

Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2025 -                              

Nilai Buku per 31 Desember  2025 -                              
 

Jalan, Jaringan 

dan Irigasi  Rp0,- 

 

C.17 Jalan, Irigasi,  dan Jaringan 

Tidak terdapat saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan  per 31 Desember  2025 

dan 31 Desember 2024  pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat  DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional (693103). 

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                     

   Mutasi tambah:

Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi -                     

   Mutasi kurang:

Koreksi Pencatatan -                     

Saldo per 31 Desember  2025 -                     

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember  2025 -                     

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                     
 

Aset Tetap 

Lainnya  

Rp0,- 

C.18 Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
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bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.  Aset tetap Lainnya  per 31 

Desember  dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0. Dan Rp0.  

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan 

adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -                      

   Mutasi tambah:

Pembelian -                      

   Mutasi kurang:

Transfer Keluar -                      

Saldo per 31 Desember  2025 -                      

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember  2025 -                      

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                      
 

Konstruksi Dalam 

Pengerjaan  Rp0,- 

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Tidak ada Saldo konstruksi dalam pengerjaan  per 31 Desember  2025 

dan 31 Desember 2024 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Unit Eselon Badan Pembinaan Hukum Nasional 

(693103). 

Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap  Rp0,- 

 

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember  2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan 

(KDP).  

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1

2

3

4

-Rp                              -Rp                              -Rp                              Akumulasi Penyusutan
 

 

Aset Tak Berwujud 

Rp0,- 

 

 

C.21 Aset Tak Berwujud 

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 

2024 adalah Rp0 dan Rp0. 
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Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan 

dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.  Rincian Aset Tak Berwujud 

per 31 Desember  2025 adalah sebagai berikut: 

Rincian Aset Tak berwujud 

Uraian Nilai

0
0

0
 

Mutasi: 

Saldo per 31 Desember 2024 -Rp                                 

Mutasi tambah:
pembelian -Rp                                 

Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 
Amortisasi -Rp                                 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -Rp                                 
 

Aset Lain-Lain 

Rp0,- 

 

C.22 Aset Lain-Lain 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara 

(BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi 

digunakan dalam operasional entitas.  Adapun mutasi aset lain-lain 

adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2024 -Rp                                 

Mutasi tambah:
- reklasifikasi dari aset tetap -Rp                                 
Mutasi kurang:
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -Rp                                 
- penghapusan BMN -Rp                                 

Saldo per 31 Desember 2025 -Rp                                 
Akumulasi Penyusutan -Rp                                 

Nilai Buku per 31 Desember  2025 -Rp                                 
 

Akumulasi 

Penyusutan dan 

Amortisasi Aset 

Lainnya Rp0,- 

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  

Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31 

Desember  2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset 

lainnya adalah sebagai berikut:  
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Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya  

Aset Tetap Nilai Perolehan

Akumulasi 

Penyusutan/ 

Amortisasi 

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud 0 0 0
Aset Lain-lain 0 0 0

Jumlah 0 0 0  

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan 

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan 

masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

Uang Muka dari 

KPPN Rp0,- 

C.24 Uang Muka dari KPPN 

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 

2024 masing-masing sebesar Rp0 dan  Rp0. Uang Muka dari KPPN 

merupakan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp0,- atau Tambahan Uang 

Persediaan (TUP) sebesar Rp0  yang diberikan KPPN sebagai uang 

muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara 

Pengeluaran pada tanggal pelaporan. 

Utang Jangka 

Pendek Lainnya 

Rp0,- 

C.25 Utang Jangka Pendek Lainnya 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada 

Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan 

segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang 

dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. 

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 

No Uraian Jumlah 

1 Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor -Rp                           
2 Potongan Pajak yang belum disetor -Rp                           
4 Utang Janka Pendek Lainnya -Rp                           

-Rp                            Total
 

 

Pendapatan 

Diterima di Muka 

Rp0,- 

 

 

C.26 Pendapatan Diterima di Muka 

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember  2025 dan 31 

Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka 

merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun 

barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka 
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PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan 

sebagai berikut:  

Rincian  Saldo Pendapatan Diterima di Muka 

Uraian Jumlah Penjelasan
Badan Swasta
Instansi Pemerintah 
Lainnya
Badan Lainnya

 Total -                        

Beban  yang  

Masih Harus  

Dibayar Rp0,- 

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember  2025 dan 31 

Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban 

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan 

keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut. 

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar           

Per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 

Keterangan per 31 Des 2025 TA 2024

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar -                                -                                
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar -                                -                                
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar -                                -                                

Jumlah -                                -                                 

Ekuitas 

Rp0,- 

C.28 Ekuitas  

Ekuitas per 31 Desember  2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas 

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.  
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Pendapatan 

PNBP 

Rp0,- 

D.  PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada per 31 

Desember  2025 dan 31 Desember  2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.  

Pendapatan tersebut terdiri dari: 

 Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

Pendapatan Jasa -                             -                               -                     
Pendapatan Lain-lain -                                 -                                   -                         

Jumlah -                                 -                                   0

TH 2025 TH 2024
 NAIK 

(TURUN) % 
URAIAN

 

Beban  Pegawai 

Rp0,- 

 

 

 

 

D.2 Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember  2025 dan 31 

Desember  2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban 

Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang 

maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas 

pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan 

dengan pembentukan modal.  

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 

URAIAN JENIS BEBAN TH  2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Gaji 0 -                       -           

Beban Tunjangan-Tunjangan 0 -                       -           

Beban Honorarium dan Vakasi 0 -                       -           

Beban Lembur -                        -                       -           

Jumlah 0 0 -            

Beban 

Persediaan Rp0,- 

 

 

 

 

 

D.3 Beban Persediaan  

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban 

Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas 

barang-barang  yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil 

produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian 

Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah sebagai berikut 
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Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 

URAIAN  TH 2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Persediaan Barang Konsumsi 0 0 0

Beban Persediaan untuk Tujuan 
Strategis/Berjaga-jaga -                        

0
0

Beban Persediaan Lainnya -                        0 0

Jumlah 0 0 0  

Beban Barang 

dan Jasa  

Rp853.745.000,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4 Beban Barang dan Jasa  

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp853.745.000.- dan 

Rp0.- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa 

berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa 

beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang 

tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 

Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TA.2025 TA. 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Barang 0,00

Beban Barang Non Operasional lainnya 10.250.000 0,00

Beban Bahan 56.965.000 0 0,00

Beban Jasa Konsultan 767.210.000 0 0,00

Beban Honor Output Kegiatan 1.500.000 0 0,00

Beban Sewa 0 0 0,00

Beban Jasa Profesi 6.300.000 0 0,00

Beban Jasa Lainnya 11.520.000 0,00

Jumlah 853.745.000 0 0,00  

Beban 

Pemeliharaan 

Rp0,- 

 

 

 

D.5 Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan 

merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset 

tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. 

Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan 

pada pemeliharaan peralatan dan mesin.  

Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 
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URAIAN JENIS BEBAN  TH 2025 Th 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00

Beban Pemeliharaan Lainnya 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

Beban Perjalanan 

Dinas 

Rp76.905.736.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.6 Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp76.905.736,- dan Rp0.- Beban 

tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas 

dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan 

beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi 

yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan 

Dinas untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

sebagai berikut:  

Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN TH. 2025 TH. 2024
NAIK 

(TURUN) 

%

Beban Perjalanan Dinas Biasa 75.255.736 0 0,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.650.000 0 0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 
dalam kota 0

0
0,00

Jumlah 76.905.736 0 0,00
 

Beban Barang 

untuk Diserahkan 

kepada 

Masyarakat 

Rp0,- 

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 

Desember  2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada 

Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang 

atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan 

instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai 

Hukum. 

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN  TH 2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00
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Beban Bantuan 

Sosial Rp0,- 

 

 

 

D.8 Beban Bantuan Sosial  

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial 

merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa 

kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan 

bersifat selektif.  

Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

URAIAN JENIS BEBAN  TH 2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00
 

Beban 

Penyusutan dan 

Amortisasi Rp0,- 

 

 

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024  adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. 

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi 

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan 

(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI

TH 2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin -                               -                               -                  
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan -                               -                               -                  
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan -                               -                  
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya -                               -                               -                  

Jumlah Penyusutan -                               -                               -                  

Beban Amortisasi Software -                               -                               -                  
Beban Amortisasi ATB Lainnya -                               -                               -                  
Beban Penyusutan Aset Lain-lain -                               -                               -                  

Jumlah Amortisasi -                               -                  

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi -                               -                               -                  
 

Beban Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih Rp0,- 

 

 

D.10  Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk 

mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. 

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024  adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 
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Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 

dan 2014 adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN JENIS BEBAN  TH 2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 0 0 0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00
 

  

Kegiatan Non 

Operasional Rp0,- 

 

 

 

 

 

 

D.11 Kegiatan Non Operasional 

Tidak terdapat kegiatan non operasional untuk Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024. Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional 

terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan 

bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.  

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

URAIAN  TH 2025 TH 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Penjualan Alat Angkut -                             -                         0,00

Penjualan Alat Kantor -                             -                         -

Defisit Selisih Kurs -                             -                         0,00

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan -                             -                         -

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan -                             -                         -

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0 0 0,00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena 

kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga 

Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian 

persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO). 

 

Pos Luar Biasa 

Rp0,- 

D.12 Pos Luar Biasa 

Tidak terdapat Pos luar biasa untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024.  Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban 

yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada 

di luar kendali entitas.  
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E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

Ekuitas Awal Rp0,- 

 

E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.  

Defisit LO 

Rp(930.650.736,-) 

 

E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(930.650.736,-) dan 

Rp(0,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit 

kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan 

pos luar biasa. 

Dampak 

Kumulatif 

Perubahan 

Kebijakan 

Akuntansi/Kesala

han Mendasar 

Rp0,- 

 

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan 

Mendasar 

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 sebesar Rp0. 

Penyesuaian Nilai 

Aset 

Rp0,- 

 

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset  

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan 

akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. 

Koreksi Nilai 

Persediaan Rp0,- 

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan  

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan 

yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan 

yang terjadi  pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai 

persediaan untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai 

Persediaan untuk TA. 2025 adalah sebagai berikut: 
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Rincian Koreksi Nilai Persediaan  

1. Barang Konsumsi -                                          

2. Suku Cadang -                                          

3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan -                                          

4. Barang Persediaan Lainnya -                                          

Jumlah -                                          

KoreksiJenis Persediaan

 

Selisih Revaluasi 

Aset Tetap Rp0,- 

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat 

dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap 

untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember  2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.  

Koreksi Aset Tetap 

Non Revaluasi 

Rp0,- 

 

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024  adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan 

aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. 

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2025 

Peralatan dan Mesin -                                 

Gedung dan Bangunan -                                 

Jumlah -                                 

Nilai KoreksiJenis Aset Tetap

 

Koreksi Lain-Lain 

Rp0,- 

 

 

 

E.3.6 Koreksi Lain-Lain   

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini 

merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain 

koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, 

piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:  

Rincian Koreksi Lain-Lain  

Koreksi Beban -                                 
Koreksi Pendapatan -                                 
Koreksi Piutang -                                 
Koreksi Kewajiban -                                 
Koreksi Hibah -                                 

Jumlah -                                 

Jumlah KoreksiJenis Beban 
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Transaksi Antar 

Entitas 

Rp930.650.736,-. 

 

 

 

 

E.4 Transaksi Antar Entitas  

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024  adalah masing-masing 

sebesar Rp930.650.736,- dan Rp0,-. Transaksi antar Entitas adalah 

transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik 

internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian 

Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  

 

Diterima dari Entitas Lain -                                 
Ditagihkan ke Entitas Lain 930.650.736            
Transfer Masuk -                                 
Transfer Keluar -                                 
Pengesahan Hibah Langsung -                                 
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung                                              

Jumlah 930.650.736            

NilaiTransaksi Antar Entitas

 

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)  

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan 

transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang 

melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga Per 31 Desember 

2025, DDEL sebesar Rp0  sedangkan DKEL sebesar Rp930.650.736,-. 

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar  

TIidak ada Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar 

KL dan antara KL dengan BA-BUN.  

1 Belanja Modal Lainnya (Buku)  BPHN (693103) -                                 

Jumlah -                                 

2 Akumulasi Penyusutan -                            

Jumlah -                                 

NilaiJenisNo Entitas Asal

 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan 

Hibah Langsung  

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan 

hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa 

sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. 

Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 
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2025 sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 

2025. 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi 

atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan 

Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 

2025 adalah Rp0. 

Ekuitas Akhir Rp0,- E.5 Ekuitas Akhir 

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 
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F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA 

F.1 Penjelasan DIPA 

Berdasarkan data dari SatuDJA Satuan Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan 

Hukum Nasional dengan Kode Satker 693103 telah melakukan revisi 

sebanyak 10 kali. 

 

F.2 Penjelasan Program Prioritas Nasional 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang 

ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 

Tahun 2023 Tentang Rencana kerja Pemerintah Tahun 2024, pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan 

Pembinaan Hukum Nasional (693103) terdapat Alokasi Anggaran 

untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Prioritas Nasional VII – Memperkuat 

stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dari 7 

Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Pelaksanaannya 

diantaranya melalui 2 (dua) program prioritas, yaitu Layanan 

Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum 

Kel. Masyarakat (Non Litigasi) dengan pagu mencapai Rp 

773.330.000,- dan realisasi sebesar Rp 767.210.000,- atau 99,21% dari 

pagu. Rincian pagu anggaran, realisasi anggaran dan pencapaian 

output Kegiatan Prioritas Nasional periode 31 Desember  2025 

sebagai berikut: 

No
Program/Kegiatan 

Prioritas
Pagu Realisasi %

Satuan 

Output
Target

Capaian 

Output
%

1

Layanan Bantuan 

Hukum

Perseorangan ( 

Litigasi)

        587.025.000       583.763.000 99,44% Orang 97 100 99,57%

2

Layanan Bantuan 

Hukum

Kelompok Masyarakat 

(Non Litigasi)

        186.305.000       183.447.000 98,47%
Kelompok 

Masyarakat
69 100 99,31%

773.330.000   767.210.000  99,21%Jumlah 
 

 

F.3 Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN 

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai 

dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional 
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(693103) terdapat pada fungsi ketertiban dan keamanan dengan 

rincian sebagaimana terlampir : 
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IV. LAMPIRAN DAN DAFTAR 



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

: KEMENTERIAN HUKUM  135KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 11

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT  693103 13/02/26 12:42 PM

Tgl Data :

Halaman 1

lap_lra_face_satker_new_poc

:

:

13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak

URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) ANGGARAN %

1 2 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN %

7 8 9 10

2025 2024

A. Pendapatan Negara Dan Hibah 0 0 00 0 0 00

  I. Pendapatan Perpajakan 0 0 00 0 0 00

0 0    1. Pajak Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0

0 0    2. Pajak Perdagangan Internasional 0 0 0 0 0 0

  II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 0 00 0 0 00

0 0    1. Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 0 0

0 0    2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0 0 0

0 0    3. Pendapatan BLU 0 0 0 0 0 0

0 0    4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 0 0 0 0 0 0

  III. Pendapatan Hibah 0 0 00 0 0 00

Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III) 0 0 00 0 0 00

B. Belanja Negara 0 0 00 0 0 00

1,392,344,000 66.84  I. Belanja Pemerintah Pusat 930,650,736 (461,693,264) 0 0 0 0

0 0    1. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0 0

1,392,344,000 66.84    2. Belanja Barang 930,650,736 (461,693,264) 0 0 0 0

0 0    3. Belanja Modal 0 0 0 0 0 0

0 0    4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 0 0 0

0 0    5. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0

0 0    6. Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0

0 0    7. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0 0

0 0    8. Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0

  II. Transfer ke Daerah 0 0 00 0 0 00

0 0    1. Dana Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

: KEMENTERIAN HUKUM  135KEMENTERIAN/LEMBAGA

ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 11

SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT  693103 13/02/26 12:42 PM

Tgl Data :

Halaman 2

lap_lra_face_satker_new_poc

:

:

13/02/26 7:44 AM

Tgl Cetak

URAIAN
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS

(BAWAH) ANGGARAN %

1 2 4 5 6

ANGGARAN REALISASI REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN %

7 8 9 10

2025 2024

0 0    2. Dana Alokasi Umum 0 0 0 0 0 0

0 0    3. Dana Transfer Khusus 0 0 0 0 0 0

0 0      a. Dana Alokasi Khusus Fisik 0 0 0 0 0 0

0 0      b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 0 0 0 0 0 0

0 0      c. Hibah Kepada Daerah 0 0 0 0 0 0

0 0    4. Dana Otonomi Khusus 0 0 0 0 0 0

0 0    5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 0 0 0 0 0 0

0 0    6. Dana Desa 0 0 0 0 0 0

0 0    7. Insentif Fiskal 0 0 0 0 0 0

Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) 930,650,736 (461,693,264) 66.841,392,344,000 0 0 00

C. PEMBIAYAAN 0 0 00 0 0 00

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001

Pontianak, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

Keterangan :

FINAL



SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

TINGKAT SATUAN KERJA

Tgl Cetak

13/02/26 7:44 AM

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tgl Data

1

: ( 693103 )

:

: ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

lap_lo_satker_poc

Halaman

(DALAM RUPIAH)

:

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

:

WILAYAH/PROVINSI : ( 1300 ) KALIMANTAN BARAT

13/02/26 12:41 PM

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

ESELON I

URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)2025 2024

      KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0

      PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0

      PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0

      Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0

      Pendapatan Pajak  Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang
Mewah

0 0 0

      Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0

      Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0

      Pendapatan Cukai 0 0 0

      Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0

      Pendapatan Bea Masuk 0 0 0

      Pendapatan Bea Keluar 0 0 0

    Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0

      PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0

      Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0

      Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 0 0 0

      Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 0 0 0

      Pendapatan Badan Layanan Umum 0 0 0

    Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 0 0 0

      PENDAPATAN HIBAH 0 0 0

      Pendapatan Hibah 0 0 0

    Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0

  Jumlah Pendapatan 0 0 0

      BEBAN OPERASIONAL 0 0 0

      Beban Pegawai 0 0 0

      Beban Persediaan 0 0 0

      Beban Barang dan Jasa 853,745,000 0 853,745,000

      Beban Pemeliharaan 0 0 0

      Beban Perjalanan Dinas 76,905,736 0 76,905,736

      Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 0 0



SATUAN KERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

TINGKAT SATUAN KERJA

Tgl Cetak

13/02/26 7:44 AM

KEMENTERIAN/LEMBAGA

Tgl Data

2

: ( 693103 )

:

: ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

lap_lo_satker_poc

Halaman

(DALAM RUPIAH)

:

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

:

WILAYAH/PROVINSI : ( 1300 ) KALIMANTAN BARAT

13/02/26 12:41 PM

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

ESELON I

URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)2025 2024

      Beban Pembayaran Bunga Utang 0 0 0

      Beban Subsidi 0 0 0

      Beban Hibah 0 0 0

      Beban Bantuan Sosial 0 0 0

      Beban Penyusutan dan Amortisasi 0 0 0

      Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0

      Beban Transfer ke Daerah 0 0 0

      Beban Lain-Lain 0 0 0

  JUMLAH BEBAN 930,650,736 0 930,650,736

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (930,650,736) 0 (930,650,736) ()

      KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0

    Surplus/Defisit Pelepasan Aset 0 0 0

      Pendapatan Pelepasan Aset 0 0 0

      Beban Pelepasan Aset 0 0 0

    Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

      Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

      Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0

    Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0

      Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0

      Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

0 0 0

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (930,650,736) 0 (930,650,736) ()

      POS LUAR BIASA 0 0 0

      Beban Luar Biasa 0 0 0

POS LUAR BIASA 0 0 0

SURPLUS/DEFISIT - LO (930,650,736) 0 (930,650,736) ()



Penanggung Jawab UAKPA

NIP. 197312251993031001

JONNY PESTA SIMAMORA

Pontianak, 13 Februari 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
FINAL

Keterangan :



UNIT ORGANISASI

:

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

13/02/26 6:38 AM

: ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARAT

:

lap_lpe_satker_poc

1

WILAYAH/PROVINSI

: ( 693103 )

Tgl Cetak

Halaman

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUM

:

13/02/26 12:42 PM

Tgl Data

(DALAM RUPIAH)

SATUAN KERJA

URAIAN KENAIKAN/
PENURUNAN (%)2025 2024

SURPLUS/DEFISIT-LO (930,650,736) 0 (930,650,736) 0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 930,650,736 0 930,650,736 0

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS 0 0 0 0

           EKUITAS AKHIR 0 0 0 0

Keterangan :

FINAL

Pontianak, 13 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NIP. 197312251993031001

JONNY PESTA SIMAMORA



NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

TINGKAT SATUAN KERJA

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

: ( 693103 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 1

: 13/02/26 7:44 AM

: 13/02/26 12:42 PMTgl Cetak

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA PERKIRAAN

1

Kenaikan (Penurunan)

5

JUMLAH

%Jumlah

2 3 4

2025 2024

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0 0 0

NIP. 197312251993031001

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pontianak, 13 Februari 2026

FINAL

Keterangan :



NERACA  PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

: ( 693103 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 1

: 13/02/26 7:44 AM

: 13/02/26 12:42 PMTgl Cetak

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA  AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODE
AKUN

KODE
TRN

21
0.0 0Ditagihkan ke Entitas Lain313111 930,650,736

3.0 56,965,000Beban Bahan521211 0

3.0 1,500,000Beban Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 10,250,000Beban Barang Non Operasional Lainnya521219 0

3.0 767,210,000Beban Jasa Konsultan522131 0

3.0 6,300,000Beban Jasa Profesi522151 0

3.0 11,520,000Beban Jasa Lainnya522191 0

3.0 75,255,736Beban Perjalanan Dinas Biasa524111 0

3.0 1,650,000Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

930,650,736 930,650,736JUMLAH

NIP. 197312251993031001

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pontianak, 13 Februari 2026Keterangan :

FINAL



NERACA  PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

: ( 135 ) KEMENTERIAN HUKUMKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UNIT ORGANISASI : ( 11 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

: ( 693103 )

: ( 1300 ) KALIMANTAN BARATWILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

Halaman : 1

: 13/02/26 6:38 AM

: 13/02/26 12:42 PMTgl Cetak

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

Tgl DataKANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN BARAT

NAMA  AKUN

3

KREDIT

5

DEBET

4

KODE
AKUN

KODE
TRN

21
0.0 0DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN313111 930,650,736

3.0 56,965,000Belanja Bahan521211 0

3.0 1,500,000Belanja Honor Output Kegiatan521213 0

3.0 10,250,000Belanja Barang Non Operasional Lainnya521219 0

3.0 769,882,000Belanja Jasa Konsultan522131 0

3.0 6,300,000Belanja Jasa Profesi522151 0

3.0 11,520,000Belanja Jasa Lainnya522191 0

3.0 75,255,736Belanja Perjalanan Dinas Biasa524111 0

3.0 1,650,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113 0

3.1 0Pengembalian Belanja Jasa Konsultan522131 2,672,000

933,322,736 933,322,736JUMLAH

197312251993031001

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Penanggung Jawab UAKPA

JONNY PESTA SIMAMORA

Pontianak, 13 Februari 2026Keterangan :

FINAL



Kantor Wilayah  

Kementerian Hukum  

Kalimantan Barat 
 

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  

( 135.12.1300. 693137 )  

 

 

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED 

TA 2025  

 

 

 

 

 

 

 

 

JL. KS. Tubun No. 26 

Pontianak, Kalimantan Barat 78121 



I 
 

KATA PENGANTAR 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan 

laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. 

Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, 

Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan 

ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu 

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.  

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan 

keuangan negara pada Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan 

keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance). 

 

                                                                              Pontianak, Januari 2025 
                                                                              Kepala Kantor Wilayah,  

 
                                                                                  

                                                                              

 
           Jonny Pesta Simamora 

                                                                               NIP. 197312251993031001 

 
 

 
 

 



II 
 

DAFTAR ISI 

TAR ISI 

Kata Pengantar I 

Daftar Isi II 

Pernyataan Tanggung Jawab III 

Ringkasan 1 

I. Laporan Realisasi Anggaran 3 

II. Neraca 4 

III. Laporan Operasional 5 

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6 

V. Catatan atas Laporan Keuangan 7 

A. Penjelasan Umum 7 

B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 19 

C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 24 

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 35 

E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 42 

F. Pengungkapan Penting Lainnya 45 

VI. Lampiran dan Daftar  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



III 
 

KEMENTERIAN HUKUM RI 

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT  
Jl. KS. Tubun  No. 26 Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78121 

Laman kalbar.kemenkum.go.id Poss-el kanwilkalbar@kemenkum.go.id 

 
 

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

Penggabungan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) 

tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, 

(b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e )Catatan 

atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah 

merupakan tanggung jawab kami,  sedangkan  substansi Laporan Keuangan dari 

masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA. 

 

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) tersebut telah 

disusun berdasarkan sistem  pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah 

menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan 

Hukum( 693137) secara layak dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

 

                                                                              Pontianak, Januari 2025 

                                                                              Kepala Kantor Wilayah,  
 

 
 

 
 

             Jonny Pesta Simamora 
                                                                        NIP. 197312251993031001 
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RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2025 Pada Badan Strategi Kebijakan 

Hukum (693137) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat ini telah 

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan 

ini meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, 

(4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan  (5) Catatan atas Laporan Keuangan. 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran 

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja 

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. 

Realisasi Pendapatan Negara pada Per 31 Desember TA 2025 adalah berupa 

Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 0. atau mencapai 0,00 persen dari 

estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 0.  

Realisasi Belanja Negara pada Per 31 Desember 2025 adalah sebesar 

Rp98.488.531,- atau mencapai 42,44% dari alokasi anggaran sebesar 

Rp232.053.000,- 

2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas  pada Per 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan 

disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0,-; Piutang Jangka 

Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) 

sebesar Rp0. 

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,-. 

3. LAPORAN OPERASIONAL  

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-LO, 

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 

sampai dengan Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah 
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beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp98.488.531,- sehingga terdapat 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional  senilai (Rp98.488.531,-). Surplus 

Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar 

Rp98.488.531,-. dan sebesar (Rp98.488.531,-) sehingga entitas mengalami 

Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp98.488.531,-) 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 

tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 dikurangi Surplus/Defisit-LO 

sebesar (Rp98.488.531,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan 

Transaksi Antar Entitas sebesar 98.488.531,-,- sehingga Ekuitas entitas pada 

tanggal Per 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0. 

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan 

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan 

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan 

dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan 

keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai 

dengan tanggal Per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis 

kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas 

untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024 
 

(Dalam Rupiah) 

2024

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN  

   Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 -                                      -                                     0,00 -                                    

                   JUMLAH PENDAPATAN -                                      -                                     0,00 -                                    

BELANJA B.2.

      Belanja Pegawai B.3 -                                      -                                     0,00 -                                    

      Belanja Barang B.4 232.053.000                 98.488.531                   42,44 -                                    

      Belanja Modal B.5 -                                      -                                     0,00 -                                    

      Belanja Bantuan Sosial B.6 -                                      -                                     0,00 -                                    

         JUMLAH BELANJA  232.053.000                 98.488.531                   42,44 -                                    

% thd AnggCATATANURAIAN
31 Desember 2025

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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II. NERACA  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 

NERACA  
PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024 

 (Dalam Rupiah)  
CATATAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 -                                          
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 -                                          -                                          
Kas Lainnya dan Setara Kas C.3 -                                          
Piutang Bukan Pajak C.4 -                                          
Bagian Lancar TP/TGR C.5 -                                          
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 -                                          
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 -                                          
Belanja Dibayar di Muka C.8 -                                          
Pendapatan yang Masih harus Diterima C.9 -                                          
Persediaan C.10 -                                          
Jumlah Aset Lancar -                                          -                                          

Tagihan TP/TGR C.11 -                                          -                                          
Tagihan Penjualan Angsuran C.12 -                                          -                                          
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 -                                          -                                          
Jumlah Piutang Jangka Panjang -                                          -                                          

Tanah C.14 -                                          -                                          
Peralatan dan Mesin C.15 -                                          -                                          
Gedung dan Bangunan C.16 -                                          -                                          
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 -                                          -                                          
Aset Tetap Lainnya C.18 -                                          -                                          
Konstruksi dalam pengerjaan C.19 -                                          -                                          
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 -                                          -                                          
Jumlah Aset Tetap -                                          -                                          

ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud C.21 -                                          -                                          
Aset Lain-Lain C.22 -                                          -                                          
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 -                                          -                                          
Jumlah Aset Lainnya -                                          -                                          

JUMLAH ASET -                                          -                                          

Uang Muka dari KPPN C.24 -                                          
Utang kepada Pihak Ketiga C.25 -                                          
Pendapatan Diterima di Muka C.26 -                                          -                                          
Beban yang Masih Harus Dibayar C.27 -                                          -                                          
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -                                          -                                          

-                                          -                                          

Ekuitas C.28 -                                          -                                          
JUMLAH EKUITAS -                                          -                                          

-                                          -                                          

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASET

ASET TETAP

ASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PANJANG

 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM 
LAPORAN OPERASIONAL  

UNTUK PER 31 Desember 2025 DAN 31 Desember 2024 
 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 

CATATAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 -                                 -                                

-                                 -                                

Beban Pegawai D.2 -                                 

Beban Persediaan D.3 -                                 -                                

Beban Barang dan Jasa D.4 32.551.500              

Beban Pemeliharaan D.5 -                                 -                                

Beban Perjalanan Dinas D.6 65.937.031              

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 -                                 -                                

Beban Bantuan Sosial D.8 -                                 -                                

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 -                                 -                                

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 -                                 -                                

98.488.531              -                                

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (98.488.531)             -                                

D.11

Surplus Penjualan Aset Nonlancar -                                 -                                

Defisit Penjualan Aset Non Lancar -                                 -                                

Defisit Selisih Kurs -                                 -                                

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                 -                                

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -                                 -                                

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL -                                 -                                

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (98.488.531)             -                                

D.12

Pendapatan PNBP -                                 -                                

Beban Perjalanan Dinas -                                 -                                

Beban Persediaan -                                 -                                

SURPLUS/DEFISIT LO (98.488.531)             -                                

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN 

PENDAPATAN  
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN BARAT 

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM DAN HAM 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

UNTUK PER 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

 

(Dalam Rupiah) 

URAIAN CATATAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024

EKUITAS AWAL E.1 -                                                    -                                                    

SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (98.488.531)                                

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS
E.3

-                                                    

          DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

          KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

          PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 -                                                    -                                                    

          KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 -                                                    -                                                    

          SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                                    -                                                    

          KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 -                                                    -                                                    

          KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 -                                                    -                                                    

JUMLAH -                                                    -                                                    

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 98.488.531                                 

EKUITAS AKHIR E.5 -                                                    -                                                    

E.3.1 -                                                    -                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan 

Keuangan 
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A.  PENJELASAN UMUM 

 A.  PENJELASAN UMUM 

 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Badan Strategi Kebijakan Hukum  

Dasar Hukum 

Entitas dan 

Rencana 

Strategis 

 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan 

Strategi Kebijakan Hukum (693137) didirikan sebagai salah 

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan Hukum kepada masyarakat di seluruh Indonesia, 

khususnya pada wilayah Kalimantan Barat. 

Untuk mewujudkan kualitas tersebut Kantor Wilayah  

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 

Kebijakan Hukum (693137) melakukan beberapa langkah-

langkah strategis sebagai berikut: 

1. Menciptakan Supremasi Hukum; 

2. Memberdayakan Masyarakat untuk Sadar Hukum; 

3. Memperkuat Manajemen dan Kelembagaan secara 

Nasional; 

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. 

5. Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan 

berkaitan implementasi Undang-Undang , peraturan 

Pemerintah dan Peraturan Daerah kepada Instansi 

terkait dan kepada Masyarakat Kalimantan Barat 

6. Membina secara efektif  Lembaga yang berbasis Hukum 

dalam pemanfaatan informasi Hukum yang benar dalam 

melayani Masyarakat. 

7. Mengembangkan sistem pembinaan yang profesional 

dan terpercaya. 

8. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan 

keputusan yang andal kepada para pemangku 

kepentingan. 

9. Melakukan Pembinaan secara terhadap tahanan yang 

berada dalam masa penahanan pada Lembaga 

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang 
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berada dalam lingkungan kerja Kantor Wilayah Hukum 

Kalimantan Barat 

10. Melaksanakan kegiatan Seminar-seminar yang 

berkaitan dengan Hukum, Penyuluhan Hukum dengan 

sasaran masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, serta 

Pemerintah Daerah  yang ada dalam wilayah Kalimantan 

Barat. 

11. Memberikan Bantuan Hukum/Advokasi kepada 

Masyarakat yang membutuhkan. 

 

Pendekatan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.2.  Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2025 Pada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 

Kebijakan Hukum (693137) ini merupakan laporan keuangan 

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh 

Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) Kantor Wilayah  

Kementerian Hukum Kalimantan Barat. Penyusunan Laporan 

Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum( 693137) 

ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu 

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi 

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.  

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 

Kebijakan Hukum (693137) Semester I Tahun 2025 ini 

merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural 

di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) yang meliputi 

wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas 

anggaran yang diberikan. 

Jumlah satuan kerja dilingkup Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum 

(693137) adalah 1 satuan kerja. 
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Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W 

 

 

No 

 

Kode 

Wil 

 

 

Satker 

 

Jumlah/Jenis 

Kewenangan 

 

Jumlah 

Satker 

 

KP 

 

K

D 

 

DK 

 

TP 

1 1300 Kantor Wilayah 

Kementerian 

Hukum Kalimantan 

Badan Strategi 

Kebijakan 

Hukum(693137)) 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

Jumlah - 1 - - 1 

  

Basis 

Akuntansi 

A.3. Basis Akuntansi  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat 

Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) menerapkan basis 

akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas 

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.  

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 

peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 

kas diterima atau dibayarkan.  

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang 

mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat 

kas atau setara kas diterima atau dibayar.  

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Dasar 

Pengukuran  

A.4. Dasar Pengukuran   

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 
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Kebijakan Hukum (693137) dalam penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai 

perolehan historis.  

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber 

daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 

diberikan untuk memperoleh aset tersebut.  

Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya 

ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi 

kewajiban yang bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan 

mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang 

asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata 

uang rupiah. 

Kebijakan 

Akuntansi 

A.5.  Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 

Desember 2025 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum 

Kalimantan Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum( 693137)  

telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang 

diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah 

merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 

Kebijakan Hukum (693137). Disamping itu, dalam 

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan 

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang 

digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 

Kebijakan Hukum (693137) adalah sebagai berikut: 
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Pendapatan-

LRA 

 

(1) Pendapatan- LRA 

• Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN). 

• Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan 

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

• Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

Pendapatan-

LO 

 

(2) Pendapatan- LO 

• Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui 

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

• Pendapatan-LO diakui pada saat  timbulnya hak  atas 

pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu 

adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara 

khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut: 

o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan 

selesai dilaksanakan 

o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional 

antara nilai dan periode waktu sewa. 

o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya 

surat keputusan denda atau dokumen lain yang 

dipersamakan 

• Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

• Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

Belanja  
(3) Belanja 

• Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. 
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• Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari 

KUN.  

• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan belanja terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut 

disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN). 

• Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan.  

Beban 

 

(4) Beban 

• Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 

timbulnya kewajiban.  

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya 

konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi 

atau potensi jasa.   

• Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas 

Laporan Keuangan.  

 

 

Aset 

 

(5) Aset   

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, 

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya. 

 

Aset Lancar 

 

a. Aset Lancar 

• Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang 

diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau 

dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal pelaporan.  

• Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai 

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di 

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada 
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tanggal neraca. 

• Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang 

timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat 

keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang 

diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 

(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.  

• Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat 

direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan 

dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. 

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang 

yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya 

penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan 

penyisihannya adalah sebagai berikut: 

Kualitas 

Piutang 

 

Uraian 

 

Penyisihan 

Lancar 

Belum dilakukan 
pelunasan s.d. tanggal 

jatuh tempo 
0.5% 

Kurang 

Lancar 

Satu bulan terhitung sejak 
tanggal Surat Tagihan 

Pertama tidak dilakukan 

pelunasan 

10% 

Diragukan 

Satu bulan terhitung sejak 

tanggal Surat Tagihan 

Kedua tidak dilakukan 

pelunasan 

 

 

50% 

 

Macet 

1. Satu bulan terhitung 

sejak tanggal Surat 
Tagihan Ketiga tidak 

dilakukan pelunasan 100% 
2. Piutang telah 

diserahkan kepada 
Panitia Urusan Piutang 

Negara/DJKN 

 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti 

Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar 

TPA/TGR.  

• Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan 

fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan: 
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▪ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan 

pembelian; 

▪ harga standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 

▪ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya.  

Aset Tetap 

 

b. Aset Tetap 

• Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang 

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk 

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari 1 tahun. 

• Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan 

atau harga wajar.  

• Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan 

minimum kapitalisasi sebagai berikut: 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin 

dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan 

atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang 

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 

(dua puluh lima juta rupiah); 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai 

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan 

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, 

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa 

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.  

• Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain 

karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak 

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya. 

• Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada 
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usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang  pengelolaan 

BMN/BMD. 

Penyusutan 

Aset Tetap 

 

c. Penyusutan Aset Tetap 

• Penyusutan  aset  tetap  adalah  penyesuaian  nilai  

sehubungan  dengan penurunan kapasitas dan manfaat 

dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap 

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

• Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak 

berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada 

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

• Penghitungan  dan  pencatatan  Penyusutan  Aset  Tetap  

dilakukan  setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu. 

• Penyusutan  Aset  Tetap  dilakukan  dengan  

menggunakan  metode  garis lurus yaitu dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset 

Tetap secara merata setiap semester selama Masa 

Manfaat. 

• Masa  Manfaat  Aset  Tetap  ditentukan  dengan  

berpedoman  Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset 

Tetap pada Entitas  Pemerintah  Pusat.  Secara  umum  

tabel  masa  manfaat adalah sebagai berikut: 
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Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik 

Modern) 
4 tahun 

 

  

d. Piutang Jangka Panjang 

• Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka 

waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

• Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai 

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai 

yang dapat direalisasikan. 

Aset Lainnya 

 

e. Aset Lainnya 

• Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, 

aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam 

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan 

angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) 

bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), 

dan kas yang dibatasi penggunaannya. 

• Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat 

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi 

akumulasi amortisasi. 

• Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan 

atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak 

dilakukan amortisasi. Masa  Manfaat  Aset  Tak Berwujud  
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ditentukan  dengan  berpedoman  Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa 

Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara 

berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas  Pemerintah  

Pusat.  Secara  umum  tabel  masa  manfaat adalah 

sebagai berikut:  

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tak Berwujud 
Masa Manfaat 

(tahun) 

Software Komputer 4 

Franchise 5 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, 

Desain Industri, Rahasia Dagang, 

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. 

10 

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, 

Paten Biasa, Perlindungan Varietas 

Tanaman Semusim. 

20 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 

Perlindungan Varietas Tanaman 

Tahunan 

25 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak 

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 

Ekonomi Produser Fonogram. 

50 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I 70 

• Aset  Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan 

sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan. 
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Kewajiban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Kewajiban 

• Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah.  

• Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau 

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada 

Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus  Dibayar, 

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang 

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh 

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan 

setelah tanggal pelaporan. 

• Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar 

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung. 

Ekuitas  d. Ekuitas  

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset 

dengan  kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan 

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

       B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN 

 Selama periode 1 Januari sampai dengan Per 31 Desember 

2025, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat Badan Strategi Kebijakan Hukum (693137) tidak 
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terdapat revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 

Revisi DIPA ini dapat disebabkan oleh adanya program 

penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi 

pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan 

sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut: 

ANGGARAN ANGGARAN
AWAL  SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa 0 -                                
Pendapatan Lain-lain 0 -                                

Jumlah Pendapatan -                                               -                                       
Belanja

Belanja Pegawai 0 0
Belanja Barang 232.053.000 232.053.000
Belanaja Modal
Belanja Bantuan Sosial

JUMLAH BELANJA 232.053.000                            232.053.000                    

31 Desember 2025
Uraian

 

Realisasi 

Pendapatan 

Rp0. 

 

B.1 Pendapatan 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan Negara Per 

31 Desember 2025. 

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 

2025

Pendapatan Jasa -                              -                              -                  
Pendapatan Lain-lain -                              -                              -                  
Jumlah -                              -                              -                  

Uraian

31 Desember 2025

Anggaran Realisasi
 % Real 
Angg. 

 

Realisasi 

Belanja Negara 

Rp98,488,531,- 

B.2 Belanja 

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2025 adalah 

sebesar Rp98,488,531,- atau 42,44% dari anggaran belanja 

sebesar Rp232.053.000,- Rincian anggaran dan realisasi 

belanja TA 2024 adalah sebagai berikut: 
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Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 

Belanja Pegawai -                                  -                                  -                  
Belanja Barang 232.053.000                98.488.531                  42,44           
Belanja Modal -                                  -                                  -                  
Belanja Bantuan Sosial -                                  -                                  -                  
Total Belanja Kotor 232.053.000                     98.488.531                       42,44           
Pengembalian -                                  -                  

Jumlah 232.053.000                     98.488.531                  42,44           

Uraian
Anggaran Realisasi

 % Real 
Angg. 

 
 

 

 

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat 

dalam grafik berikut ini: 

 

 
Realisasi Belanja TA 2025 mengalami perbedaan 

dibandingkan realisasi belanja pada TA 2024. Hal ini 

disebabkan karena adanya efesiensi pelaksanaan 

anggaran tahun 2025 dibandingkan TA 2024. 

 

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 

URAIAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Pegawai -                                -                                -                
Belanja Barang 232.053.000              -                                #DIV/0!
Belanja Modal -                                . -                
Belanja Bantuan Sosial -                                -                                -                

Jumlah 232.053.000              -                                #DIV/0!
 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Belanja
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anggaran
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Belanja Pegawai 

Rp0. 

B.3 Belanja Pegawai  

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja pegawai Tahun  

2025 dan Tahun 2024. 

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 

URAIAN
REALISASI TA 

2025
REALISASI TA 

2024
NAIK (TURUN) 

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS -                         -                         -                      Belanja Gaji dan Tunjangan Non 
PNS -                         -                         -                      
Belanja Honorarium -                         -                         -                      
Belanja Lembur -                         -                         -                      
Belanja Vakasi -                         -                         -                      
Jumlah Belanja Kotor -                         -                         -                      
Pengembalian Belanja Pegawai -                         -                         -                      
Jumlah Belanja -                            -                            -                       

Belanja Barang 

Rp 98.488.531,- 

 

 

 

B.4 Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024  adalah masing-masing sebesar Rp98.488.531 

dan Rp0,- Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2025 

sudah dilakukan sebanyak 42,44%. Hal ini  disebabkan 

karena adanya efesiensi anggaran pada Tahun 2025.  

Perbandingan Belanja Barang TA 2025 dan 2024 

URAIAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Barang Operasional 0 -                
Belanja Barang Non Operasional 0 0 -                
Belanja Barang dan Jasa 32.551.500                    -                             #DIV/0!
Belanja Barang Persediaan -                                -                             -                
Belanja Perjalanan Dinas 65.937.031                    -                             -                
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. -                                -                             -                
Jumlah Belanja Kotor 98.488.531 0 #DIV/0!
Pengembalian Belanja -                                   -                                

Jumlah Belanja 98.488.531 0 #DIV/0!  

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan 

Barat Unit Eselon Badan Strategi Kebijakan Hukum(693137) 

mengalokasikan belanja barang Non Operasional untuk 

penanganan COVID-19 sebesar Rp. 0,-. Anggaran tersebut 

terserap sebesar Rp. 0,- pada periode Semester I Tahun 

Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

Tabel 1  
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Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 

Akun Uraian Akun Keterangan Pagu Realisasi Penyerapan 

521131 
 

Belanja 
Barang 
Operasional 

Penanganan 
Pandemi 

COVID-19 

Belanja untuk 
1x Kegiatan: 

Sosialisasi Hasil 

Analisis Strategi 
Kebijakan 

Hukum dan 
Hak Asasi 
Manusia di 

Wilayah 
TA.2024 
(ZOOM) 

0 0 0 

 

 

Belanja Modal 

Rp0. 

B.5 Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024  adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. 

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi. 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 

URAIAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja Modal Tanah 0 -                
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 -                
Belanja Modal Gedung dan Bangunan #DIV/0!
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan JARINGAN -                             -                
Belanja Modal Lainnya -                

-                                -                             -                
Jumlah Belanja Kotor 0 0 #DIV/0!
Pengembalian Belanja -                                   -                                

Jumlah Belanja 0 0 #DIV/0!  

 

Belanja modal 

tanah Rp 0 

B.5.1 Belanja Modal Tanah 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Tanah 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. 
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Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024  

URAIAN JENIS BELANJA REALISASI TA. 2025 REALISASI TA. 2024
Naik 

(Turun) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim 
Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat 
Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Pengurukan dan 
Pematangan Tanah 0 0

0,00

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah  0 0

0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

Belanja modal 

peralatan dan 

mesin Rp 0 

 

 

 

 

 

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 

2025 adalah sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar 

00,00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 

sebesar Rp0.  

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
TA 2025 dan 2024 

 

URAIAN REALISASI  TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Belanja PC Unit 0 0 0,00
Note Book 0 0 0,00
Printer 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

Belanja modal 

gedung dan 

bangunan Rp 0 

 

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Gedung 

dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 

2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI 31 
Desember 2025

REALISASI 31 
Desember 2024

NAIK 
(TURUN) %

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0

Jumlah Belanja 0 0 0,00  
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Belanja modal 

jalan Rp 0 

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Jalan, 

irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024. 

 

 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA.2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI  TA. 

2025
REALISASI TA. 

2024
Naik 

(Turun) %

Belanja Modal Jaringan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan 
Honor Pengelola Teknis Jaringan

0 0 0,00

Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00

Pengembalian Belanja Modal 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00
 

 

Belanja modal 

lainnya Rp 0 

B.5.5 Belanja Modal Lainnya 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal lainnya 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 

Belanja 

Bantuan Sosial 

Rp0. 

 

 

B.6 Belanja Bantuan Sosial 

Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja Bantuan Sosial 

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. 

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 

TA 2025  dan 2024 

URAIAN REALISASI  TA 2025 REALISASI TA 2024
NAIK 

(TURUN) %

Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Penerima Bantuan melalui Kantor Akuntansi 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

Jumlah Belanja 0 0 0,00  
 

 

 

 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

Kas di 

Bendahara 

Pengeluaran 

Rp0,- 

 

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- 

dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan 

berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang 



 

- 25 - 
 

 berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan 

atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal 

neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai 

berikut: 

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  TA 2025 dan 2024 

Keterangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Uang Tunai 4.980.000                   -                         
Bank BRI No.Rek. 655396931371000 -                                 -

Jumlah 4.980.000                   -                          

Kas di 

Bendahara 

Penerimaan 

Rp0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan 

Rp0.  

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan 

saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab 

Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari 

pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara 

Bukan Pajak.  

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024 

Keterangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Uang Tunai -                                 -                                  
Bank -                                 -                                  

Jumlah -                                 -                                   

Kas Lainnya 

dan Setara Kas 

Rp0. 

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 20252023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan 

setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap 

dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang 

sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan 

Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:  
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Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024 

31 Desember 2025 31 Desember 2024

-                                           -                                          
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan -                                           -                                          

-                                           -                                          

-                                           -                                          

Keterangan

Jumlah

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum 
Disahkan

 

Piutang PNBP 

Rp0. 

C.4 Piutang PNBP 

Saldo  Piutang PNBP Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Piutang 

PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang 

atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun 

belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP 

disajikan disajikan sebagai berikut:  

Rincian Piutang PNBP  TA 2025  dan 2024 

Uraian 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Piutang PNBP - -                                     

Piutang Lainnya -                                     -                                     

Jumlah -                                     -                                     
 

Bagian Lancar 

Tagihan 

TP/TGR 

Rp0 

 

 

 

 

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan  Ganti Rugi (TP/TGR) 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 

dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang 

belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh 

tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal 

pelaporan.  

Bagian Lancar 

TPA 

Rp0 

 

 

 

 

C.6  Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 

tanggal  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA 

merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 

12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. 
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Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – 

Piutang Lancar  

Rp0 

 

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar  

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar  Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 dan 

Rp0. 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah 

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang 

ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.  

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar  

 TA 2025 
Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan

Piutang Bukan Pajak
Lancar -                            0.00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan -                            0% -                               

Macet -                            0% -                               

Jumlah -                            -                               

Bagian Lancar TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan 0% -                               

Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               

Bagian Lancar TPA
Lancar -                            0.00% -                               

Kurang Lancar -                            0% -                               

Diragukan 0% -                               

Macet 0% -                               

Jumlah -                            -                               

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                       
 

Belanja Dibayar 

di Muka Rp0 

 

 

 

C.8 Belanja Dibayar di Muka 

Saldo Belanja Dibayar di Muka Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.  

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus 

diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa 

telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum 

diterima seluruhnya.  

 

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024 

Jenis 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Pembayaran Internet -                                  -                                 

Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin -                                  -                                 

Pembayaran Sewa Gedung Kantor -                                  -                                 

Jumlah -                                  -                                 
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Pendapatan 

yang Masih 

Harus Diterima 

Rp0 

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan 

Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah 

diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada 

penerima jasa.  

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

TA 2025 dan 2024 

Jenis 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Pendapatan Jasa Pelatihan -                                  -                                 

Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan -                                  -                                 

Jumlah -                                  -                                 
 

Persediaan Rp0 

 

C.10 Persediaan 

Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan 

operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau 

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Rincian Persediaan  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Persediaan  TA 2025 dan 2024 

Persediaan 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Barang Konsumsi -                                           -                                           

Barang untuk Pemeliharaan -                                           -                                           

Suku Cadang -                                           -                                           

Barang Persediaan untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat -                                           -                                            

 

Tagihan 

TP/TGR 

Rp0 

 

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti 

Rugi (TP/TGR) 

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

(TP/TGR)  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

masing – masing sebesar Rp0 dan Rp0.  Tuntutan 

Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat 

kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang 
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mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti 

Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk 

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara 

karena kelalaiannya. 

Tagihan 

Penjualan 

Angsuran Rp0 

 

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran  

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)  Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp0 dan Rp0.  

 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih – 

Piutang Jangka 

Panjang 

Rp0 

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka 

Panjang 

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka 

Panjang  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Penyisihan Piutang tak tertagih–Piutang Jangka Panjang 

merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan 

Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas 

masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak 

Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut: 
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Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka 

Panjang  TA 2025 

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan

Tagihan TP/TGR
Lancar -                            0.00% -                                     

Kurang Lancar -                            0% -                                     

Diragukan -                            0% -                                     

Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

Tagihan PA
Lancar -                            0.00% -                                     

Kurang Lancar -                            0% -                                     

Diragukan -                            0% -                                     

Macet -                            0% -                                     

Jumlah -                            -                                     

 Jumlah Penyisihan Piutang 
Tak Tertagih 

-                            -                            
 

 

Tanah 

Rp0 

 

C.14 Tanah 

Tidak ada Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat Badan Strategi 

Kebijakan Hukum (693137)  Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:  

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025 -Rp                               

   Mutasi tambah:

Pembelian -Rp                               

Hibah -Rp                               

Reklasifikasi -Rp                               

   Mutasi kurang: -Rp                               

Revaluasi aset -Rp                               

Penghapusan -Rp                               

Saldo per 30 Juni 2025 -Rp                               

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 -Rp                               

Nilai Buku per 30 Juni 2025 -Rp                               
  

Peralatan dan 

Mesin 

Rp0 

C.15 Peralatan dan Mesin 

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

Rp0 dan Rp0.  Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 
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Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025 -Rp                            

   Mutasi tambah:

Pembelian -Rp                            

Hibah -Rp                            

Transfer Masuk -Rp                            

Reklasifikasi Masuk -Rp                            

Koreksi tambah -Rp                            

   Mutasi kurang:

Penghentian aset dari penggunaan -Rp                            

Penghapusan -Rp                            

transfer keluar -Rp                            

Saldo per 30 Juni 2025 -Rp                            

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 -Rp                            

Nilai Buku per 30 Juni 2025 -Rp                            
 

Gedung dan 

Bangunan 

Rp0 

 

 

 

C.16 Gedung dan Bangunan 

Saldo gedung dan bangunan Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi 

terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah 

sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2025 -                               

   Mutasi tambah:

Pembangunan Gedung -                               

    Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                               

Saldo per 31 Desember 2025 -                               

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025 -                               

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                               
 

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan ini. 
 

Jalan,Jaringan 

dan Irigasi  Rp0 

 

C.17 Jalan, Irigasi,  dan Jaringan 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan  Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan 

Rp0. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi 

informasi.  

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 

tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2025 -                     

   Mutasi tambah:

Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi -                     

   Mutasi kurang:

Koreksi Pencatatan -                     

Saldo per 31 Desember 2025 -                     

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                     

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                     
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Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada 

Lampiran Laporan Keuangan ini. 

Aset Tetap 

Lainnya  

Rp0 

C.18 Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya  

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan 

Rp0. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. 

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal 

pelaporan adalah sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2025 -                       

   Mutasi tambah:

Pembelian -                       

   Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan -                       

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025 -                       

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       
 

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan 

Keuangan ini. 

 

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan  Rp0 

 

 

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) 

Saldo konstruksi dalam pengerjaan  Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan 

Rp0 Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai 

berikut: 

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan 

No No Kontrak Nilai Kontrak % KDP Ket

1

2

Jumlah -                             -                               
 

Akumulasi 

Penyusutan 

Aset Tetap  Rp0 

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 0 dan 0. 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi 
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 sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama 

masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan 

rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 

2025, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap 

disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1

2

3

4

-Rp                              -Rp                              -Rp                              Akumulasi Penyusutan
 

 

Aset Tak 

Berwujud Rp0. 

 

 

C.21 Aset Tak Berwujud 

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB)  Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud 

merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi 

secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak 

Berwujud Per 31 Desember 2025adalah sebagai berikut: 

Rincian Aset Tak berwujud 

Uraian Nilai

0
0

0
 

Mutasi: 

31 Desember 2025 -                       

   Mutasi tambah:

Pembelian -                       

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       

Amortisasi s.d. 31 Desember 2025 -                       

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       
 

Aset Lain-Lain 

Rp0. 

 

 

 

 

C.22 Aset Lain-Lain 

Saldo Aset Lain-lain  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang 

Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan 

tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil 

Kemenkum Kalimantan Barat serta dalam proses penghapusan 

dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut: 
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Saldo per 31 Desember 2025 -                       

   Mutasi tambah:

Reklasifikasi dari Aset Tetap -                       

   Mutasi kurang:

Penghapusan

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan -                       

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 -                       

Nilai Buku per 31 Desember 2025 -                       
 

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

Akumulasi 

Penyusutan dan 

Amortisasi Aset 

Lainnya Rp0 

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi amortisasi 

dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:  

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya  

Aset Tetap Nilai Perolehan

Akumulasi 

Penyusutan/ 

Amortisasi 

Nilai Buku

Aset Tak Berwujud 0 0 0
0 0 0

0 0 0

Aset Lain-lain 0 0 0
Jumlah 0 0 0  

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan 

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas 

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan 

amortisasi. 

 

Uang Muka dari 

KPPN Rp 

4.980.000 

C.24 Uang Muka dari KPPN 

Saldo Uang Muka dari KPPN  Per 01 Januari dan 31 Desember 

2025 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp4.980.000. Uang 

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau 

Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai 

uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh 

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. 
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Utang kepada 

Pihak Ketiga 

Rp17.109.675 

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga 

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga  Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 masing-masing sebesar Rp17.109.675 dan Rp0. 

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih 

harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga 

lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak 

tanggal pelaporan.  

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga 

No Uraian Jumlah 

1 Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor -Rp                           
2 Potongan Pajak yang belum disetor -Rp                           
4 Utang kepada Pihak Lainnya 17.109.675Rp          

17.109.675Rp           Total
 

C.26 Pendapatan Diterima di Muka 

 
Pendapatan 

Diterima di 

Muka 

Rp0 

 

 

Nilai Pendapatan Diterima di Muka  Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan Diterima 

di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas 

Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak 

ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di 

Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:  

Rincian  Saldo Pendapatan Diterima di Muka 

Uraian Jumlah Penjelasan
Badan Swasta
Instansi Pemerintah 
Lainnya
Badan Lainnya

 Total -                        

Beban  yang  

Masih Harus  

Dibayar Rp0 

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang Masih Harus Dibayar  Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0 merupakan kewajiban 

pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan 

keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai 

berikut. 
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Pendapatan 

PNBP Rp0 

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. 

Pendapatan tersebut terdiri dari: 

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025 dan 2024 

 

Pendapatan Jasa -                                   -                                     -                           
Pendapatan Lain-lain -                                   -                                     -                           

Jumlah -                                   -                                     0

31 Desember 2025 31 Desember 2024
 NAIK/ 

(TURUN) % 
URAIAN

 

 Pendapatan Jasa berasal dari pelatihan akuntansi dan desain 

sistem akuntansi. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain 

merupakan pengembalian belanja pegawai dan belanja lainnya 

yang berasal dari transaksi tahun 2025.  

 

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 

2025 dan TA 2024 

Keterangan 31 Desember 2025 31 Desember 2024

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar -                                  -                                  
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar -                                  -                                  
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar -                                  -                                  

Jumlah -                                  -                                   

Ekuitas 

Rp0 

C.28 Ekuitas  

Ekuitas  Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan 

bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan 

kewajiban.  
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Beban  Pegawai 

Rp0 

 

 

 

 

D.2 Beban Pegawai  

Jumlah Beban Pegawai pada Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam 

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada 

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.  

Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK/ 

(TURUN) %

Beban Gaji -                        -                       -           
Beban Tunjangan-Tunjangan -                        -                       -           
Beban Honorarium dan Vakasi -                        -                       -           
Beban Lembur -                        -                       -           

Jumlah 0 0 0  

Beban 

Persediaan Rp0. 

 

 

 

 

 

D.3 Beban Persediaan  

Jumlah Beban Persediaan pada Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. 

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat 

konsumsi atas barang-barang  yang habis pakai, termasuk 

barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun 

tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai 

berikut: 

Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

URAIAN 31 Desember 2025 31 Desember 2025 NAIK/ 
(TURUN) %

Beban Persediaan Konsumsi -                                -                               0

Beban Persediaan untuk Tujuan 
Strategis/Berjaga-jaga -                                -                               0

Beban Persediaan Lainnya -                                -                               0

Jumlah 0 0 0  
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Beban Barang 

dan Jasa  

Rp6.780.000,- 

 

 

 

D.4 Beban Barang dan Jasa  

Jumlah Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 

31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp6.780.000,- dan Rp0,-. Untuk Beban Barang Non 

Operasional Lainnya senilai Rp 0,. Rincian Beban Barang dan 

Jasa untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:   

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 202531 Desember 2024NAIK/ (TURUN) %

Beban Barang Operasional 0 0 0,00

Beban Barang Non Operasional 0 0 0,00

Beban Bahan 6.780.000 0 #DIV/0!

Beban Jasa Pos dan Giro 0 0 0,00

Beban Honor Output kegiatan 0 0 0,00

Beban Sewa 0 0 0,00

Beban Jasa Profesi 0 0 #DIV/0!

Beban Jasa Lainnya 0 0 0,00

Jumlah 6.780.000 0 #DIV/0!
 

 

 

Beban 

Pemeliharaan 

Rp0 

 

 

 

D.5 Beban Pemeliharaan  

Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban 

Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk 

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada 

ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan 

karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan 

dan mesin.  

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024  

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK/ 

(TURUN) %

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 0 0,00

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00

Beban Pemeliharaan Lainnya 0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00  

  

Beban 

Perjalanan 

D.6 Beban Perjalanan Dinas  

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 
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Dinas 

Rp48.374.220,- 

 

 

 

 

 

 

 

Rp48.374.220,- dan Rp0,- Beban tersebut terjadi dalam 

rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Terjadi kenaikan beban 

perjalanan dinas dikarenakan percepatan penyerapan pagu 

anggaran TA 2024.  

Adapun Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 

dan 2024 adalah sebagai berikut:  

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024 NAIK/ (TURUN) %

Beban Perjalanan Dinas Biasa 48.374.220 0 #DIV/0!

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 0 #DIV/0!

Jumlah 48.374.220 0 #DIV/0!
 

 

Beban Barang 

untuk 

Diserahkan 

kepada 

Masyarakat 

Rp0 

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam 

bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal 

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Hukum. 

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

TA 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK/ 

(TURUN) %

Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada 
Masyarakat/Pemda

0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00
 

Beban Bantuan 

Sosial Rp0 

 

 

 

D.8 Beban Bantuan Sosial  

Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam 
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bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk 

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.  

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) 
%

Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0 0 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0 0 0,00

Jumlah 0
0

0,00
 

Beban 

Penyusutan dan 

Amortisasi Rp0 

 

 

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban 

untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap 

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa 

manfaat aset yang bersangkutan.  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA.2025 dan 2024

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN 
AMORTISASI

31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - -                            -                
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - -                            -                
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan - -                            -                
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - -                            -                

Jumlah Penyusutan - -                            -                
- -                            

Beban Amortisasi Software - -                            -                
Beban Amortisasi ATB Lainnya - -                            
Beban Penyusutan Aset Lain-lain - -                            -                

Jumlah Amortisasi - -                            -                

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - -                            -                
 

Beban 

Penyisihan 

Piutang Tak 

Tertagih Rp0 

 

 

 

 

D.10  Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban 

untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam 

suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 

untuk Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban 

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:   
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Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2025 dan 

TA 2024

URAIAN JENIS BEBAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) %

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 0 0 0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka 
Panjang 

0 0 0,00

Jumlah 0 0 0,00
 

Surplus dari 

Kegiatan Non 

Operasional 

Rp0 

D.11 Kegiatan Non Operasional 

Tidak terdapat kegiatan non operasional untuk 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024. Pos Surplus dari Kegiatan Non 

Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya 

tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi 

entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 

2023 dan 2023 adalah sebagai berikut: 

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2025 dan 2024 

URAIAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
NAIK 

(TURUN) %

Penjualan Alat Angkut - -                              -

Penjualan Alat Kantor - -                              -

Defisit Selisih Kurs - -                              -

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan - -                              -

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan - -                              -
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non 
Operasional

0 0 0,00
 

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul 

karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode 

Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika 

penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out 

(FIFO) 

 

Pos Luar Biasa 

Rp0 

D.12 Pos Luar Biasa 

Tidak terdapat Pos luar biasa untuk Per 31 Desember 2025 

dan 31 Desember 2024. Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan 

dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat 

diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos 

Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai 

berikut: 
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Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 2024 

URAIAN 31 Desember 2025 31 Desember 2025
NAIK 

(TURUN) %

Pendapatan PNBP 0,00

Beban Perjalanan Dinas 0,00

Beban Persediaan 0,00

Jumlah 0 0 0,00
 

  

   E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN 

EKUITAS  

Ekuitas Awal 

Rp0. 

 

E.1 Ekuitas Awal 

Nilai ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.  

Defisit LO 

Rp(55.154.220) 

 

E.2 Surplus (Defisit) LO 

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp(55.154.220) dan Rp(0). Defisit LO merupakan selisih 

kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, 

surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. 

Dampak 

Kumulatif 

Perubahan 

Kebijakan 

Akuntansi/Kesa

lahan Mendasar 

Rp0 

 

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar 

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 

pada Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0. 

Penyesuaian 

Nilai Aset 

Rp0 

 

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset  

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir Per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian 
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nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan 

terakhir. 

Koreksi Nilai 

Persediaan Rp0 

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan  

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai 

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam 

pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. 

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk Per 31 Desember 

2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 

2025 adalah sebagai berikut: 

Rincian Koreksi Nilai Persediaan  

1. Barang Konsumsi -                                          

2. Suku Cadang -                                          

3. Barang Persediaan Untuk Pemeliharaan -                                          

4. Barang Persediaan Lainnya -                                          

Jumlah -                                          

KoreksiJenis Persediaan

 

Selisih 

Revaluasi Aset 

Tetap Rp0 

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap 

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul 

pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih 

Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp0 dan Rp0.  

Koreksi Nilai 

Aset Tetap Non 

Revaluasi Rp0 

 

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 

pada Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah 

sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi 

koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena 

revaluasi nilai. 

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2025 

Peralatan dan Mesin -                                 

Gedung dan Bangunan -                                 

Jumlah -                                 

Nilai KoreksiJenis Aset Tetap
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Koreksi Lain-

Lain Rp0 

 

 

 

E.3.6 Koreksi Lain-Lain   

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Per 31 

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0 

dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait 

Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, 

koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. 

Koreksi lain-lain terdiri dari:  

Rincian Koreksi Lain-Lain  

Koreksi Beban
Koreksi Pendapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban
Koreksi Hibah

Jumlah -                                 

Jumlah KoreksiJenis Beban 

 

Transaksi Antar 

Entitas 

Rp55.154.220,- 

 

 

 

 

E.4 Transaksi Antar Entitas  

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir Per 

31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-

masing sebesar Rp55.124.220,- dan Rp0,- Transaksi antar 

Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih 

entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN 

maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas 

terdiri dari: 

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas 

Diterima dari Entitas Lain -                        
Ditagihkan ke Entitas Lain 55.154.220        
Transfer Masuk -                        
Transfer Keluar -                        
Pengesahan Hibah Langsung -                        
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung                                              

Jumlah 55.154.220        

NilaiTransaksi Antar Entitas

 

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke 

Entitas Lain (DKEL)  

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain 

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan 

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada 
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periode hingga Per 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp0  

sedangkan DKEL sebesar Rp0.- 

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar  

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal 

KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.  

Transfer Keluar sampai dengan tanggal Per 31 Desember 2025 

sebesar Rp0. 

No Jenis Entitas kirim Nilai 

1 Peralatan dan 

mesin 
- 

 

- 

 

Jumlah - 

 

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian 

Pengesahan Hibah Langsung  

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas 

pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang 

maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah 

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal Per 31 Desember 2025 sebesar Rp0-. dari total 

Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2025. 

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan 

transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung 

entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal Per 31 Desember 2025 adalah Rp0. 

Ekuitas Akhir 

Rp0 

E.5 Ekuitas Akhir 

Nilai Ekuitas pada tanggal Per 31 Desember 2025 dan 31 

Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. 
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 F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. 

 F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL 

NERACA 

Tidak terdapat kejadian-kejadian penting setelah tanggal 

neraca. 

 

 F.2    PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN  

Terlampir Laporan Hasil Pemeriksaan temuan BPK Tahun 

2025 Dipa Badan Strategi Kebijakan Hukum Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dengan 

Kode Satker (693137). 
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LAMPIRAN 
 

1.LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 
BPK TAHUN 2025 

 

2.BUKTI BILLING DAN SETORAN 
PENGEMBALIAN PERJALANAN 

DINAS ATAS TEMUAN BPK DIPA 
BSK TAHUN 2025 
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